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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadrat Alleh SWT, ksrena dengan rabmat dan
ridho=MNya penyusunan Keputusan Menteri Dalem Meged Momor 40008 2-5484, DUKCAPIL
Tanggal 30 Desamber Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil yang
mana lamprannya menjadi Buky Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipll, dapat
dizeipsalkan dengan baik. Buku Petunjuk Taknis Pelayanan Pencatatan Sipil ind memberikan
gambaran tentang penpelasan umum, se@rah dan regulasi dari paristwa penting sera
parsyvaratan, tata carg, formwlir hingga hasil pelayanan pencatatan sipl pada Dinas
Kepandudukan dan Pencataian Sipil baik di Wilayah Megara Kesstuan Rapublik Indonesia
{NKR|) maupun pada Perwakilan Republik Indonesa di Luar Negeri. Buku petunjuk taknis ini
dsusun dangan mengacy dan sesual dengan ketenfuan peraturan penundang-undangan
lerkail administrasi kependudukan yang bedaku  saal ing,  dengan  harapan  capat
mempermudah, memparcepat dam meningkatkan kuslfas pelayvanen kependudukan
khususnya dalam bidang pelayanan pencatatan sipil.

Petunjuk teknis inl akan men@dl acusn kareng memual pangaturan secara
komprehensf semua pedstiwa penting vang meliputi kelshiran, kematian, lahir mati,
perkawinan, parcaraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkaten anak, perubahan
nama, perubahban status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya. Besar harapan
kami, buku petunjuk teknis ini dapat digunakan sebagaimana masfinya oleh seluruh
pemangku kKepentingan dan memberikan kontribusi nyata dan positif bagl perkembangan dan
paningkaian kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipl di Indomesia.

Jakarta, 30 Desembar 2022
Cirabtur Jendaral
Kependudukan dan Pancatatan Sipil
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KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPLUBLIK INDOMESIHA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 4008, 2-5484, Dukcapil TAHUN 2022

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

MENTERI DALAM NEGERI REPLIBLIE INDONESIA,

Menimbang :  m bahwa untuk meningkatkan kempetensi bailk secara 5
pengetahuan meupun keterempilan bagl petagss
peinyanan di Moas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil dan Unit Pelaksana Teknis Drinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipill KEabupaten koeta e
serta Kantor Perwakilan Bepublik Indonesia di Laar
Wilayah NER], juga sebagai langlkah optimalisae dan
peningkatan Sumber Daya  Matwsia, melabai
pembedan  kemudahan, lecepatan dan  akuras
aesuai Ketentuan peraturan  perundang-undangan
perlu mdanya petunjuk telnis pelayanan pencaiatan

sipdl;
b. balhwa berdagarkcan pertimboangan sehagaimans
dimeksud dalam  huraf a perio menetapkan

Keputusan Menterl Dalam Negeri tentang Petunjuk
Teknis Pelayvanan Pencatatan Sipil.

Mengingat i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi  HKependuduksn (Lembaran  Negara
Ropublie  Indenssia  Tahuan 2006 Nomor 124,
Tambahan Lembaren Negarm Republik  Indonesia
Momor 4674], sebagaimana telah divbah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 3013 teatang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 Tentang Administrasi Kepeondudukan [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,
Tembahan Lembaran Megnra Republik 1
Indonesia Nomor 5475];

2. Peratusan Pemerintalh Republik Indonesin Nomor 40
Tabun 2019 tentang Pelaksanaan Undang Lll‘:llia.l.'l,g
Pyofrkor 23 takivi 2006 eEnTang Administras
Koependuduban  seagaimana telah  dinbah dengan
Undang Undang MNomor 24 Tahun 2013 rentang
Perubahan Atas Updang Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administras Kependudukan
[Lembsaran pegara Republik Indonesta Tahun 2019
Morrrar 102

3. Pemaijuran Presiden Nomor 96 Teabun 2015 tentamme
Persyvaratan dan Tata Cora Pendaftaran Pepdudule dan
Pencatatan  Sigl (Lembaran Negara  Hepublik
ndonesia Tabun 2018 MNomor 184}
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Menetapkan

KESATL

KEDLIA

KETIGA

Tembysarn:

4, Peraturan Presiden Nomor 114 Thhuan 2021 Tentong
Kementerimn  Dalam  Megeri  [Lemboran Nogarn
Bepublik Indonesia Tahun 2031 Nomaor 286,

Peroturan Kementerian Dalam Negerl Momor 13
Tahun 2021  Tentang Organisasi dan Tata  Herge
Kementerian Dalam Megeri [Berita Negera Bepublik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 395);

un

i, Peraturan Menteel Dalam NMegen Nomor 7 Tahun
21%  entARg Pelayanan Administriast
Hependudukan Beocara  Dardng  [Beritn  Meggara
Republik Indosnesia Tahun 3019 Nomor 152

7. Peraituran Meater Dalam Megeri Nomor 108 Tahun
a01e temitanyg Perataran  Pelaksanoan  Peraturan
Presiden Momor 96 Tahun 2008 tentang Persyaratas
dapn  Tara Corn  Pemndaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipl |Berita Negara Hepublik Indonesia
Tahun 2019 Momoer 17891

2, Peraturan Benteri Dalam Megert Nomor 108 Tahun
218 fentang Formulic dan Buka Yang Digunalkan

Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1720].

MEMUTUSREAMN:

KEPFUTUSAN MENTERI DaAlLAM NWEGERI TENTANU
PETUNJUK TEKNIE PELAYANAN PENCATATAN
SIPIL.

: Perunjuk  Tekniz Pelayanan Pencatatan  Bipily

arbagrimana  tercanum  dalam  Lampiran vang
merpakan bagian tidak terpisabhlkan dari Keputusan
Menter Ini.

Petunjuk Teknis Pelavanan FPencatatan Sipil

| sebagaimana  dimaksud  dalam Diktum KESATU

dipergunoken  sebagai pedoman  dalpm pelayanan
pencatatan sipll  pads Dines Eependudukan dan
Pencatatan Sipil dan Unit  Pelaksana Teknis [hnas
Kependudukan dan Ponocatatan Bipill Kabupaten Kots
serta Kantor Perwakilan REepublik Indonesia & Luar
Wilayah NKEI.

¢ Keputusan Menterl ini mulni berlaku pads tanggai

ditetapken dengan ketentuan apabila dikemudian has
terdapaal  kekelimoan  akon dindakon porbailoan
sebagaimana, meatinya,

Citetaplan di Jakaroo,
pada tanggal, 30 Desember 2022

an. MENTERI DALAM NEGERI
DIREETUR JEMNDERAL
KEFENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dipdoersen ind kelal Sisndategani weied
slektionik ek
ek - Jenderal Kependwhikan b

Memaanaies Bipll.
Peod Tir. Ficdain Asif Falailoh ZH . M5

1. Mentert Dalam Meger (sehagal laperan);

il . Seloretaris Jenderal, Keffenterian Dalam Negert;

# 4. HKepala Badan Pengaowanon Kewangonm dan Pombangunan
? 3 Hetus Badan Pemeriksa Keuangan

F 5. Iaspekitur Jendersl, Kementerinn Dalam Negerd;

fi, UNICEF Indonesia.
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KEPUTUSAN MENTER] DALAM NEGERI
NOMOR 400.8.2-3484. DURCAFIL TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK TEENIS PELAYANAN
PENCATATAN SIPIL

KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI -.
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL \'\
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DAFTAR GAMBAR FORMULIR

Farmidir 1 - Fermulir Pelagoran Pencatatan Sipll di Dalam Wilayah MERI, dengan Koda
F-2.01..
Farmulir 2 - Surat Halar&ngan pamyataan mnggung |£|wal:| rnutbh: Imh-anaran datu
kelahiran, dengan Kode F-2.03... s
Formulir 3 - Surat Keterangan pefnyataan tzmg;mg]-awab rnulli!l.k. Heb-unarah H&bﬁgﬁ
pasangan suaml isteri dengen Kode F-2.04_.
Formulir 4 - Register akia kelahiran, dengan kode F-2.14 .00
Formufir 5 - Kutipan akta kelahiran anak yang dilahirkan dalam a'lau ﬂ-«&bﬂgﬂ Eklbﬂl
perkawinan yang sah... W SRR
Formigir 6 - Kulipan akta kelahiran anah darl ag.ran u:ian Ibu dengfm frﬁsa
Formufir ¥ - Kutipan akta kalahiran anak Seorang DU ..o nessmss
Farmuir & - kutipan akta kelahiran anak yang lidak diketahui asal usulnya atau
keberadaan orang tUanya... : .
Formugir 9 - Formubir Palaporan F'&nn:alatan hqpll dl Lu-ar Wlla:.-'ﬂh NHHI '::Ierngan kndu
F-2.02.. e e L e N a b ot
Formulir 10 - Surat !cal:ararbgan pﬂlapnran pﬂn:‘.‘.atﬂlan Elpll dl Iuar mlayan N'E:garﬂ
Kesatuan Republik Indonesia, Kode F-2.26..
Formuir 11 - Surat Keterangan Lahir Mati, Kode F-2.05.........ciiimimminms
Formulir 12 - Register Akia Perkawinan, dengan koda F-2.15 ..
Formulir 13 - Kutipan Akta Perkawinan, dengan kode F-2.21..
Formulir 14 - Sural kelerangan pelaporan pencatatan sipll u:i 1uar vﬂlaj.rar Negafa
kesatuan Republik Indonesia, Kode F-2.26..
Formulir 13 - Catatan pinggir pembaialan paerkawinan, dengan kﬂdE' EF' ﬂ'l
Formulir 16 = Surat keterangan pembatalan perkawinan, dangan kode F-2, EIE
Formulir 17 - Register Akla Perceraian, dengan kode F-2.16...
Formulir 18 - Catatan Pinggir Pencafatan Perceraian, dengan ’f:ude CF‘ 22,
Formulir 18 - Catatan Pingair Pencalatan Perceraian, dengan kode CP I:ZIE ..................
Formulir 20 - Sural keterangan pelaporan pencatatan sipll d luar wilayah Negara
Kesatuan, dengan Kode F-2 28 ... ismiis i rrssssmmsn § o nrvms s seasmes sons srmes
Formulir 21 - Catatan pinggir pembaialan perceraan, dangan kode CP. IZIE ................
Formulir 22 - Surat keterangan pembatalan perceraian, dengan kode F-2.08 ..
Formulir 23 - Register Akia Kematian, dengan kode F-2.17 i s crsmmim s
Formulir 24 - Kutipan Akta Kematian, dengan kode F-223 ..
Formulir 25 - Sural keterangan palaporan pencaiatan sjplf di luar wiayah MNagara,
dengan kode F-2.26 ., e L i et s P
Formulir 26 - Catatan pinggir rr'l-&nganal uengangkatan anah pada register akta
kelahiran dan kulipan akia kelahiran anak, dengan kede CP.O4 ...
Formulir 27 - Surat Keterangan Pengangkatan Anak WHNA oleh WHI di Luar Wilayah
B s B kb NG o A e A S e A 8 e R A AR LR T D
Formudir 28 - Surat Pemyataan Pengskuan Anak, dengan kode F il Tl st st iy
Formulir 29 - Register akta pengakuan anak, dengan kode F-2.18 . i
Formulir 30 - Kutipan akia pengakuan anak, dengan kode F-2.24 . o
Farmulir 31 - Catatan pinggir pengakuan anak pada ragister skta Halahlran d:an kulrpan
akta kelahiran, dengan kodea CP.05...
Formulir 32 - Catatan Pinggir Pencatatan F‘angakuan Anah El-ardaaarl-cﬂ.n F"anatapﬂn
P T N i i 0 P i i W 4 S o 0 o
Formiulir 33 - Register akta pangesahan anak, dengan kode F-2.19 i
Farmulir 34 - Kutipan skta pengesahan anak, dengan kode F-2.25 .,
Formulls 35 - Catatan pinggir pencatatan pengesahan anak, dengan hﬂd-e EF' o7..
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Formulir 36 - Catatan Pingair Pencatatan Perubahan Mama, kode CP-2.09 .

Formulir 37 - Catatan Pinggir Perubahan Status Kewarganegaraan dari WHNA merqadl
WHI. dengan kade CP-2.10...

Formalir 38 - Catatan Pinggir Perubatan Eim'[uﬁ H&umrnatmﬂmﬂ'l dEm WHI rnar'qadi
WNA. dengan kode CP-2.11.. ;

Formulir 39 - Catatan Pinggir Anak Bakmuanegmnm l:‘:‘an:h Tamatas yang Telah
Mendapatkan Sedifikat Bukti Pendaftaran, dengan kode CP12..

Formulir 40 - Catatan pinggir anak berkewarganagaraan ganda yang telah mamJII.h
kewarganegaraan (WHNI atau warga negara asing). dengan kode CP-2 13

e 110

.l
s 22

e 1

o I

Formulir 41 - Catalan nlngglr an.-ak h-arlmmgnnagamn ganda y:ang tldak marmih
kewarganasgaraan, dengan kode CP.14_ .

Fosmdir 42 - Surat permmohonan palopasan l:nwagm'regaman ..........

Formudir 43 - Surat keterangan pelepasan kewangansgaraan dangan Fr.nda F 2 v -

Formulir 44 - Catatan Pingge Parubahan Paristiwa Penting Lainnya, dengan kode CP-
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DAFTAR ISTILAH

. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegialan penataan dan
penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui
pendafiaran penduduk, pencatatan sipil, pangalolaan informasi administrasi
kependudukan serla pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan
pembangunan seklor lain.

. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat
tinggal di Indonesia,

. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan
Warga Negara Indonesia.

4. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia,

dalam negen.

Kabupatenola yang beranggung jawab dan berwenang dalam urusan
. Instansi Pelaksana adalah perangkst pemernntah KabupalenMola yang
bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan
. Dokomen Kependudukan adalah dokumen resmi yang dilerbitkan oleh
Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukd
aulentic yang dihasikan dar pelayanan pendaftaran penduduk dan
pencalatan sipil.

. Data Kependudukan adalah data perseorangan danfatau dala agregal yang
ssipil

10. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas

kartu identitas atau sural keterangan kependudukan.

11. Peristivea Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus

dilaporkan karena membewa akdbat leshadap penerbitan atau perubshan
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karlu keluarga, kariu tanda penduduk dan/fatau  surat  keterangan
kependudukan lainnya mekpuli pindah datang, perubahan alamat, sera status

tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

12 Momor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat MK, adslah nomor
identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, unggal dan melekat pada
seseorang yang terdsflar sebagai penduduk Indonesia.

13 Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang
memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta
identitas anggota keluarga

14. Kartu Tanda Penduduk Elekironik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah kartu
tanda penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi
penduduk sebagal bukti din yang diterbitkan oleh instansl pelaksana.

15. Pencatatan Sipll adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh
seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

16.Pzjabat Pencatatan Sipl adalah pejabsl yang melakukan pencatatan
peristiwa penting yang dialami sesecrang pada instansi pelaksana yang
pangangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17 Peristiwa Penting adalah kejadian yang dislami oleh seseorang meliputi
kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,
pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan
stalus kewarganegaraan

18. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing
untuk tinggal di witayah Negara Kesatuan Republik Indonesla dalam jangka
wakiu yang terbatzs sesuai dengan ketentuan persturan perundang-
undangan.

18.1zin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing
untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republk Indonesia sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

20, Petugas Registrasi adalah pegawai yang diber tugas dan tanggung jawab
memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependuduken dan peristiva
panting serta pengelolaan dan  penvajian data kependudukan di
desa/kelurahan atau nama lainnya.

21 Sistam Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK,
acalah sistem informasl yang memanfaatkan leknologi informasi dan
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komunikasi  untuk  memfasilitasi  pengelolaan  informasi  administras]
kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu
kesatuan.

%9 Data Pribadi adalah data perseorangan terteniu yang disimpan, dirawat, dan
dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

23 Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA Kec, adalah
satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk
pada tingkat kecamatan bagl penduduk yang beragama |slam.

24 UUnit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana, selanjuinya disebut UPT Instansi
Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang beranggung jawab
kepada instansi pelaksana
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi  Kependudukan adalah rangkaian kegistan penatesn dan
penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pandaftaran
penduduk, pencatetan sipil, pengelolaan informasi sdministrasi kepandudukan sera
pendayagunsan hasinya untuk pelayanan publie dan parmbangunan sektor k&in',
Pencatatan Sipl adalsh pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh sessorang
dalam register pancataten sipil pada instans! pelaksane’.

Megara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasiia dan Undang-
Undang Dasar 1945 barkewajiban memberkan parlindungan dan pengakuan status
hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Perstiva Penling yang dislami
Penduduk di datam danfatau di luar wiayah Negara Kesatuan Republik Ingonesia.

Peristiwa Hependudukan antara lain parubahan alamat, pindah alamat uniuk
menetap, tinggal terbatas, serta perubahan stalus oreng asing finggal terbatas
menjadi tinggal tetap. Peristiwa penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian,
perkawinan, perceraian, rmasuk pengangkatan, pengakuan, pengesahan anak,
serta perubahan status kewarganegaraan dan ganti nema merupaken kejadian yang
harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan date identitas alau surat
keterangan kependudukan Uniuk i, setiap Perstiwe Kependuduken dan Paristiwe
Penting memedukan bukti yang sah untuk dilskukan pengadministrasian dan
pencatatan sesuai dengan kelentuan undang-undang.

Kapendudukan sshenamya merupakan besis utama dan penting darl segals
persoalan pembangunan. Mampir semua kegiatan pembangunan. balk yang bersifat
publk maupun lintas sekior, terarah dan terkalt dengan panduduk, stau dengan kala
tain penduduk harus menjadi subjek sekaligus objek pembangunan. Kemudanhan bagl
panduduk untuk mempercleh akses pelayanan bidang kependudukan dan pencetatan
sipll merupakan salsh satu indikator keberhaslian pemarintan dalam memberikan
perlindungan hukum kepada werganya sera untuk mewajuckan pangeiolaan
pemarintahan yang bersin, efekif dan tepercaya.

Dalam mewujudkan pamedintahan yang barsih, efektif dan terpascaya sarta tate
kelola pemerintahan yang balk, Direkiorat Janderal Kepandudukan dan Pencetaian

 Republik Indonesia, Undarg - undang Momor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang — Undang
Womor 23 Tahun 2006 t=ntang Administras! Kependudukan, Passl 1, Ayat 1

! Republik Indonesia, Undasg - undang Nomar 24 Tahun 2013 tentang Perubanan Atas Undang = Unaang
Wemar 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kegendudukan, Pasal 1, Ayat 15
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Sipil menyusun Buku Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipdl sebagai pedoman
dalam melaksanakan pelayanan pencatatan sipil. Melalui Undang-Undang Namar 23
Tahun 2008 tentang Adminiatrasi Kependudukan, Undang-Undang Momor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan Afas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, Peraiuran Pemerintah Momaor 40 Tahun 2019 tentang
Pelakzanaan Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2008 tentang Administras
Kapendudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Momor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Momor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kepandudukan, Peraluran Presiden Momor 86 Tahun 2018 tentang
Parsyaratan dan Tata Cara PondaRaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan
Menteri Dalam MNegern Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Momor 96 Tehun 20128 tentang Persyvaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipll sera Peraturan Menten Dalam Neger
Momor 102 Tahun 2019 teptang Formulir dam Buku yang digunakan dakam
Adminigirasi Kependudukan sera Sural Edaran Direktur Jenderal Kependudukan
Momor 470V132870ukcapl tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan,
Persyaratan dan Penjelasan Pendaitaran Penduduk dan Pencatatan Sioll yang
menjadi pedoman dalam pamusunan Buku Juknls Pelayanan Pancatatan Sipil ini
Titk kritis dalam penyusunan buku pefunjuk teknis i adatah bagaimana mendorong
terbangurnya kesarasian terkailt proses dan pelaksanean pelayanan pencatatan sipil
sehingga terural secara jelas dan proses pendaflaran hingga hasil pelayanan
pencataian sipll vang didapatkan oleh masyarakal. Oleh sebab itu diperdukan buku
patunjuk teknis inl sebagal padoman pelaksanaan lerkail pencatatan sipil.

. Tujuan dan Sasaran
Adapun lujuan dan sasaran penyusunan buky petunjuk feknis pelayanan
pencatatan sipil adalah sebagai barkul:
1. Tujuan
Tujuan dar panyusunan petunjuk teknis pelayanan pencatatan sipil adalah:
a. Sebagal panduan agar tercapai kesamaan pengerian dan lindakan dalam
medaksanakan palayanan pancatatan sipil:
b. Memberikan pedoman pelaisanaan datam hal pengawasan dan pemariksaan
terhadap proses pelavanan pencatatan sipil
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2. Sasaran

Sazaran dar penyusunan petunjuk teknis pelayanan pencatatan sipil ni adalah:

&, Meningkatnya kualites, efisiensi dan efekivitas pelaksanaan lugas dan
tanggungiavwak dalam pelayanan pancalatan sipd;

b. Memberikan standar yang sama dan terukur bagl petugas dl Dinas Dukcapil
Kebupaten'ota, UPT Dinas Dukcapll Kabupaten/kota dan petugas pada
kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negen dalam pelayanan
pencataian sl

C. Dasar Penyusunan Petunjuk Teknis

Penyusunan Buku Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatalan Sipil berpedoman
pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminisirasi Kependudukan,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
sehagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Momor 24 Tahun 2013 tentang
Parubahan Atas Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2006 tentang Administras)
kepandudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2018 tantang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Mormor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Momor 23 Tahun 2006 teniang Administrasi
Kependudukan, Peraturan Presiden MNomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Peraturan Menter Dalam
Meger Momor 108 Tahun 2019 eniang Peraturan Pelaksanaan Peraturan presiden
Mamor 98 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendafizran Penduduk
dan Pancatatan Sipil serta Peraturan Menterl Dalam Megen Nomor 102 Tahun 2018
tentang Fomulir dam Buku vang Digunakan Dalam Adminisiras Kependudukan

. Metode Penyusunan

Metode penyusunan petunjuk feknis ini menggurakan pendekatan yuridis vang
berbasis kepada Undang-Undang Momor 23 Tahun 2006 tentang Adminisirasi
Kepandudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana (elah diubab dengan Undang-Undang Nomor 24 tabun
2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Momer 23 Tahun 2006 tentang
fdrminiztrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintab Momor 40 Tabun 2018 tantang
Pelakzanaan Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2006 teatang Administras)
Kepandudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomar 24 tabun
2013 tentang FPerubshan Aftas Undang-Undang Momor 23 Tabun 2008 tentang
Bdministrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Momor 96 Tahun 2018 tenfang
Parsyaratan dan Tata Cara Pandaftaran Penduduk dan Pencataian Sipil, Peraturan
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Menteri Dalam Megeri Momor 108 Tahun 2019 lentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan presiden Momor 98 Tahun 2018 Tentang Persyarstan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipll serta Paraturan Menteri Datam Negeri
Momor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Ckalam
Administrasi Kependudukan, kemudian diuraikan dalam sebuah bisnis proses untuk
safiap peristiwa penting dalam pelayanan pencatatan sipil

. Pemantauan dan Evaluasi Penerapan

Pelaksanaan penerapan petunjuk teknis yang telah ditetapkan, hendakiah
dipantau proses penerapannya, guna mengetahui apakah petunjuk teknis lersebut
dapat diaksanakan cieh para pelaksana sesuai prosedur. Masukan-masukan hasil
pemantauan darl setiap petunjuk  teknis merupakan bahan evaluasi uriuk
penyampurmaan atau revisi terhadap petunjuk teknis, Revisi patunjuk teknis dimaksud
adalah melakukan penyvempurnaan sesuai kebutuhan dan kondisi aktual dalam
pelaksanaan petunjuik teknis ini.
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BAB II
SEJARAH PENCATATAN SIPIL

A Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Pencatatan sipil adalah pencatatan terhadap peristiwa penting yang dialami oien
gaseorang dalam buku register pencatatan sipll vang dilakukan oleh Negara. Peristiea
penting yang harus dicatal adalah penstwa yang distami oleh penduduk yang
membawa akibat terjadinya perubahan hak-hak keperdatasn maupun lahirnya hak-
hak keperdataan atau hapusnya hak-hak keperdataan, sehingga yang dicatal adaiah
sefiap peristiwa yang dialami seseorang dengan tujuan peristwa itu dapat diketzhi
dangan jalas.

Dalam dokumen Burgerdike Stand (BS) pada arsip nasional menunjukkan bahwa
pencatatan sipll di Hindia Belanda sudah ada sejak tahun 1623 dan {erakhir tahun
18648, Berasal dari deerah Batavia, Java, SBemarang, Pasuruan, Surabaya, Makassar,
Ternate, Amboina, Meester Comaelis, Bankulen, Banjarmasin, Selebes, Gorontalo,
bdenada dan Timor. Terdiri dard dokumean: rouvwbdoven (surat nikashfawn), Geboors
{(kelahiran) dan nafuratizatie (naturalisasi) yang bersumber dan catatan-catatan Gersja
(Kerk)

Lembaga pencatatan sipil di negerl Belanda sebenarnya berasal dari Pesancis,
lambaga ini tekah ada sefak revolusi perancis. Catatan sipll di Perancs pada wakiu itu
disslenggarakan odeh pendeta yang dalam hal ini sebalum abad ke 18 dimana telah
menyediakan daftar untuk perkawinan, kelahiran, kematian dan lainnya.

Pencatatan sipll di Perancls diberiskukan di Belanda dan wilayah penjajahan
Betanda, termasuk Hindia Belanda, Di Balavia (Jakarta sekarang) catatan sipd telah
ada sejak 1820, meskipun secara ge jure tahun 1850 yang disesuaikan dengan
kedudukan Kota Jekarta itu sendin. Mamun dalam pelaksanaannya  hanya
diperuntukkan kepada keperiuan beberapa penduduk saja.

Pemberakuan catatan sipil oleh pemerintzh Belanda tersebul sesuai dengan
noltik higkum pemerintah dan pengpolongan panduduk di Hindia Belanda sesual
dengan Pasal 131 Jo Pzsal 163 Indische Slealsrageling. Menurul ketentuan tersebul
penduduk di Hindia Belanda dibagi dalam 3 {figa) golongan penduduk, dengan
pemberiakukan hukum yang berbeda pada masing-masing golongan,

Eebegs akibat dar politk dar pemerintan Hindia Belanda maka aturan Catalan
Sipil di Indonesia yang berlaku bagl penduduk tidak seragam aturan hukumenya yaitu

1. Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketipa Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata { Burgeriik Wethoek voor indonesis, Staatsblad 1847.23).
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2. Paraturan pencatatan sipll untuk Golongan Eropa (Regiement op het Stand voor
Eurnpeansn, Staatshisg 1849:25 sebagaimana telah diubah terakhir demgan
Staatsblad 1246:136)

3. Pesaturan pencalatan sipil untuk Golongan Cina (Bepalfigen woor Geheel
ndonese Belrellende hel Burgedifken Handelsrechi wan de Chinerean,
Staatshizd 1917:128 jo. Staatshizd 1939:288 sebagaimana diubah terakhir
dengan Stasisblad 1846:135)

4. Peraturan pencatatan sipil untuk Golongan Indonesia (Reglement op fat
Houdan van de Registers van den Burgerlitken Sland voor Eenige Groepen v.d
ntel fof de Onderhornger van een Zelfbestuly, beforendes Ind. Bevolling van
Java en Madura, Slaalsbiad 1920:751 jo. Staalshlad 1927.584),

5. Peraturan pencatatan sipl unfuk Golongan Kristen Indonesia (Huwelks
ordonnante woor Chistenen [ndonesiers Java, Minahasas en AmDoyna.
Sizatsidad 1933:74 jo Siaatshad 1936607 sebagaimana disbah terakhic
dengan Staatsbiadg 1933268),

B. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tantang Perubahan atau Penambahan
Mama Keluamga (Lembaran MNegara Tahun 1961 Momoe 16, Tambakhan
Lembaran Negara Nomaor 2154).

Berdasarkan ketenfuan di atas pemerintah  Hindia Belanda  belum
memparnatikan secara safu:s mangenal pencalatan sipl bagl orBng-orang yang
beragama Islam. Ketentuan pencatatan sipil bagl orang-orang beragama islam barnu
diberlakukan satelah Indonesia Merdeka yaitu meakd Undang-Undang Nomor 32
Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk bagiWNI yang beragama |slam.

. Masa Pasca Kemerdekaan Sampai dengan Diterbitkannya Undang-Undang
Nomaor 23 Tahun 2006

Setatah Indonesia merdeka, pencatatan sipd masih dikuasai alau dilsksanakan
oleh Pemerintah Hindia Belanda atas nama sekutu dengan mendasar kepada
staatshlad tabun 1945 nomor 14, Staatzhisd 1047 nomor 37, Staasbiad 1947 nomor
1684, Burgedifke Stand (BS) kemudian diubah menjadi Catatan sipll pada tahun 1950,
Zeieiah berdirinya Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan penyelenggaraan
administrasi kependudukan didasarkan pada Peraturan Menler Dakam Megeri Nomor
28 Tahun 2005, sampai dengan diundangkannaya Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006,
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C. Masa Saat Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Sampal Dengan

Megara Kesatuan Republik Indonesia bardasarkan Pancasila dan LUD 1845
mampuryal kewsjiban untuk memberikan perndungan dan péngakuan terhadap
poneniuan status pribadi dan states hukum setiap peristiwa kependudukan dan
perstiwa penting yang diaiami oleh panduduk balk yang berada di dalam dan ataw di
luar wilayah Indonesia.

Berbagsi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PEB) dengan tegas menjamin
hak sefiap penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melaiul
perk@winan yang sah, mampercieh slatus kewarganegaraan hdenjzmin kababasan
memeluk agama dan memilih lempat tinggal, meninggalkannya dan berhak kermbali,

Dalam pamenuhan hak penduduk terutama di bidang pencatatan sipll masin
ditemukan penggolongan penduduk yang didasarkan kepada perlakuan diskriminatif
yang membeda-bedakan suku keturunan dan agama. Karena barbagai peraturan
produk belanda yang fidak sesual dengan Pancasila dan UUD 1845. Kondist tersebul
mengakibatkan pengadministrasian  kependudukan mengaiami kendala  yang
mendasar sehab sumber data kependudukan balum terkoordinasi dan terntegras
serta ferpatasnya cakupan pelaporan yang belm tenwujud dalam sistem administras
wependudukan yang utuh dan optimal. Kondisi tersebut dikamenakan pemerintah lidak
memiliki glstemn database yang menunjang petayanan adminisiras! kependudukan

Memperhatikan kondisi tersabut diatas pemerintah kemudian membeniuk sualu
administrasi kepandudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi, informasi ¢an
komunikasi untuk memenuhi tuntulan masyarakal atas pelayanan kependudukan
yang optimal. Pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administ. .ai kependudukan yang disahkan tanggal 28 Desember 2006
diuncangkan tanggal 2% Desamber 2006 serta dimuat dalam Lembaran Negara Tahun
2006 MNomor 124, serts perjelasan dimuat dalam Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia WNomor 4674, Dengan disahkannya Lindang-Undarng  imi,
merupakan suaty momentum babak baru pengaturan Administrasi Kependudukan
yarg bersifal nondiskriminatif,

Undang-Undang Momar 23 Tahun 2006 mencabut berbagai kelentuan yang
mengatur Adminisirasi Kependudukan yaitu:

1. Buku kesalu Bab Kedus Bagian Kedua dan Ketiga Kilab Undang-Undang

Hukum Pardata { Burgerfik Wathoek voor indonesia, Staalshiad 1847.23).

2. Peraturan pencatatan sipil untuk Gelongan Eropa (Reglerment op het Houdent

der Regisiers van den Burgerlfkan Stand voor Europeanen, Stagisblad 1843 25

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Siaatshizd 1946: 1361).
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4. Peraluran Pencatatan Sipd untuk golongan Cina (Bepalfingan voor Gehesl
indomesia Befreffends hel bungerfiken heandsisreche van de chinszean
Slaalsblad 1917129 jo Slasisblad 1938-288 sebagaimana dubah terakhir
dengan Staalsbiag 1946-138).

Dengan diundangkannya Undang-Undamg Nomor 23 Tahun 2006 taniang
Adminisirasi Kependudukan maka berdakulah ketentuan hukum positil adminduk yvang
merupakan kandasan hukum Dagi pelayanan adminisirasi kependudukan. Undang-
Undarng Mamor 23 Tahun 2006 kemudian dubah dengan Undang-Undang Momor 24
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Momar 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi  Kependudukan, Undang-undang administrasi  kependudukan  ini
melahirkan beberapa peraluran pelaksanaan yang menipakan penjabaran pasal-
pasal dari undang-undang tersebut, Merujuk pula kepada undarg-undang tersebut,
penyelenggaraan pencatatan sipil ditujukan bagi seluruh penducuk, baik Wargs
Negara Indonasis maupun Orang Asing. Selain ity penyalenggaraan pencatatan sipil
di Indonesia juga melayani bagi Drang Asing yang bukan penduduk, s2suai asas

uniersal dan pencatatan sipil.

Universalitas Pencatatan Sipil

Pembangunan sistem pencatatan sipil telash menjadi perhalian dunia
internasional. Hal ini dapal dilihat dari adanya program  internasional unbuk
meampercepal parbakan sistem pencalatan sipil dan sistem statislik vital yang
dizahkan cleh Komisi Statistih Persarkastan Bangss-Bangsa pada tabun 1889 dan
1984, Program ini dirancang oleh 4 (empat) badan dalam lingkungan Parsarkatan
Bangsa-Bangsa (PEB), vyakni Diwvisi Sietstik  (Unifsd Nabions Siefisfics
OfvigtonfUNSD), Dama PBB wuniuk Kependudukan (Uniled Nafions Popufation
FundiLINEFA), Orgamsasi Resehatan Dunla {Weord Health OnganizationiWWHO) ¢an
Ingtitut Internasional Pencatatan Sipil dan Statistik Vital (Intermalional Institute for Vital
Registration and Statistic).

Tujuan program  Internasional inl untuk mempercepat perbaikan sistern
pencatatan sipll dan sistem statistik vital guna mendorong negara-negara berkembang
melaksanakan program reformasi Jangka parjang urduk meningkatkan  sistem
pencatatan sipll dan statstk wital di negara masing-masing. PBE memberikan
parhalian yang sedemikian besar terhadap perbaikan sistem pencatatan  sipil,
dikarenakan perbaikan pada sistem ini akan menjadi landasan sistemn hukum untuk
menegakkan hak asas manusia Wwarga negara, larutama hak-hak sipil,

Salah satu output Program Imtermasional tersebut yaitu diterbitcannyva Buku
Panduan tentang Sistem Pencatatan Sipil dan Statistik Vital (Uinited Nation Hamdbook
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On Civl Registration and Vital Statistic Sysfems) yang dsusun atas hasi beberapa
okakarya yang diselenggarakan di berbagal kawasan dunia selama kurun weaktu
sekitar 5 (lima) tahun (1981-1995), yaitu di Bueros Aires (1991), Damaskus (1833),
Bedjing (1993}, Adde Ababa (1994) dan Rabat {1995).

Dalarn perkembangannya Buku Fanduan tentang Sistem Pencatatan Sipl @an
Statistik Vital tersebut menjad pedoman bagi negara-negara anggota Perserikalan
Bangsa-Bangsa dalam membangun dan mengembangkan Sistem Pencatatan Sipll
vang disasuakan dengan karakieristik masing-masing nagara.

1. Dasar Hukum
Sebagal sistem yang bersifat universal, pencatatan sipll dilaksanakan oleh
negara-negara anggota BB secara lintas negara berdasakan Kaidah Universal.

Diasar hukum universal penyelenggaraan pencatatan sipil, antara lain:

a Dexlarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948
Pasal 25 ayat (2], bahwa semua anak, baik yang kahir di dalam maupun di lear
perkawinan harus mendapat perlindungan gos@El yang sama.

b. Kowenan Intemasional tentang Hak-Hak Sipll dan Politik Tahun 1986, Pasal
24 yang lelah dirstifikasi dengan Undang-Urdang Momor 12 2008, diatur
bahwa;

1} Setiap anak harus didafiarkan segera setelah ketahirannya dan harus
mempercieh sebuah nama.
2) Setiap anak berhzk memperolen sualu kewarganegaraan,

o, Korvensi HAK Anak (KHA) Tehen 1985

Berisi 54 Pasal yang melindungi 31 (tiga puluh satu) hak anak, termasuk:
3) Hak untuk mendapatkan nama.
4) Hak untuk mendapatkan identitas.
5) Hak urtuk mendapatkan kewarganegaraan.

d. Korvensi tentang 1zin Perkawinan, Usia Minimum Perkawinan dan Pencatatan
Perkawmnan, 1962,

& Konvensi Internasional fentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
FRasial, 1965,

i, Dekiarasi tentang Penghapusan Diskriminasi lerhadap Perempuan, 1979

A\
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2. United Nations Handbook on Civil Registration and Vital Statfstic Systam.
Dienghkapi dengan 5 (lima) buah buku yai :

a. Pengelolaan, operasionzlisasi dan pemealiharaan

b. Panyiapan kerangka hukum,

C. Bomunigask, Blormas dan adukasi.

d. Kompularisasi.

g, Mebijakan dan protokol pengeluaran catatan pribadi dan pencatatannya
dalam arsip.

. Prinsip Dasar Pancatatan Sipll Secara Universal

Univarsaitas Sistern Pencatatan Sipil peru ditekankan sajek awal dalam
paembangunan sisiem pencatatan sipd di Indonaesia, agar proses dan cutputnya
diakul olah negara-negara. lain, Pencalatan atas perstiva penting vang dialami
penduduk, diselenggarakan cleh seluruh negara di dunla, oleh karena il dsebul
uriversal. Dalam bentuk yang sederhana, universaltas pencatatan sipd
divwujuedkan dengan berfakunya akia catatan sipll yang diterbitkan cleh sebiah
negara i negara (akm,

Dalam pengedian yang lebih komprehensif, universalitas pencatatan sipil
dapal diihal dar 3 (lima) aspek, yailu kaidah, asas, fungsi, norma dan metode,
sebagaimana diuraikan di bawsah ini;

&, Kaidah

Penyelenggaraan pencalatan  sipil  didasarkan pada  kaidah
Internasicnal di bdang hak asasi manusia. Kaidah utama islah Deklarasi
Universal tentang Hak Asasi Manusia yang dinyatakan pada tahun 1848
(DUHAM 1948}, DUHAM 1248 marupakan induk instrumen internasional di
bidang hak asasi manusia yang menurenkan dua kovenan yakni Kovenan
Intermasional tentang Hak Sigll dan Poliik dan Koveran Intemasional tentang
Hak Ekonoml, Sosial dan Budaya

Dalam DUHAM 1248 kaldah tersebul diatlur dalam Fasal 25 ayat (2)
bahwa zemua anak, balk vang dilahirkan didalam maupun diuar parkawinan,

harus mendapat perdindungan sosial yang sama. Kaidah serupa juga diatur
dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, terutama Pasal
24 wang menyatskan bahwa setiap anak harus didaftarkan segera setelah
Kedahirannya dan hafes mamperolah sebush nama dan berhak atas suatu
kewarganagaraan,

Kedua kovenan tersebut ditindaklanjuti dengan Konvensi teniang Hak
Anak pada tahun 1965, Jika DUHAM 1248 dan Kovenan Intemasianal tentang




Hak Sipil dan Poliik hanya mengatur noma pokok dan hak asasi manusa,
rraka Konvensi Hak Anak mangikat seliap negara yang telah meratifikasinga,

disertai dengan sejumlah sanksl bagl petanggaran terhadapnya.

Konvensi Hak Anak berisi 54 (ima puluh empat) pasal yang malindung
31 (tiga puluh saw) hak anak, terutama hak untuk mendapatkan nama, hak
untuk mendapatkan identitas dan hak untuk mendapal kewarganegaraan,
Dalam konteks pencatatan sipil, pemenuban hak-hak ini didaksanakan dalam
bentuk pencatatan kelahiean,

Selgin instrumen infernasional bidang hak asasi manusia vang ferkai
dangan pencatatan sipl tersebut, terdapat pufa Buku Panduan tentang Sistem
Pencatatan Sipll dan Sistern Statisti Vital [Uniled Malion Handbook O Civl
Registration And Vital Statisfic Systems) yang diterbitkan oleh PBE pada tahun
1998 yang memberikan rekomendasi komprehensif bag perbakan sistem
pencalatan slpd di negara negara berkambang

b Asas

Penyelenggarean pancatatan spil dilaksanskan berdasarkan asas

uriversal, permanen, wajib dan lefus menenua, yvaitu:

17 Univarsa
Asas universal berarti pencatatan sipd harus  diselengparakan  atau
menjangkau seluruh wiayah kedaulatan negara dan semua penduduk bagi
samua paristiwa penting.

2| Pemmanen
Asas permanen berarti pelaksanaan pencatatan sipd harus diselenggarakan
dengan sebuah sisiem yang permanen. Institusi yang menyelanggarakan
pencatatan sipll harus bersifal permaren unluk menjamin kontinuitas
pelayanan

3) Wajib
Azas wajib berari pemerintah wajib menyelenggaraken pencatatan
porsiwa penting dan penduduk atas perntah hukum wajib melaporkan
setiap penstiwa perting pada jangka wakiu terentu

4] Tems-mensrus

Asas terus menerus atau berkelanjutan berarti pencatatan sipll harus
dilakukan tanpa jeda wakty sejak sistem diberlakukan. Darl operasional
sistem yang berkelanjutan ini akan dihasilkan dala paristiwa penting yang
lengkap, akurat dan mutakhir.
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c. Fungsi

Perserikalan Bangsa-Bangsa merekomendaskan 3 (tiga) fungsi
pencaiatan siplf dalam setiap penyelenggaraannya, yastu:
1} Fungel Hukuwm
Fencetatan sipl membedkan kapastan hukum alas staius kKepsroatazn
seseorang dan perubahannya melalui akia catatan sipil yang diterbitkannya
2) Fungsl Statistik
Pencstatan sipl merupakan sumbes data terbaru berkaitan dengan
peristiva penting yang dialami sesecrang. Data peristiwa penting akan
berguna untuk manyusun dala statistik negara yang dapat menggambarkan
demografi, kecenderungan penduduk dan karakteristiknya seria tren arah
perubahan sosial yang terjadi,
3} Fungsl Kerjazama
Pencatatan sipil secara timbal balik menyediakan data bagi lembaga yang
memeriukan untuk kepentingan pelayanan pubdk.

d. Morma
Merma datam penyelenggaraan pencatatan sipil mesputi 5 (lima) bagian

besar yakni:

1) Pengedolaan, operasionalisasi dan pameliharaan,

2) Penyiapan kerangka hukum;

3) Komunikasi, informasi dan edukasi

4} Komputerisasi;

5) Pengarsipan dokumen dan lala caras pengebaran data individu, Disamping
itu PBE juga mengembangkan Pedoman tentang Pringip Dasar dan
Rekomendasi untuk Sistem Statistic Vital.

e. Matode

Berdasarkan rekomendasi darl PBB bahwa metode yang digunakan

dalam pencatstan sipil adalsh metode registrasl, Metode regetras! inl meliput

proses yang tardin darl:

1) Pelaporan yang berisi pengakuan diengkapl dengan bukti-bukti.

2} Proses verifikasi pengakuan dan validas buktl dokumen

3) Proses pencatatan (hal inl termuat dalam register dan kutipan pencatatan

slpil)
4) Pencetakan dokumen pencatatan sipd

8
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BAB Il
JENIS PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

A. Pancatatan Kelahiran

Definisi anak merupskan sesecrang yang belum besusia 18 (delspan belas)
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak mempunyai hak yang wajib
dijamin, dilindungi dan dipenuhi cleh orang tua, kelusrga, masyarakat, pemerintah dan
negara. Berkailan dengan peranan negara mengembangkan kewsjiban  yaitu
melindungi (fo protect), memenuhi {fo fulfll) dan menghommati (fo respect) hak-hak
anak. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Memeor 23 Tahun 200 tentang
Administrasi Kependudukan yang ‘elah divbah dengan Undang-Undang Momor 24
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, yang mengamanatkan bahwa Megara pada hakehkatnya
berkewsajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan
status pribadi dan status hukum seliap peristiwa kependudukan dan peristiwa panting
yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam danvatau di liar wilayah Negara
Kesatuan Republik indonesh |

Perlindungan dan pengakuan negara terhadap penentuan status pribadi dan
status hukum salah satunya melalui pencalatan peristiwa kelahiran memberikan
pengakuan hukem darl negara terhadap identtas, silsiiah dan kewarganegaraan
saseorany. yang diwujudkan melatui dokumen pencatatan kelshiran yaitu akta
kelabiran, Dikar=nakan merupakan pangakuan negara, maka pencatatan kelahiran
ditaksanakan berdasarkan hukum positif ketentuan perandang-undangan, penetapan'
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan kebijakan nasional
Selain ity manfast ain dari kepemilikan akta kelahiran meliputi sebagai bahan rujukan
penetapan identitas dalam dokumen lain, misainya ljazzh, dokumen persyaratan unisk
masuk sekolah TH sampai pergurcan tinggi, melamar pakerjaan, termasuk menjadi
anggota TNI den POLRI, pembuatan KTFP-gl, Kartu Kelarga dan NIK, pembuatan
SIM, pembuatan paspor, pengurusan lunjangan keluarga, pengurusan warisan,
pengurusan beasiswa, penguiusan pensiun bagl pegawal, melaksanakan pencatatan
perkawinan, melaksanakan Ilbadah haji, pengurusan pengakuan anak dan
pengesahan anak, pengurusan pengangkatan snak'adops| dan manfaat lsinnya.
Adapun pencatatan kelahiran meliputi pencatatan ketahran di Wilsyah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
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1. Dasar Hukum Pancatatan Kelahiran

a. Pencatatan Kelahiran di Indonesia

1)

2)

3)

4)

5)

Pasal 2T ayat (1) dan (2) dan Pasal 28 ayal (1) dan ayat (2} Undang-Undang
Naomar 23 Tahun 2006.

Ketarsngarr Pasal 27 ayat (1) telah diubah dalam Undang-Lindang Nomar
24 Tahun 2013,

Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang Momaor 24 Tabun 2013

Keterangan: Pengaluran dalam Pasal 27 ayat (1) merupakan Perubahan
dari U Nomar 23 Tahun 2006,

Pasal 33 ayat (1), (2), (3). (4) dan ayat (5) dan Pasal 34, Pasal 35 ayat (1)
dan (2) Peraturan Presiden Nomar 28 Tahun 2016.

Pasal 42, Pasal 43 ayatl (1), {2}, {3), {4) dan ayal (3], Pasal 44 ayat {1) dan
(2} dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2018
Pasal 4 ayat (1), (2) dan ayat {3), Pasal § ayat (1) dan ayat (£), Fasal & ayat
(1}, (2) dan ayat (3) dan Pasal 7 ayat (2) Permendagn Nomor 102 Tahun
2019,

b. Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah Republik Indonesia

1

2
3)

Pasal 29 ayal (1), {2), {3} dan ayat (4] Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006,

Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2} Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2013,
Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 47 ayat (1) den ayat (2}, Pasal 43 ayal
(1), {2) dan ayat (3) Permandagri Nomor 108 Tahun 2019,

c. Pencatatan Kelahiran di Atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

1)

Z)

Pasal 30 ayal (1), (2}, (3}, (4], {8) dan ayat (6), Pasal 31, Pasal 32 ayat (1},
2} dan {3} dan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Momor 23
Tahan 2006,

Keterangan: Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) telah diubah sedangkan ayat (2]
lelah dihapus datam Undang-Undang Nomor 24 Thn 2013

Fasal 32 Ayat (1), (2) dan ayat (3}, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
Keferangam, Pengaiuran dalem Fasal 32 ayat (1) dan ayat (2) merupakan
Pemubahan dari Undang-Undang Momaor 23 Tabhun 20086,
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2. Pencatatan Kelahiran di Wilayah NKRI
Proses pencatatan kelahiran di dalam wilayah NKRI dilaporkan kepada
Disdukcapll Kabupaten®ota atau UPT Disdukcapl Kabupaten/Hota termpal
panduduk berdomisili yaltu dimana panduduk terdaftar atau akan didaftarkan
sebagal anggota keluarga pada Kartu Keluarga, dengan rincian sebagai barikut:

a. Pencataian Kelahiran Penduduk WNF
1) Persyaratan Pencatatan Kelahiran Penduduk YWHI
Pencatatan kelahiran penduduk WHI dakam wilayah NKRI ditakukan
dengan mamenuhi persyaratan berupa:

a) Fotokopi  surmat  keterangan kelahiran  waitu dar  rumah
sakipuskesmas/Tasililas kesehatan/dokter’bidan atau sural
keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laubkaptan pesanwal terbang
atau dari kepala desallursh jika lahir di rumahftempat lain, antara lain
kebun, sawah, angkutan umum dan lain sebagainya;

b) Fotokepl buku nikah/kutipan akta perkawiran/bukl lain yang sah,

¢) Fotokopi Kartu Heluarga dimana pendudik terdaftar alau akan
didaftarkan sebagal anggota keluarga;

dj Berita acara darl kepolisian bagl anak yang tdak diketahw asal
usulnya'keberadzan oran] Wanys

&) Penduduk dapat membuat SPT.M kebenaran data kelahiran dengan
mengisi formulir dengan kode F-2.03 dan 2 (dua) crang saksi, jikia tidak
memanuhi persyaratan sebagaimana hungf &) dan  dalam
penggunaannya fidak pedu memakai maleral karena farmatnya telah
diatur da-m peraturan perundang-undangan

fi Panduduk dapat membuat SPTJM kebenaran sebagal pasangan suami
istri dengan meangisi formulir kode F-2.04 dan 2 (dua) orang saksi, jika
tidak memenuhi persyaratan sebagalmana hurul b) dan dslam
penggunaannya tidak perlu memakal materal karena formatnya telsn
diatur dalam peraturan perundang-undangan;

2} Tata Cara Pencatatan Kelahiran Penduduk WHI
Pencatatan  kelahiran pendudiuk WHNI  dilakukan Disdukeapil
Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapll Kabupaten'Keta tempat penduduk
berdamisili, yaitu \empat penduduk terdafiar stau akan didaftakan sabagai

! apublik Indonesia, Peraturan Presiden Momar 36 Tahun J018 tentang Persyaratan can Tata Cara
Pendafiaran penduduk dan Pancatatan Sipil Bab |, Pasal 33

A £, -~ . I
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anggata kelearga pada Kartu Keluarga (KK). Pencatalan kelahiran
penduduk WHNI, dapat dlakukan mealalui tata cara sabagal berkut:
a) Disdukeapil Kabupaten®ota atau UPT Digdukeapl Kabupatan/Mota,

(1) Pemohon mengist dan menandatangani formulir palaporan F-2.01
dengan menyerahkan parsyaratan:

(2} Pelugas pelayanan melakvkan verifikasi dan validasi lerhadap
farmulic pelaporan dan persyaratan;

Catatan:

Untuk pelayanan secara offfirefatap muka, persyaratan surat
keterangan kelahiran yang disarshkan berupa foiokopl bukan ass
{asli hanya diperiihatkan], dinas tidak menarik surat keterangan
kelahiran asli, uniuk pelayanan onlineldaring persyaratan yang di
scan'dl foto unluk diunggah harus aslinya, WHNI melampirkan
fotokaopl Karu Kelearga untuk verifikasi data yang tercantum dalam
formuilir F-2.01, WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-al saksi,
karana idantitas saksi sudah tercantum dalam formulic F-2.01,

{3) Petugas pada Disdukcapd Kabupatenfota atau UPT Disdukcapi
Kabupatan/Kota metakukan perekaman data dalam basis data
kependudukan;

(4) Pejabat pencalatan sipil pada Disdukcapll Kabupaten/ota alau
UPT Désdukcapll Kabupaten/Kota mencatal dalam register akta
kelahiran dan menarbitkan kutipan akia kelahiran:

(5) Kutipan akta kelahiran disampaikan kepada pamohon,

b} Melalui Petugas Registrasi Desa/Kalurahan.

(1) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.01
sefta menyerahkan parsyaratan;

(2) Patugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap
farmulir palaporan dan persyaratan;

(3} Petugas registrasi meneruskan formulir pelaporan dan parsyaratan
yang ftelah dilakukan verifikasi dan validas| kepada petugas
Disdukcapil  KabupatenMota  atsu  UPT  Disdukeapil
KabupatenMola untuk diterbitkan kutipan akta kelahiran:

{4) Petugss pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukeapil
Kabupaten/Kota melakukan wverfikasi dan validasi terhadap
formulir pelaporan dan persyaratan;
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{5) Petugas pada Disdukeapil Kabupaten/Kota atau LUPT Disdukecapil
Kabupaten/ota melakukan perakaman data dalam Dasis caia
kapandudukan;

{8) Pejabat Pencatatan Sipll pada Disdukcapi Kabupaten/Hota atau
UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta
kedahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran: dan

{Th Kuiipan akta kelahiran disampaikan kepada Pemaohaon,

b. Pencatatan Kelahiran WNI Bukan Penduduk®
1) Persyaratan Pencatatan Kelahiran WHI Bukan Penduduk
Pencalatan kelahiran WHNI bukan Penduduk yang sedang

berkunjung ke Indonesia diakukan dengan memenuhi persyaratan:

a) Faotokopi surat keterangan kelahlram;

b) Folokopl buku nikah/kutipan akta perkawinan stau bukti nikah/
perkawinan lainnya, dan

£} Fotokopi dokumen perjalanan Republik Indonesia dan/atau dokumen
perfatanan orang Wa; atsu

d] Fotokopi sural keterangan pindah luar negeri,

2) Tata Cara Pencatatan Kelahiran WNI Bukan Pendudulk
Pencatatan kelahiran WHN| bukan penduduk yang sedang
berkunjung ke Indonesia dilakukan di Dinas Dukcapl Kabupatenoia
atau UPT Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota tempat tadadinya peristiwa
kelahiran, dengan tata cara sebagai berikut:

a) Pemohon mengisl dan menandatangani formuiir pelaporan F-2.01
serta menyerahkan persyaratan, tarmasuk untuk pelayanan secara
daring/onling.

b) Petugas pelayanan malakukan verifikasi dan validasi terhadap
fommulir pelaporan dan persyaratan,

&) Petugas pada Disdukcapll Kabupaten/Kota atau UPT Désdukeapil
Kabupaten/Kota melakukan perekaman dala ke dalam basis dala
kepandudukan;

d) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat
dalam register akia kelahiran dan menerbitkan kutipan akia kelahiran;

&) Kulipan akia kelahivan disampaikan kepada pernchon.

1 Repubik Indonesia, Persturan Presiden Momeor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran pendisduk dpn Pencatatan Sipdl Bab I, Pasal 32
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€. Pencatatan Kelahiran Bagl Orang Asing®

1)

Z)

Persyaratan Pencatatan Kelahiran Bagl Orang Asing
Pencatatan kelahiran bagl Drang Asing di wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesis dilakukan dengan memenuhi persyarsian berupa

&) Fotokopl sursl  keterangan  kelahiran yafu  dard rumah
sakitfpuskesmasfasiitas kesehatanidokter/bidan, surat keterangan
kelahiran dari nakhoda kapal lautkapien pesawal lerbang, alay dard
kzpala desafurah jika fahir di rumahfternpat lain, antara kin: kebun,
sxwah, anghkutan urmm,

b} Fotokopi buku nikah/kulipan akla perkawinan/buktl ain yang sah;

) Folokopi dokurmen perjaianan;

d} Fotokopi KTP-el orang tua afeu kertu izin tinggal tetap atou kartu izin
tinggal tevbatas atau visa |'Il.-|l'l|||.-|l'lgﬂ-l'l'.

2] Orang asing dapat membuat SPTJM kebenaran data kalzhiran dengan
mengisl F-2.03 dan 2 [dua)} orang saksi, jka tdak memenuhi
persyaratan sebagaimena huruf a) dan dalam penggunaannya tidak
peerly memakal makerai karena formatnya telah distur dabam peraturan
parundang-undangan;

I Orang asing dapal membual SPTJM kebenaran zebagal pasangan
suami istri dengan mergisi F-2.04 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak
memenuhl  persyaratan  sebagaimana heruf b)) dan  dalam
penggunaanmya fdak perly memakai materai kerena formatnya felah
diatur dalam peraturan pesundang-undangan,

Tata Cara Pencatatan Kelahiran Bagi Orang Asing

Fencatatan kelahiran bagi Orang Asing pemegang izin kunjungan
dilakukan di Dinas Dukcapil Kabupatenyiata tempat terjadinya peristiva
kedahiran, sedang bagl Orang Asing pemegang izin tinggal tetap dan orang
asing pemegang @n linggal iecbalas dilskukan di Dinas Dukcapil

Kabupaten'Kata tempat Orang Asing berdomisili, dengan tata cara sebagai

berilout:

a) Pemochonmengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.01 serla
menyerahkan persyaratan;

b} Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir
pelaparan dan parsyaratan;

* Eepublik Indanesa, Persturan Prasiden Nomor 96 Tahun 2008 tentang Persyacaten dan Tata Cara
Pamndaftaren penduduk den Pencatztan SHaoll, Bab ), Pasal 33
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c) Pelugas pada Disdukcapil Kabupaten®ota melakikan perekaman
data ke dalam basis data kependudukan;

d) Pejsbat pencatatan sipl pada Disdukcapil Kabupsten/ota mancatat
datam register akta ketahiran dan menarbitkan kutipan akta Kelahiran,
Catatan:

Pencatatan kelahiran bag orang asing yang tidak terdaftar sebagal
panduduk, akia ketahirennya ditarbitkan tanpa NiK.

i) Kutipan akta kelahiran disampakan kapada Pemohon

d. Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Kelahiran di Wilayah NKRI
Formulir yang digunakan dalam pancatatan kalahiran di Wilayah Negara
Kesatuan Republdk indonesa, terdin darl;
1) Formulir Palaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI, dengan kode
F-2.01,
2} Formulir kelengkapan pemenuhan persyaratan pencatatan kelahiran yang
fizxrdlind dark:
&) Surat keterangan pernyataan tanggung jawab muilak kebanaran
data kelahiran, dengan Kode F-2.03;
b) Surat keberangan pernyataan tanggung jawab mutiak kebenaran
sebagal pasangan suami isteri, dengan Kode F-2.04;
3% Formulir hasil pelayvanan pencatatan kelahiran, terdin dari;
@) Formudr register 2kia kelahiran, dengan kode F-2.14
b} Formuir kutipan akia kelahiran, dengan koda F-Z.20. Terdir dari 4
{empat) jenis farmulasl kalmat kutipan akta kelahiran, sebagai berikut:
{1} Formulas! kalimal kuiipan akta kelahiran anak yang dilahirkan
dalam atau sebagal akibal perkawinan yang sah, dicatat dakem
register akia kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan nama
crangtua anak dari Ayah dan lbu
{2} Formulasi kalimat kutipan akta kelahiran anak yang dilahirkan
dalam alauw sebagal akibal perkawinen yang sah namun belum
tercatat sesuai persturan perundang-undangan tetapi  status
hubungan dalam keluarga pada Kanu Keluarga menunjukkan
hubungan perkawinan sabagal suami isterl, (hal inl dapat dilihat
dalam Karu Keluarga orang statusnya sebagai kawin belum
tercatat dandatau di Karu Keluarga anak pada kolom 16 sudah
tercanturn nama ayahnya) dicatat daklam register akia kalahiran
dan kutipan akta kelahiran sebagai anak Avah dan Ibu dengan

—
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frasa yailu: yang perkawinannys belum tercatat sesuai dengan
ketentuan peraturan parundang-undangan.

(3] Formutas] kalimat kutipan akila kelshiran anak wang dilshirkan
dalam atau sebagai akibal perfkawinan yang belum lercalal sesuai
peraturan perundang-undangan tetapi status hubungan dalam
kelusrga pada Karly Keluarga tdak menunjukkan hubungan
perkawinan sebagal suami ister, dicatat dalam register akta
kelahiran dan kutipan akta kefahiran dengan nama anak das [bu.

(4} Formulasi kalimat kutipan akia kelahiran anak yang fidak diketshui
asal usulnya atau keberadaan orang fwanya. yang dsebut anak
yang tidak diketahui asal usulnya dicatat dalam register akta
kelahiran dan kulipan akta kelahiran tanpa nama orangtua.

3. Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah NKRI
Falahiran WHI di Luar Wilayah NER| dicatatkan pada instansi yang barwenang
di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia di Jas
negeri. Apabila negara setempat tdak menvelenggarakan pencatatan kelahiran bagi
orang asing, pencaiatan diakukan pads Perwakilan Republik Indonesia di hear
negeri ®,
a. Pelaporan Hasil Pencatatan Kelahiran WHNI yang Telah Dicatatkan di
Negara Sstempat
1) Parsyzratan Pelaporan Hasil Pencatatan Kelahiran
Kelahiran WHI yang telah dicatatkan pada Instanst yang berwenang di
negara satempat, dilaporkan paca Perwakilan Republk Indonesia di luar
negeri dengan memenuhi persyaratan berupa;
a) Folokopi Kulipan akta Kelahiran anak dar negara setempat;
by Fotokopi dokumen perjalanan Republik Indonesia orang tua
2} Tata Cara Pelaporan Hasll Pencatatan Kelahfran
Kelahiran WNI yang telah dicatatkan pada instansi yvang berwenang di
magara sstempat, dilsporkan pada Perwakilan Republik Indonesia dof luar
regeri dengan tata cara sebagai berikub
a8} Pemaohon mengsl dan menverabkan formulir pelaporan F-2.02 seria
menyerahkan persyaratan;

1 Republik indonesia, Peraturan Presiden Momes 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Fendaftaran penduduk dan Fencatatan Sipe, Bab i, Pasal 35
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b}

c)

d)

a)

Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia di luar neger melakukan
verifikasl dan valdasi terhadap formulir pelaporan dan parayaratan;
Catatan:

Untusk palayanan sscara offinefatap muka, persyaratan kutipan akta
kefshiran anak dar negara selempat yang diserahkan berupa fotokopi
hukan ashi (asli hanya diperihatkan), Perwakilan Republik Indonesia di
luar negeri tidak menarik kutipan akia kelahiran dari negara setempatl
asl, untuk pelavanan online/daring, persyaralan vang di scan/di foto
untuk diunggah harus aslinya, folokopi dokumen perjatanan Repubdik
Indonasia diperiukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formlic
F-2.02

Petugas pads Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang dapal
mengakses basis data kependudukan melskukan perokaman data
pelaporan ke datam basis data kependudukan;

Pejabat pencatgtan sipil pada Perwakilan Republic indonesia di luar
neger mencatat laporan dalam daftar pelaporan dan menerhitikan surat
bukti pelaporan;

Surat kelerangan palaporan dibarikcan kepada Pemchon,

b. Pencatatan Kelahiran WHNI di Luar Wilayah NKRI dalam Hal Megara

Betempat Tidak Menyelenggarakan Pencatatan Kelahiran Bagl Orang
Asing

1) Persyaratan Pencatatan Kelahiran WHI di Luar Wilayah NKRI

Kelzhiran WHI di luar wilayah Megara Kessluan Republik Indonesia

dalam hal negara setempal tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran
bagi orang asing, dicatatkan pada Perwakilan Republk Indonesia di luar

negeri dengan memanuhi parsyaratan benipa;

a)

i)
c}

Fotakopl keterangan kelahiran dar instansi yang berwenang di negara
setempat;

Fotokopl dokumien perjalanan repubii Indonesis orang tua; dan
Fotokopi buku nikahkutipan akia perkawinan atau bukti lain yang sah

2} Tata Cara Pencatatan Kelahiran WHI di Luar Wilayah NKRI

Kelahiran WHI & luar wilayah Negera Kesatuan Republik indonesia
dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran
baql orang asing. dicatatkan pada Parsskilan Republk Indonssia di luas
negeri dengan tata cara sebagai barkut:

rEnmsF?ELnunﬁﬂEngH[mﬁﬁ SAIL \\\\
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a) Pemohon mengisi dan menyerahkan formulie pelaparan F-2.02 serta
menyerahkan persyaratan sesual dengan kelentuan Peraturan Presiden
menganal persyaratan;

b) Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia di luar neger malakukan

verfikasd dan validasi terhadap formuli pelaporan dan parsyaraian,
Catatan:
Untuk pelayanan secara offfineftatap muka, persyaratan keterangan
Eelahiran dari inetanai yang baraanang dari negara satempat dan buku
nikah&utipan akta perkawinan yang diserahkan berupa fofokopi bukan
asli (asli hanya diperihatkan), Perwakilan Republik Inconesia di ba
neger dak menarik kelerangan ketahiran darl instansi yang berwenang
dar negara selempat ash, untuk pelayanan online/daring, parsyaratan
yang di scanidi foto untuk diunggah harue aslinya, fotokopi dokumen
pesiatanan Rl diperukan untuk verifikas data yang lefcantum dalam
formuar F-2.02

¢) Pelugas peda Perwakilan Republik Indonesia di luar neger yang dapal
mengakses basia data kependudukan melakukan perekaman data
pelaparan ke dalam basis data kependudukan;

d) Pejabat pencatatan sipil pada Perwakiian Republik indonesia di uar
negen mencalat dalam register akia kelahiran dan mensdoitan kutipan
akta kefahiran; dan

&) Kulipan akta kalahiran dizampalkan kepada Pemohon.

¢. Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah
HKRI

Kelahiran WHI vang telah dicatalkan pada instansi vang berwenang di
negara sefempal, dilepokan pada Perwakilan Republik Indoresia dengan
menggunakan formulir sebagai berikul:

1} Foarmulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Luar Wilayah NERI, dangan kode F
2.02.

2} Formulir hasil pelayanan pencalatan kelahiran WHNI di luar wilayah NERI
setelah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempal,
berupa surat keferangan peleporan pencatatan sipil di luar wilayah Negara
Kesaatuan Republik Indonasia, dengan kode F-2.26.




Pancatatan kelahiran WHNI pada Perwakiian Repubdk Indonesis di luar
negeri dalam hal negara setempal tldak menyeenggarakan pencatatan
kalahiran bagi orang asing menggunakan formulir sebagal bt fhout:

1) Formulir Pelaporan Pencatatan Sipll di Luar Wilayah MKERI, dengan kode F-
2.02.

2) Formulir hasil pelayanan pancatatan kalahiran WHI di luar wilayah MNegara
Kesatusn Republix Indonesia dalam hal negara setempat  ftidak
menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, berupa register
akta kalahiran dengan kode F-2.14 dan kutipan akta kelahiran dengan kode
F-2.20.
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4. Lampiran Formulir Pencatatan Kelahiran
a  Formulir palaperan percatatan sipil di dalam wilaysh NKRI, dengan kode

F-2.01
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Formulir 1 - Formulir Pelaporan Pencatatan Sipll di Dalam Wilayah NKRI,

Il

dengan Kode F-2.01
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b. Surat keterangan pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data
kelzhiran, dengan Kode F-2.03

SURAT PERNTATAAN TANGGLUNGIAWAR MUTLAK [SPTIM)
DATA EELAHIRAN

Formulir 2 - Surst Keterangan pernyataan langgung fawab mutlak kebanaran
data kelahiran, dengan Kode F-2.03




€. Sural keterangan pernyataan tanggung jawab mutlak kebenazran sebagai
pasangan suami istar, dengan Kode F-2.04

GURAT PERMNYATAAM TANGOLIMG JAWAR MUTLAK [ SPT.08]
HERBFHARAN SEBAGA! PASANGAN SUIAM| ISTERI

Eaya yang seisrdeisngen dibewak o
Harma ol
P T
Tampatiargpmal 1ahin
Alaimial e 1 EFFERS0
manyaEtakaEn hahwea
MArms
MR

Tempatianggai lahir S A A 0 LA SRS o Y i

sepagaimang Wrcamum dalam Kary Kefumngas (Fer) Poord '

Camilkian sural pefmaaisan inl says buat dengon sebesr-Dananys dan
apabia Skemddian han emysls peroystaan says ini Bdek Bamnel, ik 558
beraedia diproses SOCArs Pk Heiiad dngan peraduran
perundangundangan dun dokumen yang dterbikan akibat dan pernyalaan inl
rvengadi Helnk aah

— : L
Saksi 1 Faya yan( manyEkEkan,

Sakesi i

Fatemngan:

Larmpiran ini chgunakan dalam el perkansinEn Tosk dapat dibukiiksan dengan akin
parkawinen atau akta nikah

“) coaed yong fidak periu

"= Ddhalis nama fbu kola Kabupodernvkola, Tanggal-Bulan-Tahiin

Formuiir 3 - Sursl Keterangan pernyataan tanggung jewab muliak
kebenaran sebagai pasangan suami isteri dengan Kode F-2.04
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Formulir 4 - Ragister akfa kelahiran, dengan kode F-2. 14
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&, Fommulir kutipan akta kedahiran, dengan kode F-2.20
1) Kutipan aktz kelahiran dengan penulizan anak sacrang ayah dan ibu.

FPEHCATATAN 39ML
REZISTRY OFFICE

ARG HE GRJts
RATICWALITY

HUTIEAN AKTA KELAHRAN
EXCERPT OF BRTH CERTIFICATE
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Tihuif
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Formullr § - Kutipan akia kelahiran anak yang difahirkain dal&am aau

sehagal axibat perkawinan yang sai.
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2) Kutipan akta kelahiran dengan panulisan anak seorang aysh dan ibu
dengan tambahan frasa.

REGISTRY OFFICE
AP, B
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Formulir & - Kutipan akta kelahiran anak dari ayah dan by, dengan
fraza,
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Farmulir 7 - Kufiparnr akfa kelahiran anak seorang b




4) Kutipan skia kelahiran tanpa penulisan nama ayah dan ibu
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Formulir pelaporan pencatatan sipll di luar wilayah NERI, dengan kode
F-2.02
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Farmulir § - Formullr Pelaporan Pencatatan Sipd di Luar Wilayah NKRI, dengan
kode F-2.02

o i L e, e,
RETUILIKTERNIS, FELAYANAI) RENCATATAN SAIL \ \\\\




g. Surat keterangan petaporan pencatatan sipil di luar wilayah Negara Kesatuan
Republik indonesia, dengan kode F-2.26.

SAMAT KETERANGAN PELAPORAN PERCATATAN SIFIL
BT LLIAR WTLAYAH NEGATS KESATLIAN HEPUBEEC INDONESEA

Formulic 10 - Sural keterangan pelaparan pencalatan sipd di luar wilayah
Negara Kesatuan Republk Indonesta, Kode F-2.26
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B. Pencatatan Lahir Mati
Lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang barurmur paling
sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-
tanda kehidupan”. Anak yang kahir mati, sedah dibitung dalam penentuan urutan anak.
Setiap peristiwa kahir matl waiit dilaporkan cleh Penduduk kepada Disdukcapil

Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempal panduduk berdomisli
satetah iahir mati, Pencatatan peristiwa lahir mali hanya dibarikan surat keterangan
lahir mail tanpa NIK, tidak diterbitkan akta kelahiran dan akta kematian, Weskipun tidak
diterbitkan akta pancatatan sipit tetapi pendataannya diperukan untuk kepentingan
perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan. Pencatatan lahir mali bagl
penduduk meliputi Penduduk WNI dan Orang Asing.
1. Dasar Hukum Pencatatan Lahir Mati

a. Pasal 33 ayat (1], (2) dan ayst {3} Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan.
b. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006.
c. Pasal 36 Peraturan Presiden 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
d. Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Momar 108 Tahun 2018,
g, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal € ayat (1) dan ayat (3
Pasal 7 ayat (2) Permendagn Nomor 108 Tahun 2019.

2. Pencatatan Lahir Mati
a. Persyaratan Pencatatan Lahir Mati

Pencatatan Ishir mati penduduk WNI dan Orang Asing dilakukan dengan

memenuhl persyars’ n bemupa:

1) Folokopl  surat  keterangan lahir mafi, yaitu dar  rumah sakitf
Puskesmas/iasilitas kesahatan/dokter/bidan, surat keterangan |ahir mati dari
nakhoda kapal laut’kapten pesawat terbang, atau dar kepala desallurah jika
lahir mati di umah/terngat lain, antara lein: kebun, sawah, angkutan umum;

?) Permyataan dari orang tua kandung atau wali bagl yang tidak merniliki surat
keterangan lahir mali,

3) Fotckopi Karu Keluarga orang fua

* Repubilik Indenesia, Undang - Undang Momar 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan,
Fienjelasan Atas Undang — Undang Rapublik indonesia Mormor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Hependudubcan, || Pasal dami Pasal, Pasal 33
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b. Tata Cara Pencatatan Lahir Mati
Pencatatan lahir matl bagl Penduduk WHNI dan Orang Asing dilakukan
dengan tata cara, sebagai berikut:
1) Pemohon mengisi dan menandstanganl formulir pelaporan F-2.01 serta
menyerarkan parsyaratan;
2) Petugas registrasi dan petugas pelayanan malakukan verifikesi dan validasi

lerhadap formulir pelaporan dan persyaratan;

Catatan:

Untuk pelayanan secara offine/tatap muka, persyaratan sural keterangan
lahir mati yang diserahkan berupa folokopi bukan asli [asli hanya
diperlihatkan), dinas fidak menark sural keterangan lahir mati asli, W
malampirkan Fotokopl Kartu Keluarga untuk verifikasi data yang tercantum
dalam formulir F-2.04, uniuk pelayanan onlfnsdaring, persyaratan yang i
scan/ di foto untuk diunggah harus aslinga, WHNI tidak perlu melampirkan
fotokopi KTP-gl saksi, karena identtasnya sudah tercantum dalam formulir F-
2.1 dan Dinas menerbitkan sural kelerangan lahir mati.

3] Petugas regetrasi untuk Penduduk WHNI meneruskan formulic palaporan
kepada Disdukcapil Kabupaten/ota atau UPT Disdukcapll Kabupateniicta
untuk diterbitkan surat katerangan lahir mail;

4) Petugas pada Disdukcapil Kebupaten®ota atau UPT  Disdukcapil
Kabupatenf®ota melakukan perekaman data  dalam basis  data
kependudukan;

5) Pejabal pencatatan sipl pada Disdukcapl Kabupaten/ola daniatau UPT
Disdukcapsl Kabupaten/Kota meneritkan surat keterangan lahir mali; dan

B) Surat keterangan lahir mat disampaikan kepada pemohion.

c. Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Lahir Mati
Pelayanan pancatatan lahir mati bagi Penduduk WMI dan Crang Asing
dilakukan dengan menggunakan formulis, terdiri dari:
1) Formulir pelaporan pancatatan sipi di dalam witayah NKRI, dengan kode F-
201,
2) Formulir hasil pelayanan pencatatan lahi mati berupa surat keterangan lahir
mati, dengan kode F-2.05,

/ / ” RETUNIUK TERN nis ﬁbmm Fsmarnrnn SIPIL



3. Lampiran Formulir Pencatatan Lahir Mati

a. Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wiayah NKRI. demgan knde
F-2.01 {Terlampir pada halaman 24 - 27, BAB |il Foin A Angka 4 Huruf a
Buku Petunjuk Teknis ini).
. Formulr hasil pelayanan pencatatan lahir mati berupa swrat keterangan lakir
mati, dengan kode F-2.05

HOP DINAS KEPEMDLUIDUK AN DAN PENCATATARM STFIL
EABUPATENEDTA o

SURAT KETERANGAM LAHIR RMATI
o Tt} o Dk R
perdasarkan laporan daric
Mama 7
MK =
Tanggal lahirfumur -
Pekerjaan ¥
Almrmat
Bahwa pada
Hari
Tanggal =
Tempat - telah lahir mati bayi lakifperempuan®) tunggal/kembar
anak ke setelah dalam kandung selama. ...... bulan, dari seorang
1118
Mo
MK :
Tanggal lahirfUmur :
Kewarganegaraan
Peherjann
Alamat
|skri dari:
Marma
MNIK -
Tanggal lahir/Urmur -
e Al EanNEgE rEan
Pekerjaan
Almrmat

e g g
Pejabat Pencataian Sipil

Formulir 11 - Sural Keterangan Lahir Mat, kode F-2.05
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C. Pencatatan Perkawinan

Definis! perkawinan mencasar dalam Undang-Undang Momer 1 Tahun 1974
pada Pasal 1 yaltu perkawinan merupakan lkatan lahir batin antara seseorang pria dan
seorang wanda sebagai suaml isti dengan lujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 2
ayat (1) pada Uindang-Undang tersebut juga dijelaskan parihal syarst sah perkawinan
yallu perkawinan adalah sah, apabila diskukan menurt hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu, sedang pada ayat (2) dijelaskan bahwa tiap-tiap
perkawinan dicatal menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan dilakukan oleh 2 (dua) lembaga yang berbeda
Pencatatan parkawinan untuk masyarakat yang beragama lslam dilskukan di Kantor
Urusan Agama (KUA} Kecamatan dan pencatatan perkawinan bagi masyarakat vang
beragama non Islam dan penghayat kepercayaan teshadap Tuhan Yang Maha Esa
dilakuban oleh Disdukcapil KabupatenMota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau
Perwaklilan Rapublik Indonesia di luar nageri.

1. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

a. Pasal 33 ayal (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kepsndudukan,

b, Pasal 102 Undang-Undang Momor 24 Tahun 2006,

c. Pasal 36 Peraturan Presiden 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tats
Cara Pendaftaran Panduduk dan Pencatatan Sipil.

d. Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Permendagr Nomor 108 Tahun 2018,

8. Pasal 4 ayat (1) dan ayal (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3),
Pasal 7 ayat (2) Parmendagr Nomar 100 Tahun 20189

4. Pencatatan Perkawlnan di Wilayah NKRI
Ferkawinan yang sah menurut persturan perundang-undangan wajib
difaporkan oleh Penduduk kepada Disdukcapll KabupateniMota atay UPT
Disdukcapd Kabupaten/ota tempat panduduk berdomisi yaitu dimana penduduk
terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga di Kartu Keluarga sejak
fanggal parkawinan.

I'._" -, -
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a. Persyaratan Pencatatan Perkawinan di Wilayah MEKRI
1) Pencatatan parkawinan WNI
Pencatatan perkawinan WHNI dilakukan dengan  memenuahi
persyaratan banspa:
a) Fotokopi Surat keterangan tefah terjadinya perkawinan dar pemuka
sgama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
b} Pas foto 4 % 6 barvarma suami dan (strl
) Fotokopi Kartu Keluarga.
dy KTP-eL
e} Bagi janda atau duda karena ceral mafi melampirkan akta kematian
pasangannya. atau
fi Bagijanda atau duda karena carai hidup me@mpirkan akta perceraian,

2) Pencatatan perkawinan berlangsung sebalum berusia 19 tahun
Pencalatan perkawinan berlangsung sebelum berusia 19 tahun
ditakukan dengan memenuhl persyaratan berupa:

a) Fotokopl Surst keterangan telah terjadinya perkawinan dar pemuka
agama atau penghayat kepercayaen terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

b} Folokopi penetapan pengadilan tentang dispensasi perkawinan

o) Pas foto 4 x 6 beryarma suami dan isin

d) Folokopi Karu Keluarga.

a) KTP-el,

3) Pencatatan perkawinan yang ditetapkan pengaditan
Pencatatan perkawinan yang ditefapkan pengadilan dilakukan
dengan mamenuhi persyamatan berupa:

a) Folokopd sallnan penetapan pengadilan mengenal perkawinan aniar
umat yang berbeda agama atau perkawinan yang tidak dapat dibuktikan
dengan akta perkawinan,

b) Pasfolo 4 x 6 bersarna seami dan istni.

«) Folokopd Kartu Keluarga

dy KTP -gl,

W, = - e
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4} Pencatatan perkawinan yang salah salu alau kedua suami isberi meninggal
dunia sebelum pencatatan perkawinan
Pancatatan parkswinan yang salah satu atau kedua suami ishen
maninggal dunia sabelum pencalatan perkawinan dilakekan dengan
memenuhi persyaratan bampa:
a) Folokopi Surat keterangan telah terjadinya perkawinan darl pemuka
agema atau penghayal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
b) Surat permyataan tanggung [awab mullak kebenaran data sebagai
pasangan suamil istri dengan materal.
e} Pasfoto 4 x 6 banwarna suarmi atau st yvang masih hidup
d) Fotokopl Kartu Keluarga.
&) KTP-el pasangan yang masih hidup.
f} Fotokopi dokumen perjalanan bagi orang asing.
5) Pencatatan perkawinan bagi suami malangsungkan perkawinan kedua dan
ce{erusnya
Pencatatan perkawinan bagl suami melangsungkan parkawinan kadus
dan seterusnya dilakukan dengan memenuhi parsyaratan barupa:
a) Folokopi Sural keterangan lelah terjadings perkawinan dari pemuke
agama alau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
b) Folokopi penetapan pengaditan tentang izin perkawinan dari istri sah
¢} Fotokopi Kartu Keluarga.
d) KTP-el
&) Fotokopd dokumen perjalenan bagi orang asing,
6) Pencatatan perkaswinan pasangan suamidan isteri yang dalam kariu keluargs
status ceral hidup belum tercatal
Persyaratan pencatatan perkawinan pasangan suami dan isleri yang
dalam Kartu Keluarga stalus ceral hidup belum fercatat dilakukan dengan
mermenuhl persyaratan berupa:
8) Fotokopi Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka
sgama atau penghayat kepercayean terhadep Tuhan Yang Maha Esa.
b) Surat pemyataan tanggung jawab mutiak percaraian belum tercatat,
c} Pasfolo 4 x 6 berwarna suami dan stri
d) Folokopi Karu Keduarga.
) KTP-gl

~F A1 A 7% : ¥
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7] Pencatatan parkawinan orang asing

Pencalatan perkawinan orang asing dilskukan dengan memenubi
persyaratan berupa:
a) Fotokopl Surat kelerangan telah terjadinva perkawinan dan pemuka
agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
b) Pas folo 4 ¥ 6 berwarma suami dan istr.
¢} Faolokopi Dokumen Perjaianan
d) Folokopl Surat keterangan lempal tinggal bagl pemegang izn tinggal
terbatas.
gl Faolokopl Karly Keluarga,
f KTP-el
gl Fotokopi lzim dari negara atau Perwakilan negaranya.

b. Tata Cara Pencatatan Perkawinan

Pencalalan perkawinan WHI, perkawinan berlangsung sebelum berusla 13
tahun, pekawinan yvang ditetapkan pengadilan, perkawinan yang salah satu
atau kedua suami ister meninggal dunia sebelum pencatatan pedoawinan,
perkawinan bagi suami metangsungkan perkawinan kedus dan seterusnya,
perkawinan pasangan suami dan ister yang dalam Karu Keluarga status ceral
hidup belem tercatat dam perkawinan orang asing sebsgaimana dimaksud
penjelasan sebelumnye dilakukan & Disdukcapil Kabupaten/Mota astau UPT
Disdukcapil Kabupaten/Kola dengan tata cara sebagal berikut:

1) Pemohon mengist dan menandatangani formulir pelaporan F-2.01 sera
menyerahikan parsyaratan.

2] Pelugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasl tarhadap formulic
pelaporan dan persyaratan.
Catatan:
Dinas tidak menarik sural keterangan perkawinan asli atau penetapan
pengaditan asl alau dokumen perjalanan bagi orang asing asli atau zin dan
negara atau Perwakian negaranya asli hanya berupa lotokopl, ash hanya
diperihatkan, WHI melampirkan Kadu Keluarga AsE untuk verifikasi data
yang tercantum dalam formulr F-2.01 serfa untuk dilakukan perubaban dala
islatus kawin), WHI tidsk peru metampirkan fotokopi KTP-2| 2 saksi karena
identitasnya sudah tercanturm dalam formulir F-2.041,, SPTJM Perkawinan
Belum Tercatat (F-1.05) periu memakai malerai, karena formatnya sudah
diatur dslam peraturan perundang-undangan, Dalam hal pencatstan
perkawinan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Surat
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keterangan felah terjadinya perkawinan dan pemuka penghayal kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa darl organisasi yang lerdaftar pada
kementerian yang bidang fugasnya secara isknis membina organisas
penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yamg Maha

3) Petugas pede Disdukcapil Kabupaten'kota ateu UPT Disdukcapd
Kabupaten/lota melskwkan pergkaman data  dalam  basis dala
kependudukan.

4) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapi Kabupaten®ola atau UPT
Drisdukcapil Kabupaten/Kota mencatat datam register akla perkawinan dan
manarbitkan kulipan akta perkawinan,

5} Kutipan akta perkawinan disampaikan kepada pemchon beserta dokumen
kependudukan lainmya dengan stafus kawin tercatat,

&, Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Perkawlnan
Faormulir yang digunakan dalam pencatatan perkawinan di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonasia, terdirl dark
1) Fommulir Petaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI, dengan kode
F-2 (1,
2}  Formulir hasil pelayanan pencatatan perkawinan, terdiri dari:
a} Register akia perkewinan, dengan kode F-2.15,
b} Kitipan akta perkawinan, dengan kode F-2.21.

3. Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah NKR1
Parkawinan YW1 atau perkawinan WHNI dengan orang asing o Luar Wilayah
MNegera Kesaluan Republik Indonesia dicalatkan pada instansi yang beraenang di
negara selempal dan dilaporkan kepada Perwakitan Republik Indonesia di luar
negarl. Apabila negara setempat tidak menvalenggarakan pencatatan parkawinan
bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar

negerl.

a. Pelaporan Hasil Pencatatan Perkewinan YWNI yang Telah Dicatatkan di
Hegara Setempat
1) Persyaratan Pelaporan Pencatatan Perkawinan

Perkawinan WHNI yang telan dicatatkan pada instans! yang bensenang di
negara setempat, diaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar
neged dengan memenul persyaratan berupa:

a) Folokopi kutipan akta perkawinan dan negara setempat,
b) Fotokop! dokuemen paralanan Republik Indonesia darl suami dan st




Perkawinan WN| dengan Orang Asing yang telah dicatatkan pads
instansl yang berwenang di negara selempat, dilaporkan pada Panwvakilan
Republik Indonesia di luar negeri dengan memenunl persyaratan barupa:

a) Fotokopi kutipan akta perkawiran/bukti pencatatan perkawinan dar negara

Latempat;
b) Fotlokopi dokumen pegaianan Republik Indonesia dan dokumen
peralanan; dan

c) Fotokopl surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat
keterangan pindah luar negeri.

2} Tata Cara Pelaporan Pencatatan Perkawinan
Perkawinan WHI dan perkawinan WHNI dengan Orang Asing yang telah
dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempal, ditaporkan
pada Perwakilan Republik Indonesia di luar neged dengan tata cara sebagai
berikut:

3} Pemohon mengisi dan manyerahkan formulir pelaporan F-2.02 serta
menyarahkan persyaratan.

b} Pejabat pada Perwakilan Repubdik indonesia di luar negen melakukan

varifikas| dan validasi terhadap formulic petaporan dan persyaratan;
Catatan,
Perwakilan Republik Indonesia di luar negesi tidak menarik kutipan akia
perkawnan dari negara selempat asli atau dokuman poerjalanan Republik
indanesia atau dekumen perakanan bagi orang atau surat keterangan
yang menurjukkan demisili atau suratl keterangan pindah luar nagen
berupa fotokopi, 8l hanya dipedinatkan, WNI tdak periu fotokopi KTP-el
= aaksi karena identitasaya sudah tercantum dalam formelic F-2.02;

&) Pelugas pada Perwskilan Republik Indenesia di luar neger yang dapat
mengakses basie data kependudukan melakukan perekaman data
pelaporan ke dalam basis data kependudukan;

d) Pejabat pencalatan sipil pada Perwakilan Republik Indoresia i luar
negeri mencatat laporan dalam daftar pelaporan dan menarbitkan surat
keterangan pelaporan;

g} Sural keterangan pelaporan diberikan kepada Pemohon.,
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3) Formulir yang digunakan dalam Pelaporan Pencatatan Perkawinan
Formulir yang digunakan dalam pelaporan Perkawinan WNI dan
parkawinan WNI dengan Orang Asing yang telzh dicatatkan pada instansi
¥ang barwenang di negara setempal pada Penvakilan Republik Indonesia di

ar negeri, ardin darf;

a) Feemulir Pelaporan Pencatatan Sipll di Luar Wilayah NKRI, dengan kode
F-2.02.

b) Formulir hasii pelayanan pencatatan perkawinan WHNI stau perkawinan
WHNI dengan orang asing yang dilakukan pada Instansi berwenang di
negara satampat, berupa surat keterangan pelaparan pencatetan sipil di
luar wilayah Nagara Kesatuan Republic Indonesia, dengan koda F-2.26.

b. Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah NKRI Dalam Hal Negara Setempat
Tidak Menyelenggarakan Pencatatan Perkawinan Bagl Orang Asing®
1) Persyaratan Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah NKRI
Parkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dalam hal negara setermpat tidak menyelenggarakan pencatatan
perkawinan bagi orang asing, dicatatkan pada Perwakilan Regublik
Indonesia di luar negeari dengan memenuhi persyaratan berupa;
a) Fotokopl surat keterangan telah teradinya perkawinan dar pemuka
agama atau panghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
b) Fotokopd Dokumen Perjalanan Republik Indonasia suami dan istri.
Parkawinan perkawinan WNI dengan orang asing di luar wilayah
MNegara Kesatuan Republik Indonesa dalam hal negara setempal tidak
menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, dicatatkan
pada Parwakilan Republik Indonesia dl luar negeri dengan memenuhi
persyaratan berupa;
&) Fotokopl surat keterangan terjadinya perkawinan di negara sstempat.
b) Pas foto berwama suami dan istri.
C) Fotakopi dokumen perjalanan republik Indonesiz dan  dokurmen
perjalanan,
d) Fofokopi surat keterangan yang menunjukkan domisii atau surat
keterangan pindah luar neger,

¥ Republik indanesia, Peraturan Presiden Nomaor 96 Tahun 2018 tertang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaltaran penduduk dan Pancatatan Sapil, Dab ), Pazal 40
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2) Tata Cara Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah NKRI

Pencatatan perkawinan WHNI atau perkawinan WNI dengan Orang
Asing di luar wilayah NKR| dalam hal negara setempat fidak
menyelenggarakan pancatatan perkawinan bagi Orang Asing dilakukan
dengan tata cara sebagal berikut:

a) Pemohon mengisi dan menyerahkan formulic pelaporan F-2.02 serta
menyerahkan persyaralan

b} Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri malakukan
verificasi dan validazi ierhadap formubr petaporan dan persyaratan.

Catatarn:

Perwakilan Republik Indonesia di luar negen tidak menark kufipan
akla perkewinan dari negara sefempal atau surat keterangan
terjadinya perkawinan di negara setempat alau dokumen perjalanan
Republix Indonesia atau dokumen perjalanan bagi orang atau surat
keterangan yang menunjukkan domisili atau sural kelerangan pindah
luar negeri asli berupa folokopd, asli hanya diperfihatkan, WHI tidak
perlu fotokopi KTP-el 2 (dua) orang saksi karena identitasnya sudah
tercantum dalam formulir F-2.02,

¢l Patugas pada Parwakilan Republik indonesia di luar negeri yang dapat
mangakses basis data kependudukan melakukan perekaman dala
pelaporan ke datam basis data kependudukan.

d) Pejabat pencatatan sipil pada Perwakilan Republik Indonesia di luar
negeri mencatat dalam register akta perkawinan dan menerbitkan
kutipan akta perkawinan.

#) Kutlpan akta perkawinan disampaikan kepada Pemohon

3) Formulir

Pencatatan perkawinan WHNI atau perkawinan WNI dengan orang
asing pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri menggunakan
forrnulir, sabagal berikuk:

8) Formulir Petaporan Pencatatan Sipil di Luar Wilayah NKRI, dengan
kode F-2.02.

b) Formulir hasi pelayanan pencatatan perkawinan WHNI atau perkawinan
WHNI dengan orang asing di luar wilayah NKR| dalam hal negara
satampalt tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang
asing, berupa register akta parkawinan dengan kode F-2.15 dan kutipan
akta parkawinan dengan koda F-2.21.
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4, Lampiran Formulir Pencatatan Perkawinan
a. Formule pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NERI, dengan kode
F-2.01 (Terlampir pada halaman 24 = 27, BAB 1l Poin A Angka 4 Huruf a
Buku Petunjuk Teknis ini).
b. Formulic pslaporan pencatatan sipil di luar wilayah NERI, dengan kode F-2,02
[Terlampir pada halaman 35 = 37, BAB Il Poin A Angka 4 Huruf § Buku

Patunjuk Teknis ini)
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¢. Formulir hasil palayanan pencatatan parkawinan, terdiri dari:
1) Register akta perkawinan, dengan kade F-2.15, sebagai berikut:
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Formulir 12 - Register Akta Parkawinan, dengan kode F-2.15
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2) Kutipan akta perkawinan, dengan kode F-2.21, sebagai berikut:
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3) Sural kelerangan pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI, dengan
kode F-2.26, sebagai benkut:

SURAT KETERANGAN PELAPURAN PENCATATAN SIFIL
DI LUAR WILAYAH NEGARA KESATUAN REFUBLIK INDOMESIA

Pada hardini ... tonggal ..., belan . ...... tohum. ... Seys.. .. . Pejsbat
Hama '

Mk

Hamor Dokumen Paralanan R

Taempst Tanpgal kshir

Pekensan

Agarne

Kapemayssn Terhadap

YNVE

Alamat

Kewarganegaraan +

mmm t‘nl'lt!llhhmlidim'ﬂnr

pencaistan .., dmmmﬂulmrmmm

Imﬂmﬁm“

Sural Kalersngan Pelaporsn Pencalaien ... inbuksnmesupakenaida ... ...
g.n Karfor Perwekdan Republk indoness

* FOTO 46 BERWARNA

BERDAMPINGAN SUAWMI I5TR

(BAG] PEREAWINAN)

Formulr 14 - Surat katerangan pelaporan pencalatan siod of Juar
witayah Megara Kesatuan Republik Indonesia, Kode F-2.26
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0. Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan wajib diaporkan oleh penduduk yang mengalami

pembatalan perkawinan kepada Disdukcapil Kabupaien¥ota atau UPT Disdukcapi
Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili setelah putusan peangadilan tentang
pembatalan perkawinan vang elah mempeoleh kekuatan hukem tetap.

Pejabat perncatatan =ipil pada Discukcapil KabupatenMota atau UPT

Dizdukcapl Kabupalen'fola mencabul kutipan akla perkawinan dan kepemilikan
subjek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perkawinan seria
penyesuaian status perkavinan pada dokumen Kependudukan innya,

1, Dasar Hukum Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Fazal 39 ayat {1}, (2} dan ayat (3) Undamg-Undang MNomor 23 Tabun 2006
tentang Administrasi Kependudukan.

Fasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008,

FPasal 41 Peraturan Presidan 36 Tahun 2018 leniang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Panduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 55 ayat | 1) dan ayat (2} Permendagr Momor 108 Tahun 2013,

Pasal 4 ayet (1) dan ayat (2}, Pasal 5 ayat (1), Pasal & ayat (3}, Pasal 7 ayat
(2) Permendagrl Momar 108 Takhun 2019

Z. Pencatatan Pembatalan Perkawinan
a. Persyaratan Pencatatan Pembatalan Perkawinan

b.

Pencalatan pembatalan perkawingn dilaksanakan oleh Disdukcapil

Kabupater/Kota atau UPT Disdukcapi KabupatenKota dilakukan dengan
memanichi persyaratan barupa;

1) Fotockopl salinan pulusan pengadian yvang mempunyai kekuatan hukm
tatap;

2) Kutipan akta perkawinan.

3) Fotokopi Kariu Keluanga.

4) KTP-&l.

Tata Cara Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Peancatatan pembatalan perkawinan dilaksanekan oleh Disdukcapil

Kabupaten/Wota atau UPT Disdukcapd Kabupsten/Mota tempat penduduk

bardomisili dilakukan dengan memenuhi persyaratan barupa:

1) Pasangan suami dan isteri vang perkawinannya dibatakan mengisl dan
menandatangani formulir pelaporan F-2.01 seda menyarahkan persyaratan,

2) Peluges pelaysnan melakukan verfikasl dan validasi terhadap formlie
pelaporan dan persyaratan,



Catatan:

Untuk pelayanan secara offineftatap muka, persyaratan salinan putusan
pengadian yang berkekualan hukum tetap yang diserahkan berups fotokopl
bukarn 2l (azdi hanya diparlihatkan), dinas tidsk menarik salinan putusan asll,
WHNI medampirkan Karlu Keluarga asli untuk verifikasi data yang tercanium
dalam formulir F-2.01 sarfa untuk dilskukan perubahan data (status
perkawinan kembali ke sebelumnya), untuk pelayanan onfine/daring,
persyaratan yang di scan di foto untuk diunggah harus aslinya, tidak penu
melarmpirkan fotokopi KTP-el 2 sakel karena idenfitaznya sudah tercantum
dalam formulir F-2.01 dan dinas menarik kutipan akta perkawinan asi

3) Petugas pada Disdukcapll Kabupaten/Kota atau UPT  Disdukcapil
Kabupaten/Kota melskukan perekaman data  dalam  basis  data
kependudukan.

4) Pajabat pencatatan sipil pada Disdukcapi Kabupaten'Kota atau UPT
Disdukcapll Kabupsten/Hota mencabut kutipan akta perkawinan dan
mermberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan dan kufipan akla
perkawinan.

5) Pejabat pencatatan sipll pada Disdukcapl Kabupatenota stau UPT
Disdukcapll Kabupaten/Mota menerbitkan sural keterangan pembataian
perkawinan,

8) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapd Kabupalen'Kota atau ueT
Cisdukcapll KabupatenMota menyerahkan swral keterangan pembatalan
perkawinan kepada pemohon,

. Formulir yang ' inakan dalam Pencatatan Pembatalan Perkawinan
Farmulr yang digunakan dalam pencatatan pembatalan perkawinan di
wilaysh Megara Kesatuan Republik Indonesia, terdir dar:
1} Formulir pelaporan pencalatan sipil & dalam witeyah NKRI, dengan kode  F-
2.01.
2) Formulir hasil pelayanan pencatatan pembatalan perkawinan, terdin dan:
a) Catatan pinggir pembatalan parkawinan dengan kode CF.01
b) Surat keterangan pembaltatan perkawinan dengan kade F-2.08.




4. Lampiran Formulir Pencatatan Pembatalan Perkawinan
1} Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode
F-2.01 (Terlamplr pada halaman 24 - 27 , BAB Il Poin & Angka 4 Huruf a
Buku Petunjuk Teknis inf)
2) Formulir hasil pefayanan pencatatan pembatalan perkawinan, terdini dan;
@ Catatan pinggir pembatalan perkawinan dengan kode CP.01, sebagal
berdul,

CATATAN PINGGIR
PENCATATAN PEMBATALAN PERKAWINAN

5 RPN S L B, - ¢ - AR balan ... tahun
T , bahwa perfcawinan .................cocoooeoe..... OETIQAR
telah batal
Pajabal Pencatatan Siil
| AT SR

Formelr 15 - Cataten pinggir pembatalan perkawingn, dengan kode CFP.01

b. Sural keterangan pembatalan perkawinan dengan kode F-2.06, sebagal
berilkut

KOP MNAS REPENDUCUNAN DAN FENCATATAN SIPIL
FMAHUPATENMOTA .o

aé




E. Poncatstan Perceraian

Perceraian adalah putusnya katan perkawinan antara suami isteri bérdasarkan
keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara susmi isteri tidak akan
dapat hidup rukun lagl sebagal suami ister, Pada prinsipnya Undang-Undang
Perkawinan mempersult adanya perceraan tefapi fidak berartl Undang-Undang
Perkawinan tidak mengatur sama sekali tentang tata cara perceraian bagi para suami
isteri yang akan mengakhiri ikatan parkawinannya dengan jalan perceraian, Datam hal
pencatatan perceraian diakukan cleh Disdukcapl Kabupaten/Kota atsu UFT
Disdukcapil Kabupatenkota dan Perwakilan Republik Indonesis di fuar nogor
berdasarkan pada pelaporan darl penduduk, Penduduk walib melaporkan pefistive
penting yang terjadi pada diinya untuk dicatstkan sesuai dengan peraluran

= perundang-undangan yang beriaku,
1. Dasar Hukum Pencataian Perceraian
=2 a. Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Administras Kependudukan.
e b. Pasal 102 Undang-Undang Nomar 24 Tahun 2006.
c. Pasal 42 Ayat (1) dan ayal {2) Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2016
. tentang Persyarstan dan Tala Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipll,
L d. Pasal 56, Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2018,
e Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal & ayat (1), (2) dan {5}
h Pasal 7 ayat (2) Permendagr Nomaor 108 Tahun 2018,
2. Pencatatan Porceraian di Wilayah NERI
o Pancatatan perceralan dalam wilayah NKRI dilaporkan kepada Disdukcapd
Kabupaten/ota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/®ota tempat penduduk
berdarmisill.

a. Persyaratan Pencatatan Perceraian
Pencatatan perceralan dalam wilayah NKRI dilakukan dengan memenuhi
persyaratan benipa;
1} Fotakopi salinan putusan pengadilan yang lelah mempunyai kekuatan hukum
tetap.
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2 Kudipan akia perkassnan;

Dalam fmal pemonon tidak dapat manyerahkan kutipan akla parkawinan alau
bukti pencatatan perkawinan, pemohon membuat surat pernyataan (SPTJM)
yang menyatakan kutipan akia perkawinan tidak dimilki dengan alasan sesuai
dengan kelentuan peraturan perundang-undangan.

3) Fotokopi Kartu Heluarga: dan
4) KTP-al.
b. Tata Cara Pencatatan Perceraian

Poncatatan perceraian dalam wilayah Negara Kesatuan Republi

Indonesta diakukan di Disdukcapil Kabupatenota alau UPT Disdukcapil
Kabupaten/®ota tempal penduduk berdomizili, dengan tata cara sebagai
beerikut:

1)

2)

3)

4)

5)

Femchon mengisi dan menandatangani foemulir pelagoran F-2.01 seria
menyerahkan persyaratan,

Petugas pelayanan melskukan verfikasi dan validasl terhadap formulir
pelaporan dan perayaraian

Catatan:

Untuk pelayanan secara offinetatap muka, persyaratan safinan puiusan
pengadilan yang telah mempunyal kekuatan hukum tefsp yang diserahkan
berupa folokopl bukan asli (asl hanya dipedihatkan), dinas tidak menarik
salinan putusan asli, WNI melampirkan Karu Keduarga Asli untuk verifikasi
data yang tercartum dalam formulir F-2.01 serta untuk diakukan perubahan
data (siatus perkawinan menjadi ceral  hidup), unfuk pelayanan
orimeldaring, persvaratan yang di scanidi foto wniuk diunggah harus
aslinya, tidak periu melampirkan fotokopd KTP-el 2 saksi karena idenfilas
saksl sudah tercantum datam formulir F-2.01, dinas menarik kutipan akis
perkawinan asli,

Petugas pada Disdukcapl KabupatenMotz atau UPT  Disdukcapil
Kasbupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data
kependudukan,

Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapi Kabupaten/Mota atau UPT
Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akia perceraian dan
manarbitkan kutipan akla perceraian serfa menarik kutipan akla percawinan
dan membual catatan pinggir pada regisier akta perkawinan dan kutipan
akta parkawinan.

Fulipan akta perceraian disampaikan kepada pemalan,
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¢. Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Percaraian '-L
Pelayanan pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatan HEpuhIIH
Indanesia dengan menggunakan formulic, terdin dari.
1) Farmulir Pelaporan Pencatatan EI_PIF.::II Datam Wilayah NERI, dengan kode
F-2.01, X ;
2} Formulir hasil petayanan pencatatan perceraian, terdinl darl
a) Register akta parceralan dengan kode F-2.158.
b} Kufipan akta perceraian dengan kode F-2.23,
¢) Catatan pingger pencatatan perceraian dengan kode CF.0Z,
3. Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah NKRI
Percergian WHI di Luar Wilayah NKRI dicatatkan pada Insiansl yang
berwenang d negara setermpal dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik
Indonesla di luar negeri. Apabila negara setempat tidak menyslenggarakan
pencatatan percersian bagl orang asing, pencatatan dilskukan pada Perwakilan
Repuilik Indomasia di fuar nager,
a. Pelaporan Hasil Pencatatan Perceraian yang Telah Dicatatkan di Negara
Satempat
1) Persyaratan Pelaporan Pencatatan Perceraian

-

Perceraian WHNI yang telah dicatatkan pada insiansi yang bensenang
di negara setempat. dilaporkan pada Parwakilan Republik indonesia di luar
negeri dengan memeanuhi parsyaratan berupa;
a% Fotokoph kutipan akia perceraian/bukll pencatatan perceraian dan
negara setempat,
by Fotokopi dokumen perjatanan Republk indoneska;
¢) Fotokopi surat keterangan yang menunjukkan domisii atau surat
keterangan pindah luar negen.
2} Tata Cara Pelaporan Pencatatan Perceralan
Percaraian WHI yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang
di neaara satempal, dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonasia di luar
negeri dengan tata cara schagai benkut;
a) Pamohon menglsi dan menyarahkan formulir pefaporan F-2.02 sera
menyarahkan persyaratan,
b) Pejsbat pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negen melakukan
verifikasi dan vabdesi ferhadap formulic pedaporan dan persyaratan.



Catatan:

Perwakilan Hepublik Indonesia di luar negeri tidak menarik kKutipan

akta perceralan/bukti pencatatan perceralan dan negara sstempat,

Dokumen Peralanan Repubdik Indonesia dan surat keterangan yang

menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri asli,
c] Peiugas pada Ferwakilan Republik Indonssia di luar negeri yang

dapat mengakses basis dale kependudukan melakukan perekaman
data pelaporan ke dalam besis data kependudukamn.

d) Pejabat pencatatan sipil pada Perwakian Republik Indonesia di luar
neger mencatal laporan dalam daftar pelaporan dan menerbitkan
sural kelerangan pelapaoran.

&) Surat keterangan pelaporan diberikan kepada pemohon,

3} Formulir Pelaporan Pencatatan Perceralan
FPerceraian WHNI yang telah dicatatkan pada Instans| vang berwenang
di negara selempal, dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar
negeri dengan menggunakan formulir sebagal berikut

a) Formulir pelaporan pencatatan sipil di lear wilayah NER|, dengan kods
F-2.02

b) Formulir hasl pelayanan pencatatan perceraian WHNI di luar wilayah
Megara Kezatuan Republik Indonesia setelah dicatatkan pada instansi
yang berwenang di negara setempal, berupa sural  keterangan
pelaporan pencatatan sipd di luar wilayah NKRI, dergan kode F-2.26.

b. Pencatatan Perceraian WHI di Luar Wilayah NKRI Dalam Hal Megara
Setempat Tidak Menyelenggarakan Pencatatan Perceraian Bagi Orang
Azing

1} Persyaratan Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah NKRI
Perceraian WHNI di luar wilayah NERI dalam hal negara selempat
tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi omang asing,
dicatatkan pada Perwakilan Republlk Indonesta di luar neged dengan
memenuhi persyaratan berupa;

a) Fotokopi dokumen yang sah tentang lerjadinys perceraian o negara
satampat.

bl Higipan akta perkawinan atau bukti pencatatan parkawinan; atau

¢) Sural pernyataan yang menyatakan kutpan akta perkawinan tidak
dirmiliki dengan alzsan sesuai dengan ketertuan peraturan
perundang undangan, dalam hal pemohon tdsk dapat menyerahkan
kulipan akia perkawinan atau bukti pancatatan perkawinan;
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d} Fotokopi dokumen peralanan Republk Indonesia atau ELH‘;I
keterangan pindah luar nages suami dan str yang telah berceral.
2) Tata Cara Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah NKRI
Ferceraian WHI di luar witayah NKRI dalam hal megara selempal
fidak menyelenggarakan pencatatan percersian bagi orang asing,
dicatatkan pada Perwakilan Republik |ndoneaia dengan tata cara sebagai

berikiut
a) Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir palaporan F-2.02 serta
menyerahkan persyaratan,

b) Pejsbat pada Perwaklan Republik Indonesia di fuar negari
melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir palaporan dan
persyaralan
Catatan:

Perwakitan Republik Indonesia di luar neger tidak menarik dokumen
yang sah tentang terjadinya percaralan di negara sstempat asll

c] Pelugas pade Perwakilan Republik Indonesia o luar negeri yang
dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman
data pelaporan ke dalam basis data kependudukan

d) Pejabal pancatatan sipl pada Perwakian Republik Indonesia di iar
negeri mencabul dan membuat catatan pinggls pada kutipan akta
parkawinan serta menerbitkan register akta perceraian dan kutipan
akia percaralan,

a)] Kutipan akta perceraian disampaikan kepada Pemaohon.

3} Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan Perceralan di Luar

Wilayah NKRI

Pencatatan perceraian WHI pada Perwakilan Republik indonesia di
luar negeri menggunakan farmulir sebagal barikut:

a) Formulir pelaporan pencatatan sipil di luar witayah NKR, dengan kode
F-2.02.

b} Formulir hasil pelayanan pencatatan perceraian WHNI di luar wilayah
Megara Kesatuan Repubiik Indonasia dalarm hal negara setempat tidak
menyslenggarakan pencatatan perceraian bagl orang asing, berupa
register akta perceratan dengan kode F-2.16 dan kutipan akta
perceraian dengan kode F-2.22 semna catatan pinggir pencatatan
perceraian dengan kode CP.OZ.
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4. Lampiran Formulir Dalam Pencatatan Perceralan

a. Formulir pelaporan pencatatan spil di dalam wilayah NKRI, dengan kode

F-2.01 (Terlampir pada halaman 24 - 27, BABE |ll Poin A Angka 4 Huruf a

Buku Petunjuk Teknis ini).

. Formulir pedaporan pencatatan sipil di lear wilayah NKERI, dengan kode F-2.02
(Terlampir pada halaman 35 - 37, BAB Il Poin A Angka 4 Huruf f Buku

Petunjuk Teknis ini),
Formulir hasil pelavanan pencatatan perceraian, tendin dari:
1) Regiater akts parceraisn dengan kode F-2.18, ssbagai barikiut!

AKTH FERCERAIAMN

VARG MEGARA 1) AN WERGAHREGARAL, .ot
Bovmor: 3. '
Bl S (4
HE istar : (5)......
Pads han ini {8 I (7 SRR
fafun i1 o sihadepan sayL
| E— u i Pujulwit Pedcalalan Sigd
[{L] e mEsrarg pelmponr lrermaims
[ | g S—— 5 Ly 1 [t B
' Amtun, pekznaaT
[Lk ] alamad Seinigsat gl
{14 S T e e et
peergocian v T R R L Y T
el WO P T B PSR IR T8 T1 1 TP R G 1y TR T (LR CRAE ¢ o
EarggRiIT) ... fmmn
RE: | , ; L
yelg memEisen  bsbes  pausnys  periawinan  keeng  percerman  antea (10}

pengan
£
; VRTY

R P Pt Y o
(21 akt
[ i Aanggal {37} tahain
B e e YEND Pesmslaken halwa pfusan ersalud lelsh mempunya edneten
Pk NG SaiEn.

Tereis langan Palagor Pagubal Pancaisban Shod [20).

1 T - [ | R PR L L G Fimrairke

Formolr 17 - Registar Akta Percaraian, dengan ioge F-2. 16
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2] K

utipan akta perceralan dengan kode F-2.22, sebagai berikut;
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TR | — ARFTTEFLeS.
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Formulir 18 - Catatan Pinggir Pencatatan Perceralan, dengan kade CP.22

3} Catatan pinggir pencatatan perceralan dengan kode CP.02, sebagai barikis:

[

CATATAN PINGGIR
PENCATATAN PERCERALAM

Berdasackarn  Putaan  Pangadibn  Meged —,  Momor
___________________________ -1 D— tahivn ... bahwa pereawanan
o TR e 2 NI, s i sepazaimanz akta perkawinen
(113 telah putus

e

Pajabat Pencatatan Sl ;

el

Farmulir 19 - Calatan Pinggir Pencatatan Perceraian, dengan kode CP.02
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4) Surat keterangan pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dengan kode F-2.26 sebagai berkut:

SURAT KETERANGAN PELAPDIRAN PENCATATAN SIFIL
[ LUAR WILAYAH NEGARA KESATUANR REPUBLIK INDOME 518

yarg diterhian okeh | ; dmummm
dalla pencalatan | I :ir(ndﬂ;mﬂn-ﬂmﬂ:ﬂ:lm.ilmmm
Pepublik Indonesia comulat Fepubll indonesia : el
Eill{mpumum Putdaim ll H.t.m rluw.ﬂ.i _

e 2
a.n Kartor Pervichan Fepubitk indenesa

Formulir 20 - Sural kelerangan palaporan pencatatan sipll di luar witayaeh
Negara Kesatuan, dengan kode F-2.26
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F. Pancatatan Pembatalan Parceralan

Pembatalan perceralan bagl Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada
Disdukcapll Kabupaten/Kola atau UPT Disdukcapil Kabupaten/<ota lempat panduduk
berdomisili setelah putussan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyal
kekuatan hukum tetap.

Pejabal pencatatan sipll pada Disdukcapll KabupatenKota atau UPT
Disdukcapil Kabupateni#ota mencabut kulipan akia perceraian dari kepemilikan
subjek akta dan menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian.

1. Dasar Hukum Pembatalan Perceraian
a. Pasal 43 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomar 22 Tahun 2006 tantang
Adminstrasl Kependudukan.,
b. Pasal 102 Undang-Undang Momor 24 Tahun 2006.
& Pazal 44 Peraturan Presiden 98 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendafiaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
o Pasal 60 ayat (1) dan ayat {2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019,
e. Pasal4 ayat (1) dan ayat (2). Pazal 5 ayat (1), Pazal 6 ayat (3) dan pasal T
ayal (2) Permendagri Nomaor 108 Tahun 2019,
2. Pencatatan Pembatalan Perceraian
a. Persyaratan Pencatatan Pembatalan Perceraian
Pencatatan pembatalan perceraian bagi Pendeduk diakukan dengan
memenuhi persyaratan barupa
1) Fotokopi salinan putusan pengadilan vang kekuatan hukum tetap:
2) Kutipan akta perceralan,
3) Kartu Keluarga.
4} KTP-al
v, Tata Cara Pencatatan Pembatalan Perceraian
Pencatatan pembatalan percessian bagl Penduduk  dilakukan  di

Disdubkcapil Kabupatern/Kota alau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat

penduduk berdomisili, dengan tata cara sebagai berikut:

1) Pasangan suami dan ister yang perceraiannya dibatalkan mengisi dan

menandatangani formulir pelaporan F-2.01 sara menyerahkan persiyaratan.

2} Petugas pelayanan melakukan verifikasl dan validasi terhadap formulir

pelaporan dan persyaratan;

Catatan:

Untuk pelayanan secara offineftatap muka, persyaratan salinan putusan
pengadilan yang mempunyal kekuatan hukum tetap yang diserahkan barupa

gy 2 ; e S
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3)

4)

=)

6}

7)

g)

fotokopi bukan asli (asl hanya diperlihatkan), dinas tidak menarik salinan
putusan ash, WHNI melampirkan Kartu Keluarga asli untuk verifikasi dats yang
tarcantum dalam formulir F-2.01 serta untuk dilakukan perubakban data
{status kewin kembali menjadi Kawin), untuk pelayanan onfine/daring,
persyaratan yang di scanf di folo untuk diunggah karus aslinys, tidak periu
malampirkan folokopi KTP-e! 2 saksi karena identitasnya sudah tercantum
dalam farmulir F-2.01

Faolugas pada Disdukcapil KabupatenMota ataun UPT  Disdukcapil
Kabupatenfota melakukan perskaman  data  dalam  basiz  data
kependudukan,

Fejabat pencalatan skpil pada Disdukcapil Kabupatenf®ota atau UPT
Disdukcapil Kabupatendota membual catatan pinggir pada register akta
perceraian, kulipen akia perceralan serta register akla perceralan can
kutipan akia perceraian

Pejabal pencatalan sipdl pada Disdukcapil Kabupatenota atau UPT
Disdukcapil Kabupaten/Kota mencabut kutipan akia perceraian.

Pajabat pencatatan =ipll pada Disdukcapl Kabupaten/Rota atau UPT
Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan surat keterangan pembatalan
pErcEraan

Pejabat pencatatan =ipil pada Disdukcapll Kabupaten'fols atau UPT
Disdukcapll KabupatenKola menyerahkan surat keterangan pembatalan
perceraan kepada Pemahon.

Pejabat pencatatan sipll menerbitkan kutipan kedua akia perceraian yang
tefah diberd catalan pinggir sesuai dengan permohanan

¢. Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Pembatalan Perceraian

Formulir yang digunakan dalam pencatatan pembatalan perceraian teedirl

ari:

1

Formulir pefaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode
F-2.01.

Farmulr hasl pelayanan pencatatan pembatalan perceraian berupa;

a, Catatan pingalr pembatalan perceraian, dengan kode CP.0O3

b, Surat keterangan permbatalan parceraian, dengan kode F-2.08.

> ~ o
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3. Lampiran Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan Perceraian

a. Formullr pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode F-2.01
[Terlampir pada halaman 24 - 27, BAB Il Poin A Angka 4 Huruf a Buku

Petunjuk Teknis ini),
b. Farmulir hasil pelayanan pencatatan permbatalan perceraian berupa:
1) Catatan pinggir pambalalan pesceralan, dengan kode GP.0G |

CATATAN PINGGER
PENCATATAN PEMBATALAN PERCERAAN

Berdnsarkan Pususan Pengadilan Meged i . AR .
tanggal ... bulan.... fabun .., DANWE DErCerSAEn ANCAMD ...
.................... _ sebagaimena Bkt PRICElEn Aomar .l ... (elah batel.

iy e B

Pejubas Pencasatan Spdl .. ..

|| S —

Formulir 21 - Catatan pinggir pembatalan perceraian, dengan kode CP.03

2) Surat keterangan pembatalan perceraian, dengan kode F-2.09:

HOP DiMAS HEPERDAUIDUHAN DN PERCATATAN SIFIL
EARUPATEMOTA . .oicis,
SURAT KETERANGAN FEMBATALAN PEROERALAN
[ [0 o (A—
Fada Pt Ird largsgsl et ... fshin. JAeiah lsecatal dabam egisier
Felceraian nomo eeiidie it IBPANG peMbatalan Fercaraian ENlAE
T Suaiei
[T
Mormar Diokumies Pajaianan Rl
Temgal langps! hin
Fakapsan Fo et ) BB
Algmat
EEwanpanpgespis
baema Ayah
Maena i
Dengan
Mamma Izl
HiK
Heemar Disdenman Padaianan R
Tempat nggal lahin
R A ET
Agamn Kepsrcaynan Tahadap Tuhan YME |
Alama
Kawparganagaman
Flame Ayah
Mama g
Pesrbgigian Pemssaan il bordacanan penslapan pulusan pengadian —
FTH f &) pomor. . . Enggal .. bulan .. & AN Mensiapian pembalsan Pt sai
plssngan lemsbul dan menatapkan kombal Etates Peidersian gisangan @reabul sochaga susm
st yvang Eah sSebagaimand  yang  fescalal pade  Rulpan Ak Pamsraan
Mool ... yang oisctiian pada begoa
i A Vi Syral Ksiarangan pamhatzan percaracn o Sginakan sahaga
dokumin ssh
_— a
Prjacad Poncaitan Sipl
HIP

Formulir 22 - Sural keterangan pembatalan perceraian, gengan kode F-2.09
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Pencatatan Kematian

Akta kematian adalah akta yvang diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil pada
Disdukcapd Kabupaten®ota atau UPT Disdukecapil Kabupaten®ota atau Perwakilan
Republik Indonesia dl luar neger sebegal bukht autentik atas peristiwa kematian
sesacrang . Kematian menipakan sakah satu peristiva panting vang dalami oleh setlap
orang, yang harus dicatal oleh negara dalam bentuk akia kematian,

Tuiuan kepemilikan akta kematian vaibu memberkan ststus dan kepastian
hukum atas perstiva kematian seseorang, memberkan perlindungan data pribadi
penduduk yang berkaitan dengan kematian, memberikan fasiitasi pelayanan publik
sehagai mplikasl pencatatan kematian, guna terib administresi kependudukan dan
memberikan koniribusi dalam pemeliharaan database kepeandudukan yang akurat,
mutakhir dan dapat dimanfaatkan,

Marfaat kepemilikan akta kematian yaitu sebagai pembuktian kematian secars
hukum, pengurusan  warsanhubungan  hulang-plutang’asuransi'pensiun - bagi
pagawai (jandaduda), pembarian tunjangan keluarga, pengurusan taspen/asurans
pencairan dana tabungan di bank, persyaralan perkawinan bagi pasangan yang
ditinggal mati, perubahan stalus sebagal penduduk dan sebagal pelengkap dats
statistik vital kematian,

1. Dasar Hukum Pencatatan Kematian

g Pencatatan Kematian di Wilayah NERI
1) Pasal 44 ayat (1), (2), (3). (4) dan ayat () Undang-Undang Momor 23

Tahun 2006
Keterangan:
Pengatwan dalam pasal 44 ayat (1) telah diubah dalam Undang-Undang
Momor 24 Tahun 2013

2} Penjelasan pasal 44 ayaf (3) telah dittadakan dalam Undang-Undamng
Momor 24 Tahun 2013

3) Pasal 44 ayat (1), (2), (3} (4) dan ayai (5} Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013
Katarangan:
Pengaturan dalam pasal 44 ayat (1} merupakan perubahan deri Undang-
Lindang Momor 23 Tahun 2013

4) Paszal 45 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Momor 96 Tabun 2018
5) Pesal 61 dan Pasal 62 ayat (1), {2) dan (3) PERMENDAGR| Nomor 108
Tahun 2013
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&) Pasal4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayal (1), Pasal & ayat (1), (2), (3} dan ayat
(5), Pasal 7 ayat (2) PERMENDAGRI Nomaor 108 Tahun 2018

b. Pencatatan Kematian di Luar Wilayah NKRI
1) Pasal 45 ayat (1}, (2), (3). {4) dan ayat (5) dan Pasal 26 Undang-Undang
Momor 23 Tahun 2008
2} Pazal 102 Undang-Undang Mamos 24 Tahun 2013
3) Pasal 45 ayat (1) dan ayat [2) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018
4) Paszal 63 ayat (1), dan (2), Pasal 64 ayat (1) dan (2) dan Pasal 65
PERMENDAGR| Momor 108 Tahun 2018
5) Pasal4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal & ayat (3). Pasal 7 ayat (2)
PERMEMDAGRI Momor 108 Tahun 2019
2. Pencatatan Kematian di Wilayah NKRI
Satiap kematian wajib dilaporkan ofeh ketua rukun fetangga atau nama
lainnya atau anask atau ahli waris atau keluarga lainnya di Disdukcapll
Kabupaten'ota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempal penduduk
berdomisill.
a. Persyaratan Pencatatan Kematian di Wilayah NKRI
Pencatatan kematian dalam wilayah MNegara Kesatuan Republik
Indonesia déakukan dengan memanuhi persyaratan berupa:
1} Folokopl sural kematian meliputi:

a) Surat kematlan darl dokter atau kepala desaflurah alau yang disebut
dengan nama lain.

b) Sural keterangan kepalisian bagi kematian seseorang yang tlidak jetas
idanitasnya.

¢) Balinan peretapan pengadilan bagl seseorang yang tidak jelas
keberadaannya karena hilang atau mali tetapi tidak diternukan
|enazahnya.

d) Surat pernyatsan kematian dari maskapal penerbangan bagi
seseorang yang tidak |elas keberadaannya karena hilang atau rmati
tetapi tidak ditemukan jenazabinga sesusl dengan ketentuan peraturan
parundang-undangan. Indonesia bagl penduduk yang kematiannya &
luar wilayah negara kesatuan republik Indonesia.

2) Fotokopi Kartu Keluarga atau dokumen perjelanan Republik Indonesia bagi

WHI bukan penduduk atau dokumen perjalanan bagl orang asing.
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bx. Tata Cara Pencatatan Kematian di Wilayah NKRI

Pencatatam kematian dilakukan Disdukcapll Kabupaten/Kota atauw UPT

Dizdukcapd Kabupaten®ota tempat penduduk berdomisill. Pencatatan
kemetian diaporkan fidak hanys oleh anak atau ahl wars tetapi dapal juga
dilaporkan oleh keluarga fainnya, termasuk ketuz RT. Pencatatan kamatsn,
dapat didakukan melaiui;
11 Disdukcapd Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/kata.

a) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaparan F-2.01

dengan menyerahkan parsyaratan;

b} Petugas pelayanan melakukan verfikasi dan validasi ierhadap forrmulir

c

pefaporan dan persyaratan,

Catatan:

Untuk pelayanan secara offfinefiatap muka, persyaratan surat kemadian
yang diserahkan berups fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan)
Chinas Ydak manarik surat kematian a8, WHNI melampirkan folokapi
Fartu Keluarga untuk verfikesi data yang iercantum dakam formulic F-
2.1, untuk pelayanan onfine/dering, persyaratan yvang di scand di foto
untuk diunggah harus asfinya. YWHNI dan CA tidak perly melampirkan
folokapi KTP-el saksi, karena wentitasnya sudah tercantum dalam
formulir F-201, Orang Asing menyerahkan fotokopl  Dokimen
Perjalanan atau fotokopi KITAS/SKTT atau fotokopl KITAPKETP-gl, WHI
bukan penduduk menyerahkan fotokopi dekumen perjalanan Bl vang
meninggal  dunia, dalam  hal teradi ketidakjelasan keberadaan
sesaorang karena hilang atau matl tetapl tidak ditamukan |enazahnya,
percatatan oleh pejabat pencatatan sipll baru didakukan setelah adanya
penetapan pengadilan, Dalam hal terjadl kematian sesecrang vang
lidak jelas idenlitasnya, nstarsl pelaksana melakukan pencataian
kematian berdasarkan keterangan dan kepolisian. Pencatatan kematian
bagi penduduk tidak terdaftar dalam Kartu Relusrga dan dalam
database kependudekan dengan memenuhl persyaratan benupa
folckopi penetapan pengadilan, dalam hal subjek akta tidak tercantum
dalam KK dan databass kependudukan kulipan akis kematan
dibarbitkar tanpa Wik,

Patugas pada Disdukcapl Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil
KabupatenMota melakukan perekaman data dalam  basks data
kependudukan;
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d} Pejabat pencatatan sipl pada Disdukcapil Kabupaten/Mota atau UPT
Disdukcapsl Kabupaten/Kota mencatat dalam regster akia kematian
dan menerbikan kutipan akiz kematian: dan

&) Kutipan akta kematian disampaikan kepada pemohon.

2) Petugas Registrasi Desa'Kelurahan

a) Pemohon mengisl dan menandatangani formuss pelaporan Sefa
manyarahkan pereyaratar;

b} Petugss registras melakukan verifikasi dan validas! ternadap formuli
pelaporan dan parsyaratan;

¢) Petugas registrasi menaruskan formulir pelaporan dan pargyaratan
yang telah dilakukan verfikasl dan validasi formulir pelaporan dan
pareyacatan, kepads pstugas Disdukcapil Kabupaten/®ota atau UPT
Disdukcapil Kabupaten/Kota untuk diterbitkan kutipan akla kematian;

d] Pelugas pada Disdukcapil Kabupsten/Mota atau UPT Disdukcapd
Kabupaten/Kota mefakukan verifikasi dan validasi ferhadap formulic
pelaporan dan persyaralan;

&) Petuges pada Disdukcapll Kabupsten/ota stau UPT Disdukcapi
Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis dala
kepanduedukan

fl Pejabat pencalatan sipll pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Disdukcapil Kabupaten/®ots mencatat dalam register akta kematian
dan mererbitkan kullpan akta kemetan: dan

g} Hutipan akta kematan disampaikan kepada pemanon,

e. Farmulir yang Digunakan dalam Pencatatan Kematian
Formulir yang digunaken dalam pencatatan kematian dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdir darl:
1) Formulir pelaporan pencatatan sipll di dalam wilayah NKRI, dengan kode

F-2.01

2% Formulir hazl pelayanan pencatatan kematian, terdiri dar:

a) Formulir register akla kermatian, dengan kode F-2.17

b Formulir kufipan akta kematian. dengan kode F-2.23.
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3. Pancatatan Kematian di Luar Wilayah NKRI

Pencalatan kematian WNI di Luar Wilayah Megara Kesatuan Republik

Indonesia dicalatkan pada instansi yang berwenang di negara setempal dan
diaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, Apabila negara
setempat lidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi orang asing,
pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indanesia di uar negeri,
a. Pelaporan Hasil Poncatatan Kematian WNI yang Telah Dicatatkanm di
Magara Setempat
1) Persyaratan Pelaporan Pencatatan Kematian

2

Kematian WHI vang telah dicatatkan pada instansi yang benvenang
di negara sstempat, dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia Ji luar
nageri dengan mamenuhi persyaratan barupa:
a} Faotokopi kutipan akta kematian/bukti pencatatan kematian darl negara
satampal
b} Fatokopi dokumen perjalanan Republik Indonesia;
¢) Fotokopi surat keferangan yang menunjukkan domisii stau surat
katerangan pindah luar negeri,

Tata Cara Pelaporan Pencatatan Kematian
Kamatian WHI vang telsh dicatatkan pada instansi vang beraenang

di negara setemnpat, dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia di lvar

neger, dengan tata cara sebagal berikut:

a) Permahon mengisi dan menyerahkan farmulic F-2.02 pelaporan serta
menyerahkan persyaratan;

b} Pejabat pada Perwakian Republik Indonesi di luar neger melakukan
verifikasl dan valkdasi ferhadap formulir pelaporan dan persyaratan;
Catatan: unfuk pelayanan secara offfinefatap muka, persyaratan
kulipan akia kelahiran anak darl negara setempat vang disershkan
berupa fotokopl bukan asli (asli hanyva diperihatkan), Perwakilan
Republik  Indomesia Hdak menarik kutioan akta  kematian/bukti
pencatatan kematian dari negara setempal, untuk pelayanan
online/daring, persyaratan yang di scan/ di folo uniuk diunggah harus
aslinya, folokopi dokemen pedalanan Republik Indonesia atau surat
keterangan vang menunjukkan domisili atau surat kelerangan pindah
luar neger diperukan untuk verfikasi data yang lercanium dalam
formulir F-2.02,
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) Petugas pada Perwakilan Republik Indonesia di kiar neger yang dapal
mengakses basis data kependudukan melakukan perskaman data
petaporan ke dalam basis data kependudukan;

d) Pejabal pencatatan sipil pada Perwakilan Republik Indonesia di juar
neger mencatat laporan dalam daftar pataporan dan menarbitkan surat
bukli pelaporan dan Surst keterangan pelaporan diberikan kepada
Pemohon.

3} Formulir
Kematian WHI yang telah dicalalkan pada inslansi yang berwenang

di negara setempat, diaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar

negen dengan menggunakan formulir sebagai bedkut:

1) Formubr petaporan pencatatan sipil di lear wilayah NERI, dengan kode

F-2.02.
2) Surat keterangan pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dangan kode F-2.26.

b. Pencatatan Kematian WNI di Luar Wilayah HKRI Dalam Hal Megara
Setempat Tidak Menyelenggarakan Pencatatan Kematian Bagi OA

1) Persyaratan Pencatatan Kematian di Luar Wilayah NKRI
Kamatian WHhI di luar wilayah NKRI dalam hal negara setempat fidak
menyelenggarakan pencatatan kematian bagi orang asing, dicatatkan pada
Penwakilan Republik indonasia di luar negeri dangan memenuni persyaratan
berupa:
a) Folokopi surat keterangan kematian dar instansl yang berwenang di
negara =atempat.
b} Fotokopl dokumen perjatanan Republik Indonesia,
] Fotokopi sural keterangam yang menunjukkan domisili afsu swrad
keterangan pindah lear negeri.

2) Tata Cara Pencatatan Kematian di Luar Wikayah NKRI

A
JUK
F

Kematian WHNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian
bagi ocrang asing, dicatatkan pada Perwskilan Republik Indonesia di luar
negeri dengan tata cara sebagai berikut:

a) Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan F-2.02 sera
menyerahkan persyaratan;

b) Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negerl melakukan
verifikasi dan validasi terhadap formulic pelaporan dan persyaratan;
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d)

e)

Catatan:

LUintuk pelayanan secara offfinefatap muka, persyaratan  surat
keterangan kematian darl instans! yang berwenang di negara setempat
yaryg diserahkan berupa fotokopl bukan agil (2si hanya diperfihatkan),
Perwaxian Republlk indomesia di luar neger tdak menark swrat
katerangan kematian dari instansi yang berwenang di negara setempal
asli, untuk pelayanan online/daring, persyaratan yang di scanfdi foto

untuk diunggah harug aslinga, fotokopi dokumen paralanan Republik
Indonesia alau sural keterangan yang menunjukkan domisili atau surat
keterangan pindah luar negen diperlukan untuk verifikasi data yang
tercantum dalam formulir F-2.02,

Petugas pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negerl yang dapat
mengakses basis data kependudukan melakukan perskeman data
pelaporan ke dalam basis dala kependudukan;

Fejabat pencatatan sipil pada Perwakilan Republik Indonesia di luar
neger mencatat dalam registar akta kematian dan menerbitkan kutipan
akiE kenatian, dan

Kutipan akta kemalian disampaikan kepada Pemohon.

3} Formulir

Pencatatan kematian WHI pada Perwakilan Republik Indonesia di luar

neger menggunakan formulir sebagal berikut:
a) Formulir pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI, dengan kode F-

2.02

b) Reglster akia kematian dangan kode F-2.17 dan kutipan akta kematan

dengan kode F-2.23.
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4, Lampiran Formiilir Dalam Pencatatan Kematian

a. Formulir pelaporan pencatatan sipll di dalam wilayah NKRI, dengan kode
F-2.01 (Terlampir pada halaman 24 - 27, BAB Il Poin A Angka 4 Huruf a
Buku Petunjuk Teknis ini).

b. Formulic pelaporan pencatatan sipll di luar wilayah NERI, dengan kode F-2.02
(Terlampir pada halaman 35 - 37, BAB |l Poin A Angka 4 Huruf f Buku
Petunjuk Teknis imi).

. Formulir hasil pelayanan pencatatan kematian, terdin dari:

1) Fosmuir register akta kematian, dengan kode F-2.17, sebagai berikut:

AKTA EEMATEAN
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Formutie 23 - Register Akia Kemalian, dengan koag F-2.17
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Z) Formulir kutipan akta kematian, dengan kode F-2.23
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Formulir 24 - Kulipan Akla Kemallan, dengan kode F-2,23
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J) sural keterangan pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah Megara
Kesatuan Republik Indonesla, dengan kode F-2.26 sebagai berikut:

Surat Meferangem Pelapoesn Perdcatetan Sips o | ued Wilkswah NEH F-2.26

HURAT BETERANCAH PELAPORAN FENCATATAN SIFL
i | EAS WL AYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK IRDONESIA
Wamar .

an Hania Peramiolan Rrgublh nifohesia
= FOTCr di
SUAME ISTRI
CEREGE PERFARIMAN]

yarg iertitcan nish . an tefah tescatal dalam
daflar pencataian . ummmm:mm

Sisial Helerandan Melaperin PEncatslsn ... ... il buksn mergpeken sds ..

Formufir 25 - Buraf keferangan pelaporan pencatatan sipl of lvar wilayah

Negara, dangan kode F-2 26
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H. Pencatatan Pengengkatan Anak

Pangangkatan anax menpakan sakah satu bantuk upaya pemenuhan hak anak
serta perlindungan anak, Pasal 3% Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perindungan Anak, antara lain mengatur penganghkatan anak hanya dapat dilakukan
wniuk kepentingan yang terbaik bagi anak® Pengangkatan anak hakikatnya adalah
perbuatan hukum yang mengalinkan secrang anak dari linghungan kekuasaan
kaluarga orang tua, wall yvang sah stau orang lain yang beranggung jawab atas
perawatan, pendidikan dan membesarkan anak levsebul ke dalam lngkungan
keluarga orang tua angkatnya

Proses hukum pelaksanaan pengangkatan anak, pada prinsipnya melalui 2
(dua) tahap wyaitu tahap pelaksanaan pengangkatan anek (penetapan'putusan
pengaditan afau adal kebiasaan] dan fahap pencatatan pengangkatan anak
Pelaksanaan pengangkatan anak diats berdasarkan Undang-Undang Momor 23
Tahun 2002 tentang Perindungan Anak. 2ebagaimana ielah divbah dengan Undang-
Undang Momor 35 Tahun 2074 lentang Perubahan Atas Undang-Undang Momor 23
Tahun 2002 tentang Perfindungan Ansk beserta peraturan pelaksanaannya.
Sedangkan pencatatan pengangkatan anak distur berdasatkan Undang-Undang
Momor 23 Tahun 2006 téntang Adminisirasi Kependudukan sabagamana telah diubah
dengan Lndang-Undang Momor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Momor 23 Tahwn 2006 tentang Administras: Kependudukan beserta peraluran
paiaksanaannya.

Pangangkatan enak meklui penatapan'putesan pangadilan hakikainys adalah
keputisan hukum mengenal keabsahan sualu pengangkatan anak. Sedangkan
pencatatan pengangkatan anak merupakan pembuatan/penacbitan alat bukt autentik
terhadap pengangkatan anak lersebul. Hasil dari pencalatan pengangkatan anak,
barupa catatan pinggir pada registar akla kalahiran dan kutipan akta ketahiran,

1. Dasar Hukum Pencatatan Pengangkatan Anak
a. Fencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah NKRI
1) Pasal 47 ayal (1), (2) dan ayal (3) Undang-Undang Momor 23 Tahun 2008
21 Pasa 102 Undang-Undang Momor 24 Tahun 2013
3) Paszal 47 Peraturan Presiden Momor 88 Tahun 2018
4) Pasal 65 Pasal 67 ayat (1) dan ayal (2) Permendagn Nomor 108 Tahun
2018

" Fepublik indonesia, Undang - undang Merar 23 Talwn 2002 tentang Perlindungan Anak, Bab VI, Pasal 38
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5) Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayal (1), Pasal 6 ayat (1) dan ayal
(4) Permendagri Nomor 108 Tahun 2018

b. Pencatatan Pengangkatan Anak di Luar Wilayah NKRI
1} Paeal 42 ayat (1), {2), (3}, {4) dan ayat (5). Penjelasan Pasal 47 Ayat (1)
Undang-Undang Nomar 23 Tahun 2006,
21 Pasal 48 ayat (1), (2}, (3} dan ayat (4) Perpres Nomor 96 Tahun 2018.
3) Pasal 68 ayal (1) dan ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) Parmandagri
Momor 108 Tahun 2019
4) Pasal 7 ayat (3), Pacsal B ayat (1) dan ayat (2) Permeandagri Nemor 103
Tahum 2019,
2. Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah NKRI
Pengangkatan anak wajlb dilaporkan cleh penduduk kepaca Drigclubcapd
Kabupaten®ota atau UPT Disdukcapil Habupaten®ola tempat penduduk
berdomisil  seielah dilerimanya salinan penstapan  pengadilan. Kewajiban
relaporkan pencatatan pengangkatan anak adalah orang tua angkal &tau orang
yang dikuasakan di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil
Kabupaten¥ota tempat calon anak angkat berdormisili.

a. Parsyaratan Pencatatan Pengangkatan Anak
Pencatatan pengangkatan anak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:

1) Folokopl salinan peretapan pengadilan tentang pengangkalen anak,
Penatapan atas putusan pengadian negeri stau pengadilan agama,
menerapkan syarat esensial bagi sahnya pengangkatan anak.

2) Kullpan akta kelahiran;

3 Fotokopi Kartu Keluarga orang tua angkat,

4] Fotokopl dokumen parjalanan bagi orang us angkat orang aseng.

b. Tata Cara Pencatatan Pengangkatan Anak
Pencatatan pengangkatan anak dilakukan Disdukcapll Kabupaten/fota
atau UPT Dedubcapi KabupatenKota tempat penduduk berdomisili, dengan
tata car sebagei bankut
1) Pemohon mengis dan menandatangani formullr petaporan (F-2.01) serta

menyerahkan persyaraian;
2} Patugas pelayanan melskukan verfikasi dan validasi terhadap formulr
palagoran dan persyaratan,
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Catatan:

Fetugas pelayanan tidak menarik salinan penetapan pengadilan asl, fotokopi
Kartu Keluarga diperlukan untuk verifikasi dsta yang fercantum dalam foamulie
F-2.01 dan tidak periu KTP-el saksi, ayah kandung, ibu kandung den orang
lua ‘angkal, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01

Dalam hal analisis hukum pencatatan pengangkatan ansk berbeda dengan
lempat ditertelkannya akta kelahiran maka Disdukcapll Kabupaten®ota
fempal anak angkat berdommisil, berkoordinasi  dengan  Disdukcapil
KabupalenKota tempat diterbitkannya akta kelahiran.

3) Petugas pada Disdukcapll Kabupatenola atau UPT  Disdukcapil
Kabupatenota melakukan perskaman  data  dalam  basis  data
kependudukan;

4) Pejgbat pencatatan sipgl pada Disdukcapll Kabupaten/®ota atau UPT
Disdukcapll Kabupaten'Kota membuat catatan pinggir pada register akta
kelahiran dan kufipen akia kelahiran; dan pejabat pencatatan sipll pada
Disdukcapil Kabupaten/Kota atay UPT Disdukcapll Kabupaten'Kota
menyerahkan kutipan akta kelahiran yang telsh diberikan catatan pinggir
kepada pemohen, juga diterbitkan KIA bila belum memiliki KIA sera Kartu
Keluarga orang iua angkat dengan meancantumkan status hubungan dalam
kefrarga zebagal anak dan dalam kolom orang tua tefap lercanfum nama
orang ua kandung.

c. Fomulir yang Digunakan dalam Pencatatan Pengangkatan Anak
Fomulir yvang digunakan dalam pencatatan pengangkatan anask di

Indionesia, terdir dari:

1) Formulir pelaporan pancatatan sipd di dalam wilayah NKRI, kode F-2.01,

2) Catetan pinggir mengenal pengangkatan anak pada register akta kelahiran

dan kutipan akta kedshiran anak, dengan kode CP.04.

. Pencatatan Pengangkatan Anak di Luar Wilayah NKRI

Pengangkatan anak warga negara asing akeh WHI di luar wilayah Negara
kesatuan Republik Indonasia dicatatkan pada instansi yang barwenang di negara
setempal dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesis di luar negeri.
Apabila negara selempat tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak
bag orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republk Indoneska di luar
magar

' VRENCATATAN SiPIL



a. Pelaporan Hasil Pencatatan Pengangkatan Anak yang Telsh Dicatatkan
di Negara Setempat
1) Persyaratan Pelaporan Pencatatan Pengangkatan Anak
Pengangkatan anak warga negara asing oleh WHNI yang teiah
dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat, dilaporkan
pada Parwakilan Republik Indonesia di juar negeri dengan memenuhi
persyaralan berupac
a} Fotokopi bukti pencatatan pengangkatan ansk dari negara setempat;
by Kutipan akta kelahiran anak wria/bukti kelahiran anak WNA;
c) Folokopd dokumen peralanan republik Indonesia orang tua angkal:
d) Fotekopi persetujuan tertulis dari pemerintah republik Indonesia;
e) Fotokopi persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.

2) Tata Cara Pelaporan Pencaiatan Pengangkatan Anak
Pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI yang tetah
dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara satempat, dilaporkan
pada Perwakilan Republk Indonesia di luar neger dengan lala cara
sahagal barikut:

a) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir serta manyerahkan
parsyaratan;

b) Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia di luar nageri malakukan

verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;
Catatan:
Persyarstan bukti pencatatan pengangkstan anak darl negara
setempat, dokumen perjalanan Republik Indonesia orang tua angkat,
perseiujuan jertulis dad Pemarintah Republk Indonesia atau
perseiujuan teriulis dari permnerintah negara ssal anak berupa fotokopi
(ash hanya diperfihatkan];

c) Pelugas pada Perwakilan Republk Indenesia di luar neger yang dapst
mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data
pelaporan ke dalam basis data kependudukan;

d) Pejabat pencatatan sipll pada Perwakilan Republk Indonesia di fuar
negen menarbitkan surat keterangan pengangkatan anak;

8} Sural kelerangan pengangkatan anak diberikan kepada Pemohon;

fi Pemohon melaporkan pengangkatan anak warga negara asing
kepada Disdukcapll KabupatenMeota atau UPT Disdukecapil
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Kabupaten/Kota di tempat tinggainya setetah kembali di Indonesia
untuk direkam dalarm datsbase kependudykan;
q) Disdukcapil Kabupatenota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota
mengukuhkan surat keterangan pengangkatan anak.
3) Formulir
Pengangkatan anak werga negara asing oleh WNI yang telah
dicatatkan pada mstansi yang berwenang di negara setempat, ditaporkan
pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan menggunakan
formulir sabagai berikut;
#) Formulir pelaporan pencatatan sipd di luar wilayah NKRI, dengan kode Fe
2.02,
b} Burat keterangan pengangkatan anak WNA oleh WHNI di Luar Negerl,
dangan kode F-2.27

Pancatatan Pengangkatan Anak WHMNA cleh WHNI di Luar Wilayah NERI
Dalam Hal Negara Setempat Tidak Menyelenggarakan Pencatatan
Pengangkatan Anak Bagi Orang Asing
1} Persyaratan Pencatatan Pengangkatan Anak di Luar Wilayah NKRI
Pengangkatan anak warga ragara asing oleh WHIL di luar witayah
Megara Kesaluan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak
menyelenggarakan pencalatan pengangkatan anak bagl orang asing,
dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia ol luar neger dengan
mamanuhi persyaratan berupa;
a) Fotokopi salinan penetapan pengadian atau sural keterangan
pengangkatan anak sesual ketentuan darl negara setempat;
b} Hutipan akta kelahiran/bukti kelahiran anak warga negara asing: dan
c} Folokopi dokumen perjatanan republk Indonesia orang lua angkat;
d) Fotokopi persetujean tertulis dari pemerintah republik Indonesia;
8) Fotokopi perastujuan tertulis darl pemernintah nagara asal anak
2) Tata Cara Pencatatan Pengangkatan Anak di Luar Wilayah NKRI
Pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WHI di luar
wilayah Megara Kesaluan Republik Indonesia dalam hal negara satempat
tidak menyelenggarakan pancatatan pengangkatan anak bagi orang asing,
dicatatkan pada Perwakilan Republk Indonesia di luar negeri dengan tata
cara sebagai benkut;
a) Pemohon mengis dan menandatangani formulic 2era menyerahkan
parsyaratan;

i,
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b} Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negar melakukan

verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaralar;
Catatan;
Salinan penetapan pangadilan atau surat keterangan pengangkatan
anak sesuai ketentuan darl negara setempat, dokumen perjalanan
Republik Indonesia orang tua angkat, persalujuan tertulis darn
Pemenntah Republik Indonesia atau parsetujuan terlulis dar
pemerintah negara asal anak berupa folokopd (asli hanya
dipariihalkan,

c) Patugas pada Perwakilan Republik Indonesia di luar neger yang
dapat mengakses basis data kepandudukan melakukan perekaman
data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;

d) Pejabat pencatatan sipil pada Perwakilan Repubik Indonesia di luar
nager manerbitkan surat kelerangan pengangkatan anak; dan

&) Surat keterangan pengangkatan anak dibenkan kepada Pemohon,

fi  Pemchon melaporkan pengangkatan ansk warga nejara asing
kepada Disdukcapil Kabupatenota stay UPT  Disdukcapil
Kabupaten/Kaota di tempat tinggalnya setalah kembali d Indonesia
untuek dirskarm dalam database kepandudukan:

g) Disdukcapil Kabupatentota atau UPT Disdukcapll Kabupaten/Fota
menguk uhkan surat keterangan pengangkatan anak,

1} Formulir Pencatatan Pengangkatan Anak di Luar Wilayah NKRI

Pancatatan pengangkatan anak warga negara asing cleh WHNI pada
Perwakilan Fepublk Indonesia di luar negeri menggunakan formulie
sebagai berikut
a) Formulir Pelaporan Pencatatan Sipd di Luar Wilayah NKRI, dengan

kode F-2.02,
b) Surat keterangan pengangkatan anak dengan kode F-2.27.

-



4. Lampiran Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan Pengangkatan Anak

a. Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode
F-2.01 (Terlampir pada halaman 24 - 27 , BAB Il Poin A Angka 4 Huruf a
Buku Petunjuk Teknis inij.

b. Fomulir pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NEKRI, dengan kode F-2.02
(Terlampir pada halaman 35 - 37, BAB Ill Poin A Angka 4 Huruf f Buku
Petunjuk Teknis inf).

c. Formdr hasil pelayanan pencatalan pengangkatan anss

1} Catatan pinggir mengenal pengangkatan anak pada register akta kelahiran
dan kutipan akta kelahiran anak, dengan koda CP.04. sebagai berikut:

CATATAN PINGGIR
PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama

.......................... HOMMION 1 ts e s samissasspansesssass LATEESE
v INE R T SRR . T R — , adalah
anak angkat sah dan .......oormeen I - S——
........ PR || VS
Pejabat Pencatatan Sipil.........
|, || AR T S R a

Formulir 26 - Catatan pinggir mangenal pangangkatan anak padsa register
akfa kelahiran dan kulipan akla kelahiran anak, dengan kode CP.04




2) Surat keterangan pengangkatan anak WNA oleh WHNI di Luar Neger,

dangan kode F-2 27, sebagal berkut

SURAT KETERANGAN PENGANGEATAN ANAK
WNA OLEH WHI DI LUAR WILAYAH NKFRI
I e i b S
Kepada Semua vang Berkepentingan
Pejabat Pencatatan Sipll Kedutaan Besar/Korsulat lenderal/Konsulat
Repubdik, INDONESIE i inami s s s s s - meneranghan
bakvwta anak Laki-laki/ perempuan Bermam, me e s s s i
[ [ < —————— B - | . 1 B
) SR Mormor AkES KElahIran, e e seiss o sssmsassiian . anak
kandung pasangan suamifisti dar e e o BB L i s i i
berdasarkan  Surat  Putusan/Penetapan  Pengangkstan  Arnak  darl
PRI o w1 s s prmtmsem o et i o s i st Tl i
Tanggal..o.cuic T b i e danfatau Sural Keterangan Penganghatan
Anedk dark, oo s s ————— - L R
TR 71 PRl SR 1 1] R ——
telah diangkat oleh passngan suami/ B e [ T |; RO
............................................................... ;) TR | TR
.............. [ =To T L T T e
............................................................... PIOVIEL cocnmnim i rrais
e i e o A 20
Pejabat Fencatatan Sipil
pada Perwrakilan Republik Indonesis
MIF.

" Formutir 27- Surat Keterangan Pengangkatan Anak WNA aleh W/ df
Luar Wilavah NHRY
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Pencatatan Pengakuan Anak

Proses pengakuan anak setagal pemenuhan hak anak untuk memperoleh
Identitas dan mengetahul asal usul dari secrang anak yang baru lahir. Pengakuan anak
berdasarkan Undang-Undang Momor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Alas
Undang-Undang Momar 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diartikan
batwa pengakuan seorang ayah terhadsp anaknya yang lahir dan perkawinan yang
sah menurut hukum agamailpanghayat kepercayaan terhadap Tukan Yang Maha Esa
dan disewjul oleh ibu kandung anak tersebut, Sebelumnya, Undang-Undang Nomar
23 Tahun 2006 ftentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa
pengakuan anak merupakan pengakuan secrang ayah terhadap anaknys yang lahir
di luar ikatan perkawinan sah alas persetujuan bu kandung anak tersebul, Walau
demikian ketentuan pengakuan anax cleh seorang ayah terhadap anaknya yang Ishir
di luar katan perkawinan sah dimaksud, etap dapal difaksaneken pencatalan
berdasarkan penetapan pengadilan.

1. Dasar Hukum Pencatatan Pengakuan Anak
a. Pasal 49 ayat (1), (2) dan ayat (3], Undang-Undang Momor 23 Tahun 2006
Keterangan ;
1) Penjelagan Pasal 49 ayat (1) telah diubah dalam Undang-Undang Nomior
24 Tahun 20173;
2) Pasal 49 ayat (2) telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013
b, Paszal 48 avat (1), (2), dan ayat (3L Pasal 102 Undang-Undang Nemor 24
Tahun 2013
Katerangan :
1} Pengaturan Penjelasan Pasal 49 ayal (1) memupakan perubahan dari
Undang-Undamg Momor 23 Tabun 2006
2} Pengaturan Penpefasan Pasal 49 ayat (2) memupakan perubahan dan
Undang-UWndang M0 23 Tahun 2006
¢. Pasal 49, Pasal 51 ayal (1) dan ayat (2], Perpres Nomor 36 Tahun 2018
d. Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2}, Pasal T1 ayat (1) dan ayai (2}, Pasal 72 ayai (1)
dan ayat (2}, Pasal T3 ayal (1) dan ayat {2}, Pasal T4 ayal (1) dan ayat (2},
Parmmendagr Momor 108 Tahun 2019
e. Pasal 4 ayat (1) dan ayat {2}, Pasal 5 ayat (1), Pasal & ayat (1), (3}, {4} dan
ayat (5), Pasal T ayal (2}, Pasal 8 ayat (1) dan ayal {2} Permendagr Nomor
109 Tahun 20159
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2. Pencatatan Pengakuan Anak di Wilayah NKRI
Pengakuan anak wajb dilaporkan oleh orang tua kepada Disdukcapil
Kabupaten/Kota dan UPT Disdukcepil Kabupaten/Meta tempal preemviucul
berdomisi.

a. Pencatatan Pengakuan Anak di Wilayah NKRI
1) Persyaratan Pencatatan Pengakuan Anak di Wilayah NKRI
Pencatatan pengakuan anak datam wilaysh NKRI dilakukan oleh

Disdukeapil Kabupaten/ota dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat

penduduk berdomisili, dengan memenuhi persyaratan berupa:

a) Surat pernyataan pengakuan anak dari zyah biologis yang disstuju obeh
ibu kandung atau fotokopl penetapan pengadilan mengensi pengakuan
anak jika ibu kandung Orang Asing;

b) Folokopl surat kelerangan telah teradinya peckawinan dar pemuka
agama atau penghayal kepercayaan terhadap Tuhan YME;

&) Kuiipan akta kelahiran anak;

d} Fotokopi Martu Keluanga ayah atau ibu;

g) Fotokopl Dokumen Perjaianan bagl ibe kandung Orang Asing.

7) Tata Gara Pencatatan Pengakuan Anak di Wilayah NKRI
Pancatatan pengakuan ansk dilakukan Disdukcapil KabupatenKota

atau UPT Disdukcapil Kabupatan/Kota tempat penduduk berdomisili, dengan

tata cara sabagai besikut

a) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir petaporan F-2.01 serta
menyerahkan persyaratan.

b) Petugas palayanan melkukan verfikasl dan validasi terhadap formulir
pElaporan dan persyeratan,
Catalan:
Persyaratan surat keterangan telah terjadinya perkawinan dar pemuka
agama atau penghayat kepercayaan terhadep Tuhan Yang Maha Esa
berupa foiokopi (asli hanya dipeiihatikan), Dinas tidak menark surat
keserangan telah terjadinga perkawinan dari pemuka agama atau
penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Tuhan Yang Maha Esa asli.
folokopi Kartu Keluarga diperlukan untuk verffikasi data yang tercantum
dalam formulir F-2.01, fidak perilu KTP-el saks:, ayah kandung dan ibu
kandung karena identitasnya sudah tercantsm dalam formulie F-2.01.
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AR ENNS, SECRUATAN RENCATATAN S, )




cl Petugas pada Disdukcapil Habupaten'Wota atau UPT Disdukcapil
Kabupaten/Wota melskukan perekaman data dalam data  basis
kependudukan:

d) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapll KabupatenKota ataw UPT
Disdukcapil Kabupatan/Kota mencatat dalam register akta pengakuan
anak dan menerbitkan kutipan akia pengakuan anak;

&) Pejabal pancatalan sipil pada Disdukcapil kabupaten/ kota atau UFT
Disdukcapil Kabupaten/fota membuat catatan pinggir dalam register akta
kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan

fi Kulipan akia pengakuan anak dan kutipan akta kelabiran yang talah
dibarikan catatan pinggir dsampaikan kepada pemohon,

Farmulir yang Digunakan dalam Pencatatan Pengakuan Anak
Formulr yang digunakan dalam pencalatan pengakuan anak di
Wilavah Megara Kesatian Republik Indonesia, terdin darn:
a) Formulir pefaparan pencalatan sipil di dalam wilayah NERI, dengan kode
F-2.01, terlamgpir.
b Formulir kelengkapan persyaratan pancatatan pengakuan anak berupa
sural pernyataan pengakuan anak, dengan kade F-2.10.
£} Fommulir hasil pelayanan pencatatan pengakuan anak di wiayah Negara
Fasatuan Republik Indonasia, terdin dart;
(1) Formulir register akta pengakuan anak, dengan kode F-2.18.
(2] Formuiir kutipan akia pengakuan anak, dengan kode F-2.24.
i3) Catatan pinggir pengakuan anak pada register akta keiahiran dan
kutipan akia kelhiran, dengan kode CP.05

b. Pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah
menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuban Yang Maha Esa

Persyaratan Pencatatan Pengakuan Anak

Fancatatan pengakuan anak yang dilahirkan di lear perkawinan yang
sah menunst hukum agamakepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esadi
wilayah MNKRI| ditakukan oleh Disdukcanil Kabupaten/®ota dan UPT
Disdukcapil Habupatenfota tempal penduduk  berdomisili,  demgan
memenuhi persyaratan berupa:
a) Fotokopl salinan penetapan pengadilan
b} Kutipam akta kelzhiran anak;
) Fotokopi Karfu Keluarga avah atau iba.
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Z) Tata Cara Pencatatan Pengakuan Anak
Pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawman
yang sah mentmnl hukum sgama/ kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa di witayah NKRI dilakukan obeh Disdukcapil KabupalenKota dan
UPT Disdukcapll KabupatenKota tempat penduduk berdomisil, dengan
taia cama sebagal berkut;
a) Pemochon mengisi dan menandatangani formulir pelaparan F-2.01 serta
menyerabkan persyaratan:
b} Patugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formmulir
pelaparan dan parsyaratan,
Catatan;
Persyaratan salinan penestapan penpgadian yang diserahkan berupa
fotokopi bukan asi (asli hanya diperihatkan), dinas tidak menarik salinan
penetapan pengadilan asli, folokepl Karu Kelusrga diperiukan uniuk
verifikasi data yang ercantum dalam formaulis F-2.01, tidak perly KTP-gl
saksi, ayah kandung dan lbu kandung karena identitasnya sudah
fercantum dalam formiuie F-2.07.
o] Pelugas pada Disdukcapil Kabupaten/ota atau UPT Discukcapil
Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam data  basis
kapandudukan;
d) Pejabat pencatatan sipil pada Discukcapil Kabupaten'Kota atau UPT
Disdukcapil Kabupaten®ola membauat catatan pingglr dalam register akia
ketahiran dan kutipan akta kelahiran dan kutipan akta kefahiran yang telah
diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

3) Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Pengakuan Anak
Formulir yang digunakan dalam pencatatan pengakuan anak yang
dilahirkan di luar perkawinan yang sah menwrut hukum agamakepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah Negara Kesaluan Republik
Indonesia, terdiri dari;

a) Formulir Petaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI, dengan
hkode F-2.01

b} Catatan pinggir pengakuan anak pada akta kelahiran dengan kode
formular CP.OE,

»”, . T, e, e RO
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3. Pencatatan Pengakuan Anak di Luar Wilayah NKRI

a. Pencatatan Pengakuan Anak Bagi WNI Bukan Penduduk
1) Parsyaratan Pencatatan Pengakuan Anak Bagi WHNI Bukan Pendudulk
Fancatatan pengakuan anak bagi WNI bukan Penduduk dilakukan
dangan memanuhi parsyaratan berupa:

a) Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh
Ibu kanduryg atau penetapan  pangadilan mengenai pengakuan anak jika
ibw kanduryg Crang Asing;

b} Folokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan darl pemuka
agama atau penghayal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

C) Kiutipan akla kelahiran anak;

d} Fatokopl dakuman perjalanan Repubik Indonesia.

2) Tata Cara Pencatatan Pengakuan Anak Bagi WHNI Bukan Penduduk
Pencatatan pengakuan anak bagl WHNI bukan Penduduk dilakukan
pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dengan tala cara sebagal
besikut

a8} Pemaohon meangisi dan menandatanganl formulir  pelaporan  serta
manyerahkan persyaratan,

b) Pajabat pada Penwvakilan Republic Indonesia di luar neger metakukan

varifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;
Caltatan:
Surat keteramgan tedah tarjadinga perkewinan dar pemuka agama atau
panghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berupa fotokopi
bukan asli (esli hanyva diperibatkan), Dinas fidak menark surat
keterangan lelah lerjadinya perkawinan darl pemuka agama atau
penghayal keparcayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa asli.

€) Petugas pada Perwakilan Republic Indonesia di luar negeri yang dapat
menjasses basls data kependudiukan melakukan perekaman data
pelaparan ke dalam basis data kependudukan;

d} Pejabat pencatatan sipdl pada Perwakilan Republik Indonesia di luar
negeri mencatat dalam reglster akla pengakuan anak dan menerbitkan
kutipan akta pengakuan anak dan membuat calatan pinggir dalam regisber
akta kelahiran dan kufipan akta kelahiran;

&) Kutipan akts pengakuan anak dan kutipan akia kelahiran yang telah
dibedkan catatan pinggr disampaikan kepada Pemohon

'RENCATATAN SiAIL



3) Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan Pengakuan Anak Bagi WHNI
Bukan Penduduk
Fomulir yang digunakan dalam pencatatan pengakuan anak WHNI
bukan Panduduk di luar wikayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdirl
diari:
a) Formufir Pelaporan Pencatatan Sipil di Luar Wilayah NKRI, dengan kode
F-Z.02, tarlampir,
b) Formulir kelengkapan persyaratan pencalatan pengakuan anak berupa
Surat Pemyataan Pengakuan Anak, dengan kode F-2.10,

e ) Formulir hasil pelayanan pencatatan pengakuan anak di wilayah MNegara
Kesatuan Republik Indonesia, terdin dari:
L {1} Formulir register akta pengakuan anak, dengan kode F-2 18,
(2) Formulir kutipan akta pengakuan anak, dengan kode F-2.24,
o (3) Catatan pinggir pengakuan ansk pada register akla kelahiran dan
kutipan akia kelairan, dengan kode CP.05.
3 b. Pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah
menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi
e Wi Bukan Penduduk di Luar NKRI
Pancatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah
“ menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi WHI
bukan penduduk i lvar wilayah NERI dilakukan di kantor Perwakilan Republsk
LN Indonesia di luar negeri.
1)} Persyaratan Pencatatan Pengakuan Anak Bukan Penduduk di Luar
L NKRI
Pancatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar pefkawinan yang
L ssh menurut hukum agamalkepercayaan ferhadap Tuhan Yang Maha Esa
bagi WHI bukan penduduk dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:
a) Fatokopi salinan penetapan pengadian dari pengadilan yang berwenang
g sasuai dengan keteniuvan peraturan perundang-undangan;
b} Kulipan akia keishiran anak, dan
¢ Folokopi dokumen pedalanan Republik Indonesia
LS8

neriﬁﬁ'E"“ﬁFﬂHﬁf‘:ﬁ.-mﬁh SIAIL \\\\ 91
L i i o



2) Tata Cara Pencatatan Pengakuan Anesk Bukan Penduduk di Luar NKRI
Pencatatan pengakuan anak yang dilshirkan di luar parkawinan yang
sah manurud hikum agamakeparcayaan terhadap Tuban Yang Maha Esa
bagi WN| bukan penduduk dilakukan pada Perwakiian Republik Indonesia

3

di luar negeri, dengan tata cara sebagai bernkul.

a)

&)

d}

&)

Pemahon menglsi dan menandatangani formulir pefaporan F-2.02 serta
manyerahkan persvaratan;

Pejabat pada Parwakilan Republik Indonesia di luar negen metakukan
verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;
Catatan;

Persyaratan safinan penetapan pengadilan yang diserahkan berupa
fotokopi bukan asll (asll hanya diperlihatkan), Perwakilan Repubiik
Indonesia di luar neger lidak menarik salinen panstapan pengadilan
asli,

Perwakilan Republik Indonesia di luar neger mengakses basis data
kependudukan untuk melakukan parekaman dala pelaporan ke dalam
basis data kependudukan;

Pejabal pencatatan sipil pada Perwakilan Republik indonesia di luar
negeri membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan
kutigan akta kefahiran;

Kutipan akta kelahiran yang tekah diberikan catatan pinggir disampgaikan
kepada Pemohaon.,

Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan Pengakuan Anak Bukan
Penduduk di Luar NKRI

Formulir yang digunekan dalam pencatatan pengakuan anak yang

dilahirkan di luar perkawinan yang sah menunt hukum agama/keparcayasan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagl WNI bukan Penduduk di luar NKRI,
tesrcin dari:

a) Formulir Pelaporan pancatatan sipd i Luar Wilayah NKRI, dengan kodg

F-2.02.

b} Calatan pinggir pengakuan anak pada akia kelahiran dengan kode

/774

farmulir C2.06.
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4. Lampiran Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan Pengakuan Anak

a. Formulir palaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode
F-2.01 (Terlampir pada halaman 24 - 27, BAB |l Poin A Angka 4 Huruf a
Buku Patunjuk Teknis ini).

b. Formulir pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah MKRI, dengan kode F-2.02
(Terampir pada halaman 35 - 37, BAB Il Poin A Angka 4 Huruf f Buku
Pelunjuk Teknis ini).

c. Formulir kelengkapan percyaratan pencatatan pengakuan anak berupa Surat
Pamyataan Pengakuan Anak, dengan kade F-2.10 sebagal berikut :

HKOP IMNAS HEPENDUDLNAN DAN PENCATATAN S1PIL
HABUPATENMOTA. ........

SURAT PERYATAAN PENGAKILLAN AMAK

¥ang bertanda tanpan di baeah ini
Mg

(]9

Tempalinnggal kb

Pekorjsan

A mmat

-:l-u;m imi rmenyalakan reengakigl Searang m
bislogis sayE:

Mama =

NI

A ew il sl
Tempattanggal sk
Momar Akls Eslahdran
TangpalBulan/Tahon Akia Kokahiran i

Dinas Kabdota Yig :

Akta Hrlahiran

A lamat Dinas Daukoapi

yang merupakan anak Eandung ﬂllﬂi!'l:l'l'-'lﬂ i ¢
Mama

(1108 :
Tempatianggal labsr 1

Frekorjaan

A iaamal H

Demikinn surat permyataan inlk saya bust dengsn
sebanamya, saya bersedia memenubi bewajikan dan
lenggung jawsb stas  pangakuan anak yang saya

TR IELN L

imyatakan ini.
i e . i e s 1
MenyEljui
v Kandung Anak Yang Membual Pernyataan
Emperai 6000

Formudir 28 - Surat Pernyalaan Pengakuan Anak, dengan kode F-2.10
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d. Formulir hasil palayanan pancatatan pengakuan anak, terdir darl;
1) Formulir register akta pengakuan anak, dengan kode F-2.18, sebagai

berikut:
AKTA PENGAKLIAMN AMNAK
L p———
Mo ke
MK ey Kandung @ — e

NIK Sval Kandang © ...

rada s i ., tanggal . bule, veverer BRI il i
dihsdagan cays Eapaly

. TP T Pt e e TS L R e e T
R S ——
slamal bempat Hngpsl

Hasuat Lermpat tinggal

Menerangian  kepada saya  bahwa mereka mengalesd  secrarg  anak el

lakl pevernpuen bermame ... AN o L (TR SRS L e - |
targgsl tahuin,,... pektul dar
ibrinym DENaE . KBlERiran &nak tersebob telah dicatabhss
dengan Akts Kelahires nomor .. IlmrggEal . (LT T— Pensairlas
Pengaloaan &nak daabidan ol

s e S KT M AN . pEEENBEN .
mlamat tempat tnggal ... .

Setelah Aktas Pengalosaan &Snak inl dbscakan dan dijeleskin, ditandatangant aleh para
penghadap, il das saya

T o Thrghan Tardn temgan Pephet Pemcatabar Sipd
i Kanadhamg Figah Kandung

Formulir 20 - Ragister akta pergakuan anak, demgan kode F-2.18




-
T
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2} Forrmulie kutipan akta pengakusn anak, dengan kede F-2.24, sabagai

berikul
Homor brackuk Kepanckadik an ;
Permonal Regsiration Numibaer
PEMCATATAR SIPIL
REGISTRY OFFICE
WARGA NEGARA :
H.u.'rmn.l_l'l"'r'

KLITIPAR ARTA PEMGAKLAN AMAK
EXCERT OF CHILD ACKNOWLEDGEMENT CERTIFICATE

Berdasarkan Akia Pengakuan Anak Momeor

By V|mr=d[:l-|1mm|:ruiadgmnt Cerbficate Murmber
bahw a di ke

thiat i

sECH i) ARk Dernaama ...

a chlild by nams of

Cin date ofn year

talah diakoul sebega anak kandungriya aleh .
hsum-naclu-uuleﬂum ﬂsthatrrhiﬂ!:y

dan .. L

and

Kutipsan ini cilchuarkan ...
The excerpl @& EEued
Pada tangpal
i datbe

Pejabal Pencatatan Sipil ..
Officer of Givi F-‘n'{er-'rmrun

Farmullr 30 - Kutipan akia pengakuan anak, dengan kode F-2.24

3) Catalan pinggir pengakuan anak pada register akla kelahiran dan kutipan
akta kedviran, dengan kode CP.05, sebagai barkut:

CATATAN PINGGIR
PENCATATAN PENGAKUAN ANAK
Berdasarkan Akta Pengakuan Anak Nomor ... oo tanggal
. . bulan ... covens tahun ... yang ditarbitkan
o e o bahwe .. lelah ikl

sebagal anak ulueh ..........................................

Formulir 31 - Cafatan pinggir pengakuan anak pada ragister akfa
kolahiran dan kutipan akta kelahiran, dengan kode CP.05
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4) Catatan pinggir pengakuan anak pada akta kelahiran dengan kode formular
CP.06.

CATATAN PINGGIR
PENCATATAN PENGAKUAN ANAK BERDASARKAN
PENETAPAN PENGADILAN

Berdasarkan Penstapan Pengadian............. Nomor ...

tanggal ....... bulan ..., Tahun bakwa -
telah diakui sebagai anakoleh ...

Pejabat Pencatatan Sipil._.. ..

MIP

Formuliv 32 - Calatan Pinggir Pencafatan Pengakuan Anak Bardasarkan
Panetapan Pengadian
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J. Pancatatan Pengesahan Anak

Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir darn
parkawinan vang telah sah menunt hukum agama dan pads saal pencaiatan
perkawinan darl kedus orang fua anak tersebut lelah sah menurut hukum negara.
Dalam pencatatan pengesahan anak tersebut, dilakukan dengan membuat catatan
pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran'”. Pengssahan anak
juga dapat dilakukan pencatatan metalui proses pengakuan anak yang telah dilakukan,
pada sast pencatatan perkawnan orangiuanya, dan pengesahan anak dapat juga
dilakukan tanpa melaiui pengakusn anak, yakni diakukan bersamaan dengan
pengesahan perkawinan orengtuanya berdasarkan penetapan atau  pubssan
pengadilan negern atau pengadilan agama,

Dalam substansi perubahan Undang-Undang yang berkattan dengan
pencatatan sipll adalah termasuk dalam hal pencatatan pengakuan dan pengasahan
anak. Dalam LUndang-Undang MNomor 23 Tahun 2008 tenlang Administrasi
Kependudukan, pengakuan anak dan pengesahan ansk harya berlaky untuk
penduduk yang beragama non muslim. Sebab, untuk penduduk yang befagama lelam,
pengakuan anak dan pengesahan anak belum dapat dicatatkan, karena hukum Iskam
tidak mengenal pengakuan anak dan pengesahan anak.

Di dalam perubahan Undang-Undang Momar 23 Tahun 2008, dipertegas bahwa
pengakuan anak dan pengesahan anak dapat diakukan oleh pendeduk yvang telah
milaksanakan perkawinan agama secara sah. Dengan demikian, dalam perubahan
Undang-Undang tersebuf, pengakuan anak dan pengesahan anak tidak dibedakan
untuk penduduk yang beragama fslam maupun non-Ruskm,

Terdapat pergese-an pengertian pengesahan anak, sebelumnys diarikan
bahwa pengesahan status seorang anak yang kahir di luar ikatan perkawinan sah pada
saal pencalatan perkawinan kedua orang fua anak tersebut Hal ini terdapat dalam
penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diubah menjadi
pengesahan slatus secrang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut
hukum agama, pada saat pencatalan perkawinan darl kedua orang tua anak tersebul
telah sah menurnt hukum negara. Namun demikian pencatatan pengesahan anak olah
gaorang ayah terhadap anakrya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah menurut
hukum agama atau kepercayaan tedhadap Tuhan Yang Maha Esa, dapat dilakukan
pencatatan berdasarkan penetapan pengadian

" |ndoniesia. PerEtuman Menter| Dalam Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Homier 96
Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Car Pendaftaran Pendudulk can Pencatatan Sipil, Permendagn No.
10E Tahun 201%, BN Mo, 1789 Tanhus 2013, P TF.
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1. Dasar Hukum Pencatatan Pengesahan Anak
a. Pasal 50 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Momaor 23 Tahun 2008

Keterangan ;

Perjelasan Pasal 50 ayat (1), (2) dan ayat (3] telah dubah dalam Undang-
Undang Momor 24 Tahun 2013

. Pasal 50 ayat (1), (2), dan ayat (3), Pasal 102 Undang-Undang Momor 24
Tahun 2013

Keatarangan ;

Pengaturan dalam Pasal 50 ayat (1), (2), dan ayat {3) merupakan perutahan
dari Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2006 Penjelasan Pasal 50 ayst (13

. Pasal 50 ayal {1) dan syat (2), Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan
Prasidan Nomor 86 Tahun 2018

. Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7T ayat (1)
dan ayat (2), Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2] Permendagr Momor 108 Tahun
20189

Pasal 4 ayat (1) dan ayst (2), Pasal 5 ayat (1). Pasal 6 ayat (1), (3), (4) dan
ayat (5), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayal () Permendagri Nomar
106 Tahun 2019

. Pencatatan Pengesahan Anak di Wilayah NKRI

Pangesahan anak wajb dilaporkan oleh orang tua kepada Disdukcapil

Kabupsten/ota dan UPT Disdukcapil Kaebupaten/Kota tempat penduduk
berdomisii

Pencatatan Pengesahan Anak di Wilayah NKRI
1) Persyaratan Pencatatan Pengesahan Anak di Wilayah NKRI
Pencatatan pengesahan anak bagi penduduk WHNI dilakuian dangan
mamenull parsyaratan berupa

6. Kutipan akia kelahiran;

d, Folokopi kutipan akta perkawinan yang menarangkan terjadirya
peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan lerhadap tuhan yang
maha esa tedadi sebelum kelahiran anak;

e. Fotokopi karu keluarga orang tua.

\PENCATATAN SIPIL




Pencatstan pangesshan anak bagi Orang Asing dilakukan dengan

memenuhl persyaratan berapa:

&) Kutipan akta kalahiran;

b) Fotokopi kulpan akta perkawinan yang menerangkan terjadinys
peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terfadap tuhan yang
maha esa terjadi sebalum kelahiran anak;

¢) Fotokopi Karu Kelsarga crang tua; dan

d) Fotokopi dokumen perfalanan bagi ayah atau ibu orang asing.

2} Tata Cara Pencatatan Pengesahan Anak di Wilayah NKRI
Pencatatan pengesahan anak bagl penduduk WNI dan Orang Asing
ditakukan oleh Disdukcapil KabupatenKota dan UPT Disdukcapil

Kabupalen/Kota tempat pendudek berdomisili, dangan tata cara sebagal

besikut:

a) Pemohon mengisi dan menandatangani formulr pelaporan F-201
sarla menyerahkan persyaratan;

b} Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validas| terhadap formulir
pelaporan dan persyaratan;

Catatan:

Kutipan akita perkawinan yang menerangkan feradinya penstiva
perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
terjadi  sebelumn  kelahiran anak berups  fplokopi, asli hanya
deperlinatkan dan Dinas fidak menarik kutipan akta perkawinan ask,
folckopi Kartu Ksluarga diperiskan unfuk verifikasi dalta yang
tarcartum datam formulic F-2.01, fidak perlu KTP-al saksl karena
identitasnya sudah tercantum dalam formuedir F-2.01.

c) Petugas peda Disdukcapil Kabupaten/kota atau UPT Disdukcapd
Kabupaten'ola melskukan perskaman data dalam basis data
kependudukan;

d) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/ota atau UPT
Diadukcapil Kebupaten¥ota mencatal dalam  register akis
pengesahan anak dan menerbdkan kutipan akta pengesahan anak

@) Pejabal pancatatan =ipll pada Disdikcapil Kabupatan/ata atau UPT
Disdukcapil Kabupatan/ata membuat calatan pinggir dalam regisies
akta kelahiran dan kutipan akis kelahiran; dan

f) Kutipan akta pangesahan anak dan kutipan akia kelahiran yang tetah
diberikan catatan pinggir disampaikan kepada pemchon,

TSRNAY
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3} Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan Pengesahan Anak di

Wilayah NKRI

Formulr yang digunakan dalam pencalaian pengesahan anak

Penduduk WHNI dan Orang Asing di Wilayzh Negara Kesatuan Republi

Indonasia, terdin dari:

a) Formulir pengajuan pelayanan pencaiatan pencatalan pengesahan
anak FPenduduk WHI dan Orang Asing di wilayah Megara Hasaluan
Repubdik Indonesia, dengan kode F-2.01.

bl Formulir hasil pelayanan pengesahan anak Penduduk WHNI dan Orang
Aming, terdiri dai:

1) Formulir register akia pengesahan anak, dengan kode F-2.18,
21 Foemulir kutipan akia pengesahan anak, dengan kode F-2 25,
3) Fommulir cetatan pinggir pencatatan pengesahan anak, dengan
kode CP.OY.
b. Pencatatan Pengesahan Ansk yang Dilahirkan Sebelum Orang Tuanya
Melaksanakan Perkawinan Sah Menurut Hukum Agama atau Kepercayaan
Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

1) Persyaratan Pencatatan Pengesahan Anak

Fencatatan pengesahan anak penduduk yang dilahirkan sebelurm
orang fuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama alau
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan oleh Disdukcagpil
Kabupaten'kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempal panduduk
berdomisili berdasarkan penetapan pengadilan.

Pancatalan pangasahan anak panduduk yang dilahirkan sebeum
orang wanya malaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atad
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan dengan
memanuhi persyaratan berupa;

a) Folokopi salinan penelapan pengadilan;
By Kulipan akta kelahiran: dan
¢} Folokopd kartu keluarga.
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2)

3)

Tata Cara Pencatatan Pengesahan Anak

Pencatatan pangesahan anak penduduk yang dilahirkan sabelsm
arang tuanya melaksanakan parkawinan sah menurut hukum agama atau
kepercaysan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan cleh Disdukeapil

Kabupaienota dan UPT Disdukcapi Kabupaten/ota tampat penduduk

bardomizili, dangan tata cara sebagai barikut:

a) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.01 serta
meenyerahkan persyaralan;

b) Petugas pelayanan melakukan verfikasi dan validasi terhadap formulir
pelaporan dan parsyaraian,

Coatatan:

Dinas tidak menarik salinan paretapan pengadilan asi, fotokopl kartu
keluarga diperiukan untuk verifikasl data yang tercantum dalam formulir
F-2.01 dan tidak perlu KTP-gl saksl, ayah kandung dan ibu kardung
karena ideniitasnya sudah tercantum dalam formulie F-2.01.

) Petugas pada Disdukcapl Kabupatenkola atau UPT Disdukcapil
Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data
kependudukan;

d) Pejabat pencatatan sipll pada Disdukcapil Kabupaten/ota atau UPT
Disdukeapil Kabupaten'®ota membuat catatan pinggir dalam register
akta kelahiran dan kulipan akta kelahiran; dan

@) Kulipan akta kelahiran yang telah diberikan cafatan pinggir
disampaikan kepada Pemohon.

Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Pengesahan Anak

Formulir yang digunakan dalam pencatatan pengesahan anak
penduduk  yang dilahifkan sebelum omang fuanya melaksanakan
perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercaysan terhadap

Tuhan Yang Maha Esa di Wilayah Negara Kesatsan Repubiik Indonesia,

terdirl dari:

a] Formulir pelaporan pancatatan sipll di dalam wilayah NKRI, dangan

koda F-2.01.

b} Catatan pinggir mengenal pengesahan anak berdasarkan pengadilan

pada akla kelahiran dengan koda CP.0B.
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3. Pencatatan Pengesahan Anak di Luar Wilayah NKRI
Pengesahan anak bagl WHNI bukan penduduk di Luar Wikavah Negara
Kesatuan Republik Indonesia wajlb dilaporkan oleh orang tua pada Penvakilan
Republik Indonesia di luar negeri
Pencatatan Pengesahan Anak Bagi WHI Bukan Penduduk di Luar NKRI
1) Persyaratan Pencatatan Pengesahan Anak Bagl WHNI Bukan
Penduduk di Luar NKRI

Fencatatan pengesahan anak bagl YWHNI bukan Penduduk di luar

wilayah Negara Hesatusn Republik indonesia dilakukan oleh Persakilan
Republik Indonesia di luar neger. Pencatatan pergesahan anak bagi Wi
bukan penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dilakukan dengan memenuhi persyaratan bemupa:

&) Kutipan akla kelahiran,

b) Folokopd kulipan akis perkawinan yang menerangkan terfadinya

peristiva perkawinan sebelum kelahiran anak; dan

¢} Fotokopd dokumen perjatanan Republik Indonasia,
2) Tata Cara Pencatatan Pengesahan Anak Bagl WNI Bukan Penduduk
di Luar NEKRI

Pancalatan pengesahan anak bagi WHNI bukan Penduduk di luar

wilayah Megara Kesatuan Republik Indonasis dilakukan oclah Perwakian
Republik Indonesia di luar neger, dengan 1ala cara sebagal berkut:

a) Pamohon mengisi dan menandsatangani formuir pelaporan sera

menyerahkan persyaratan:

b) Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia di uar negeani melakukan

&)

verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaraian;
Catatan:

Kulipan akla perkawinan yang mensrangkan terjadinya perstiva
perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha
Eza terjadi sebelum kelahiran anak berupa folokopl, asf hanya
diperlihatkan, Perwakian Republik Indonesia di luar negen tidak
menarik kulipan gkia pekawinan asll dan fotokopi Dokumen
Penalanan Repubdik Indonesia

Patugas pada Perwakilan Republik Indonssia di luar negeri dapal
mengaksas basis data kKependudukan wntuk melakukan parekaman
data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;

5, i

LRYANRAN RENCATATAN SIPIL



3

d} Pejabal pencatatan sipil pada Perwakilan Republk Indonesia di luar
negeri mencatal dalam reglster akia pengesahan anak dan
mierarbitkan kutipan akta pangesahan anak;

) Pejabat pencatatan sipll pada Perwakilan Republik Indonesia di luar
neger membuatl calatan pinggir dalam register akia kelahiran dan
kutipan akta kelahiran; dan

f} Kutipan skta pengesahan anak dan kufipan akta ketahiran yang telah
diberikan catatan pinggir desampaikan kepada Pemohon,

Formulir Pencatatan Pengesahan Anak Bagi WNI Bukan Penduduk
di Luar NKR!
Formuiir yang digunakan dalam pencatatan pengesahan anak bagl
WNI bukan penduduk di lusr wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, terdin dari:
a) Formulir pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI, dengan kode
F-2.02.
b} Formulir hasil pelayanan pengesahan anak bagl WHNI bukan Panduduk
WNI, terdiri dari;
{1} Formulir register akla pangesahan anak, dengan koda F-2.19.
{2) Formulir kutipan akla pengesahan anak, dengan kode F-2.25.

b. Pencatatan pengesahan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang

eah menurut hukum sgama’kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

bagi WNI Bukan Penduduk di Luar NKRI

1) Persyaratar Pencatatan Pengesahan Anak Bukan Penduduk di Luar

MKRI

Pengesahan anak bagl WHNI bukan Penduduk yang dilahirsan
ssbelum orang tuanya melsksanakan perkawinan sah menurut hukum
agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilaporsan
kepada Perwskilan Republk Indonesia di luar neger berdasarkan
panetapan pengadilan, dan pencatatannya dilakukan dengan memenuhi
persyaraian bajupa:

s) Folokopi salinan penstapan pengadian darl pengadilan yang
berwenang sSesual dengan  ketentuan peraluran  perundang-
undargan;

b Kutipan akta kelahiran; dan

¢) Fotokopi dokumen perjalanan republik Indonesia.

_ T
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2] Tata Cara Pencatatan Pengesahan Anak Bukan Penduduk di Luar
NEKRI

Pencatatan pengesahan anak bagl WHI bukan Penduduk yang
dilahirkan sebelum orang tuanys melaksanakan parkawinan sah menurut
hukem agama atau kepercayaan terhsdap Tuhan Yang Maha Esa
dilakukan pads Perwakilan Republik Indonesia di ksar nagerl, dengan tata
cara sebagal barikut

a) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan seria
menyarahkan parsyaratan;

b) Pejabat pada Perwakian Republik Indonesia di luar negen melakukan
varifias dan validasi terhadap formulir pelaporan dan pereyaratan;

Catatan:

Salinan penstapan pergadilan berupa fotokopd, azli hanya diperihatkan.

¢} Petugas pada Perwakilan Republik Indonesa di luar negerl dapat
mengakses basis data kependudukan uniuk melakukan perekaman
data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;

d) Pejabat pencatatan sipil pada Perwakilan Republik Indonesia di luar
negeri membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan
kutipan akta kefahiran; dan

2) Kutlpan akla kelahiran yeng telah diberikan catatan pinggir
disampaikan kepada Pamohon,

3) Formulir Pencatatan Pengesahan Anak Bukan Penduduk di Luar

Formulir yang digunakan dalam pencatatan pengesahan bagl WNI
bukan Penduduk yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan
perkawinan sah menuwrul hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia, dengan
menggunakan formulir, terdiri dari;

a) Formulir pangajuan pelayanan pencatatan pengesahan anak bagl WHI
bukan Penduduk WNI yang dilahirkan sebelum orang tuanya
melaksanakan perkawinan sah  menuruf  hukum  agama atau
keparcayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

b} Berupa catatan pinggir pada akta kelahiran, dengan kode CP.0B.
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4. Lampiran Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan Pengesahan Anak

a. Formulr pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode
F.2.01 (Terlampir pada halaman 24 - 27, BAB Il Poin & Angka 4 Huruf a
Buku Petunjuk Teknis ini).
Formulr pelaporan pencatatan sipd di luar wilayah NKRI, dengan kode F-2.02
(Terlampir pada halaman 35 — 37, BAB Ill Poin A Angka 4 Huruf f Buku
Petunjuk Teknis ini),
&. Fermulir hasll pelayanan pangesahan anak, terdirl dari;

1) Formulir register akta pengesahan anak, dangan kode F-2.19, sebagai

berikut:

AKTA PENGESAHAN ARAR

Harmet Akt

K Ayad Kandung
KiK loa EareiLing
WK Apak

Fada ban i langil SRl L 71 —

Akln Wbl A Percmsinar  fomo y langpal ' buian._......., [ahun
danfafan  perstapen

pengadian -

anggal . R T || B X “lﬂ'l ' ﬂ“m kepada
m“hu.. Mpnmmmswzq lniﬁdhhfpumlﬁm
mf. wh.ll LM TR ....d-u'rl-emu-nll‘h.lblmll'ﬂ-l
MWMMIMMH‘MMMW '
Enggal ..................beden . Mshun . ..
Pemcstalan Anat dsskekan oleh
1 Nams ... .. ! [T TTR - 1 17 [ paiaraan i

samal gl Lllggu. ST &) 1T RL LRt L K LLT) M oS AT ... AW

E I R S, ) Lahim HIK it o i e o [PEOETJEEN .
Ssfeisk Akia Peagesshen Anak i diecoes dan djelckon, Slandolongani oioh ayak karcung, by
kmndung dan sasa
Tanda ange Tanda langan ’
Ayah Kaniung b Kandung Peglrs Pefraizan Sipd

Formutir 33 - Register akla pengesahan anak, dengan kode F-2.19
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#) Formulir kutipan akta pengesahan anak. dengan kode F-2.25, sebagal LS
berikul

PENCATATAMN SIFIL

REGISTRY OFFICE
WARGA NEGARA
NATIDMALITY

KUTIPAN AKTA FENGESAHAN ANAK
EXCERPT OF CHILD LEGITIMATION CERTIFICATE

Berdazarkan Akta Pengesahan Anak Nomor. .
By virtue of Child Legnjmainn Caortificate Number

bahwadl ... pada tanggal _............. .
that in o date
Tahun ... . seorang anak bamama ...

on year a chitd by fame of
U T tedah disahkan sebagal anak kandung oleh |
has baen legitimate as thedr chid by -
dan
and

Kutipan ini dikeluarkan e
The excerpt s issued

Pada tanggal ...
O date

Pejabat Pencatatan Sipil

Oifficer of Chld Registration

PO i e Y =

Forrmulic 34 - Kutipan afta pengesahan anek, dengan kode F-2,.25

3) Formoulir catatan pinggr pencatatan pangesaban anak, dengan kode
CP.07T, sabagai berikut

CATATAN PINGGIR
PENCATATAN PENGESAHAN ANAK

Bardasarkan Akty Pengesahan Anak Momor . tanggal ...
bulas . ... fahun ... yang diterbiticas aleh
bakwn .o i telah disabkan sebegsl ansk sah =
pasangan suami I:.'h'l lhn R . | 8

Pajabat Pencatatan Sl

MIP....

Formulir 35 - Catatan pinggir pencatatan pengesahan anak, dengan kodes CF.O7
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4) Formuir catatan pinggir pencetatan pengesahan anak berdasarkan
pengadilan, dengan kode CP.08, sebagai barul

CATATAN PINGGIR
PENCATATAN PENGESAHAN ANAK
BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN

Berdasarken Penetapan Pengadifan.. oo NOmGE ..
tanggal .. ... (2571 P11, [RRSRRRY 1, T |, [RESERRRONRR - | ]
e vmrans msmprmes 12 ermeramremereeenee - TENAR disabkan sebogal anak sah pasangan
COR T (e e s L LI O SR (ePDPSE . - |, [P TP oy e AL LS

o L T
Pejabat Pencatatan Sipil..........

B e e,

Formulir 28- Catatan Pinggir Pencatatan Pengesalan Anak Berdasarkan
Peneiapan Pengaadilan, dengan kode CP.08
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K. Pencatatan Perubahan Nama
Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penefapan pengadian
neger tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama ersebut wajib wajib dilaporkan
aleh penduduk kepada Disdukcapll Kabupsten/Bota ateu UPT Disdukcapil
Kabupaten/kota setelah diterimanya salinan peretapan pengadilan oleh pendudu.
Petabal pencatatan sipll setanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akia
pencatalan sipll dan kutipan akfa pencatatan sipil.
1. Dasar Hukum Pencatatan Perubahan Nama
Fasal 52 aval (1), (21 dan ayat {3} Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.
Pasal 102 Undang-Undang Momor 24 Tabwn 2013,
Pasal 53 Peraluran Presiden Momor 26 Tahun 2018.
Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Parmendagn Nomor 108 Tahun 2019 -
Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 5 ayat (1), Pasal & ayat (1), {3}, {4) dan
ayal (&), Pasal 8 aval (1) dan ayat (2) Permendagri Momor 102 Tahun 2015,

P appge

2. Pencatatan Perubahan Nama
a. Persyaratan Pencatatan Perubahan Nama
Pencatatan perubahan nama dilakukan demgan memenuhi persyaratan
berupa:

1} Fotokopd salinan penatapan pengadian neger;

2} Futlpan akia pencataian sipil;

3) Folokopi Karu Keluarga; dan

4} Fotokopi dokumen perjalanan bagi OA.

b. Tata Cara Pencatatan Perubahan Nama
Pencatatan perubshan nama dilakukan pada Disduscapll Kabupaten/Kota
atay UPT Disdukcapll Kabupaten/®ota d tempal penduduk berdomisiil dengan
tata cara sebagal berfkut:

1} Pemohon mengisi dan menandatangani formulic pelaporan dengan kode F-
211 zerta menyerabkan persyaralan,

2} Petugas pelayanan melakukan verfikasi dan validasi terhadap formulie  —
pelaporan dan persvaratan, dengan Catatan: folokopl Kartu Kelsarga
diperiukan unfuk verifikasi data yang tercanturm dalam formulic F-2.01, fidak
menark salinan penatapan pengadilan negerni asli, tidak perfu KTP-el saksi,
ayah atau ibu atau wali (bagi anak yang di bawah umur) karena identitasnya
sudah tarcantum dalam formulic F-2.01.
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3) Pelugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kola atau UFT Desdukcapil
Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis  dala
kependudukan;

4} Pejabat pencatatan sipd pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UFT
Dizdukcap! Kabupaten/Kota membarikan catatan pinggir pada regisier akia
pencatatan sipil dan kutipan skla pencatatan sipil; dan

5) Kuipan skta pencatatan sipll yang telah diberikan catatan pinggir
disampaikan kepada Pemahon.

. Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Perubahan Nama

Formulir yang digunakan dalam pencatatan perubahbian nama, terdiri dari:

11 Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI, dengan kode
F-2.01.

2) Formulic hasil pelayanan pencatatan perubahan nama besupa calatan
pinggir perubahan nama pada akia pencatatan sipil dengan kode CP.03.

3. Lampiran Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan Perubahan
HNama
a. Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NERIl, dengan kode
F-2.01 (Terlampir pada halaman 24 - 27 , BAB Ill Pain A Angka 4 Huruf a
Buku Petunjuk Teknis Ini).
b. Formulir hasil palayanan pencatatan perubahan nama berupa catatan pinggir
perubahan nama pada akta pencatatan sipi dengan kode CP.08, sebagai

berikut:
CATATAN PINGGIR
PENCATATAN PERUBAHAN NAMA
Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeni........cow— MOMOE
tanggal, ... |11 | PR SORE 1~ |/ | ISSCSAUEPEREC SRR - | || "
.................................. telah berubah nama menjadi ... e,
......... 5 20

Pejabat Pencatatan Sipil ...

| |

Formudir 36 - Catafan Pinggir Pancatatan Perubahan Nama, kode CP-2.09

——
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L. Pencatatan Perubahan Status Kewarganagaraan

Pencatatan persbahan status kewarganegarsan berdasarkan laporan inetansi
lerkai, atsu penduduk yang telah berubah stalus kewarganegaraan dari Warga
Negara Asing (WHA} meniadi Warga Negara Indonesia (WHNI) mauvpun dar Wi
menjadi WHA yang telah mempunyal ketetapan hukum das Instansi yang berwenang
berupa Keputusan Presiden atau Keputusan Menterl Hukum dan HAM tentang
Parubahan Statue Kewarganegaraan. Porcbahan stalus kewarganegaraan WNA
rmanjadi WHNI dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkan
untuk perubahan status kewarganegaraan WHI menjadi WHA dicatatkan pada kanbor
Perwakilan Republik Indenesia di luar negeri.

Hal inl sejalan dengan amanat Pazal 53 Undang-Undang Momor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan, mengamanatkan bahwa perubshan ststus
kewarganegarasn dari YWHA menjadi WHI wajib dilaporkan oleh Penduduk yang
bersangkutan kepada Instansi Pelaksana sejak berita acara pengucapan sumpah atau
permyataan janjl sefla oleh pejabal. Pejabal pencatatan sipil mersbah status
kewarganegarasnnya dan membuat catatan pinggir pada register akla pencatatan sipi
dan kutipen skia pencatatan sipil. Pada Pasal 54 Undang-Undang Momor 23 Tahun
2008 yang mengamanatkan bahwa perubahan status kewarganegaraan darl WHNI
menjadl WNA di luar wilayah Repubfik Indonesia yang telah mendapatian persaiujuan
dart neqgara selempal wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkuian kepads
Ferwakilan Republik Indonesia di luar neger, untsk diterbitkan Surat Keterangan
Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia yang selanutnys  diberishukan  okeh
Pemwakilan Republik Indonesia setempat kepada Menter yang berwenang menurut
Peraturan Perundang-undangan untuk diproses penetapan  perubahan  stalus
kewarganegaraanmya dan  penetapan perubahan status kewarganegaraannya
disampaikan/diteruskan kepada Instansi Pelaksana unfuk pencatatsn perubahan
statue kewarganegaraannya dan membuatken catatan pinggir peda register dan
kutipan akia pencatatan sipil
1. Dasar Hukum Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

a. Percatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WHNA menjadi WNI di

Wilaysh NKRI

1) Pasal 33 ayat {1}, (2) dan ayad (3) Undang-Undang Nomaor 23 Tahun 2006

£) Pasal 54 Perpres Nomor 98 Tahun 2018

3) Pazal 81, Pasal 82 ayat (1), avat (Z) dan ayat {3) Permendagr Momor 108
Tahien 2019

4} Paszal 4 ayat (1) dan ayst (2), Passl 5 ayat (1), Pasal & ayat (1), ayat (3}
dan ayat (4), Pasal B Permendagr Nomor 109 Tahun 2013
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=i A ] ] X \ 1L




b. Pencatatan Anak Hasil Perkawinan Campuran
1) Pasal 55 dan Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018
20 Pasal 81, Pasal 83 ayat (1), ayal (2) dan ayal (3} Permendagr Homor 108
Tahun 201%,
3) Pasal 4 ayal (1) dan ayst (2), Pesal 5 ayat (1), Pasal & ayat (1) dan ayat
(3) dan ayal (4), Pasal B Permendagn Nomaor 109 Tahun 2018
. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan darl W Menjadi WHNA, di
Luar Wilsyah Republik Indonasia
a) Pasal 54 ayat (1). {2). (3) dan ayat (4} Undang-Undang MNomor 23 Tahun
2006 | Undang-Undang Nomer 24 Tahun 2013
b} Pasal 28 PP Nomor 40 Tahun 2018
c) Pasal 57 Parsturan Presiden Nomaor 96 Tahun 2018
dj Pasal 81, Pasal B4 ayat (1), (2), (3) Permendagri Nomaor 108 Tahun 2015
g} Pasal4 ayst (1), (2) dan ayat (3). Pasal 5 dan Fasal & Permendagn Nomor
104 Tahun 2015,

2 Pencatatan Perubahan Status Wewarganegaraan WHNA Menjadi WHI di
Wilayah NKRI
a. Pargyaratan Pencatatan Parubahan Status Kewarganegaraan WNA Menjadi

WNI di Wilayah NKRI
Perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadl WHNI wajib
dilaporkan  oleh  Penduduk  yang bersangkutan kepada Disdukcapi
Kabuoaten/Kota atau UPT Disdukcapd Kabupaten/Wota tempal penduduk
berdomisii setelah harita acara pengucapan sumpah atau pernyataan jani setia
obeh pejabat.
Pencatatan perubahan status kewarganagaraan dari warga negara asmg
menjad WHI berupa:
1) Folokopi pefikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan atau
patikan Keputusan Menteri yang menyslenggarakan urusan pemerintahan

di hidang hukurmn tentang perubahan stalus kewarganegaraan,
2} Fotokopi berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji selis:
3) Kutipan akia pencatatan siph;
4%  Folokopi kartu keluanga;
5) KTP-el, dan fotokopi dokumen perjaanan.

v =% . i "
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b. Tata Cara Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WHA Menjadi
WHI di Wilayah NKRI

Pencatalan perubahan slatus kewarganegaraan dan warga negara asing

manjadi WHI dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten®ota atau UPT Disdukcapil

Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisil, dengan tata cara sebagal berikut:

1}

2)

3)

4)

5

&)

Pemahon mengisi dan manandatangand farmulir pefaporan dengan kode
F-2.01 sarta menyerahkan persyaratan.

Petugas pelayanan melasukan verifikasi dan validasi terhadap formulir
pelaparan dan persyaratan sesual dengan kelentuan Perpres mengenai
persyaratan;

Catatam:

Folokopi patikan Kepulusan Prasiden atau folokopi Palikan Kepulusan
hMenler dan fotokopi berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janjl
satia pemohon borupa fotokopi bukan asli (asi hanya diperihatkan);
Petugas pada Disdukcapil Kabupaten®ota atan UPT  Disdukcapil
Kabupaten/Kota melakukan perekaman data  datam  basis  dala
kependudukan;

Pejabat pencaiatan sipil pada Disdukcapll Eabupaternviola atau UPT
Disdukcapll Kabupatenkola membuatl calatan pingglr pada register akia
pencatatan sipil dan kutipan skia pencatatan sipil;

Kutipan akta pencatatan sipl yang ftelah diberikan catatan pinggir
disampaikan kepada Pemohon,

Dalam hal kufipan akta pencatatan sipll dikeluarkan olh negara lsin,
dilerbitkan sural keterangan pelaporan perubahan sialus kewarganegaraan

sebagai pengganti catatan pinggir
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¢. Formulir Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA Menjadi
WHI di Wilayah NKRI

Formulir vang digunakan dalam pencatatan sipil perubahan status

kewargenegaraan darl warga negara asing menjadi WNI di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia, terdin dasi:

1) Formulir pengajuan pelayanan pencatatan sipll dangan kode F-2.01,
terlampir;

2) Catatan pinggir perubahan siatus kewarganegaraan pada akla pencatalan
gipil. sabagal barikut:
a) Catatan pinggir perubahan stalus kewarganegaraan dari WNA mengadi

WHI dengan kode CP.10.

b) Catatan pinggir perubahan stafus kewargansgaraan dari WK1 menjadi

VWNA, dangan kode CP.11

d. Penjelasan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA Menjadi
WHI di Wilayah NKRI

b

1)

<)

3)

Pemchon menyerahkan folokopi Petikan Kepulusan Presiden tentang

Pewarganegaraan alau fotokopi Pefiken Keputusanm Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dl bidang hukum tentang

perubahan status kewarganegaraan, dengan penjelasan owlpul dari
persbahan status kewarganegarsan WNA maenjadi WNI ada yang
ditetapkan dengan Perpres dan Kepmenkumham:

a) Maturalisasi murni dan orang asing yang telah becjasa kepada Republik
Indonesia alau dengan alasan kepentingan Negara dapat diber
kewargan-garaan Rl okeh Prasiden yang dilanjutkan dengan Sumpah
Janji,

b) Perubahan status kewarganegaraan dari perkawinan campuran yang
salah satu pasangannys WHNA akan meja WNI ditetapkan dengan
Keputusan Menter Hukum dan HAM dan tidak parlu sumpah janji.

Pemohon menyerahkan kutipan akia pencatatan sipil asli yang diterbitkan

Megara Indonesia atau akia pencalatan sipl yang diterbitkan olah Negara

Lain karena akan diberikan catatan pinggir atau surat keterangan palaporan

perubahan status kewarganegaraan,

Dialam hal akia pencatatan sipil diterbitkan negara tain, Dines menerbitkan

surat keterangan petaporan perubahan stalus kewarganagaraan sebagal

penoganti catatan pingglr pada skta pencatatan sipil yang diterbitkan
negara &ln.

TEmE.lF'LHﬂ;[@iﬁE!ﬁn SiBIL “\\\

113



3. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Bagl Anak Hasil Perkawinan
Campuran

Pencatatan perubahan stalus kewarganegaraan bagl anak vang lakir dan

perkawinan campuran yang telah mendaftar, memilin menjadi WHNI atau WHA atau
tidak memilih, wajib dilsporkan ocleh Penduduk yang bersangkutan kepada
Disdukcapil Habupaten/ota atau UPT Disdukcapil Kabupaten'Mota tempat
penduduk berdomisili dan Perwakilan Republik indonesia & luar negeri.
a. Persyaratan Perubahan Status Kewarganegaraan Bagi Anak Hasil
Perkawinan Campuran
1) Pancatatan  perubahan  stalus  kewarganegaman bagl  Anak

2]

3)

4)

e SI0L0

Berkewarganegaraan Ganda yang telah memiliki  sarifikal  bukt
pendaflaran  Anak Berkewarganegaraan Ganda dilakukan  dengan
mamenuhi persyaratan berupa:

a) Fotokopi sartifikal bukti pendafiaran Anak Borkewarganegaraan Ganda
dari kantor Imigrasi atau Perwakitan Republik Indonesia di luar negen;
dan

b} Kulipan akta kelahiran,

Pencatatan perubahan siatus kewarganegaraan Anak

Berkewarganegaraan Ganda yang meamilih menjadi WML, dilakukan

dangan memsanuhi persyaratan berupa:

a) Fotokepi  Keputusen Mentern yang menyelenggarakan  urusan
pemerintahan  di  bidang  hukem  tentang perubahan sistus
kewarganegaraan;

b) Kulipan akta pencalatan sipik;

€} Fotokopi Kartu Keluarga bagl penduduk WHI:

Pancatatan Anak Berkewarganegarnan Ganda yang memilih menjad

WiNA,

Pencatatan Anak Berkewarganegaraan Ganda yang memilh menjadi

WA dilakukan dengan memenuhi persyaratan Denupa;

a) Folokopi surat bukfi penverahan dokumen kewarganegaraan dan
keimigrasian; dan

b) Kutipan akta kelahiran.

Pencatatan Anak Berkewarganegarsan Ganda yang tidak memdih salsh

satu kewarganegaraan dilakukan dengan memenuhi parsyaralan besupa.

a, Fotokopi izin tinggal tatap; dan

b. Kutipan akta kelahiran,

ATAN
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b. Tata Cara Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Bagi Anak

Hasil Perkawinan Campuran

Pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang telah

mamikh menjadi WH| atau warga negara asing sebagaimana dimaksud pada
angka 1, angka Z, angka 3 dan angka 4 diakukan pada Disdukcapll
Kabupaten¥ota atau UPT Disdukcapil Kabupaten®ota tempat penduduk
berdomisili, dengan tala cara sebagai benkut:

1)

Z)

3)

4)

3)

i)

Pemohon mengisi dan menandatangani farmulir pelaporan dengan kode
F-2.01 serta menyerahkan persyaratan;

Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi ternadap farmuliv
pelaporan dan pessyaralan;

Catatan:

Sertifikat bukti pendaftaran Ansk Berkewsrganegaraan Ganda dari
Kantor Irmigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negerd (ashi
hanya diperinatkan) atau fotokopi Petikan Keputusan Menter yang
menyslenggarakan uresan pemerinizhan di bidang hukum tentang
pervbahan  stalus  kewarganegeraan berupa fotokopd (asli hanya
diperlihatkan) atau fotokopi Kartu Keluarga bagl Penduduk WNI karena
diperiukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam F-2.01 atau F-
2.02; fotckopt sural bukll penyerahan dokumen kewarganegaraan dan
keimigrasian (asli hanya diperlihatkan); folokopl izin tinggal tetap vang
{asli hanya diperihalkan);

Palugas pada Disdukcapll Mabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil
Kabupaten/Kota atsu Perwakian Republik Indenesia ol luar neger
melakukan perekaman data dalam basls data kependudukan;

Pajabat pencalatan sipil pada Disdukcapl Kabupalen®ota atau UPT
Disdukcapil Kabupalen/Kota atau Perwakilan Republk indonssia di luar
nagar membual catatan pingalr pada register skta pencatatan sipil dan
kutipan akta pencatatan sipil;

Futipan akta pencatatan sipll yang telah dibenkan catalan pinggir
dizarahkan kepada Pemohon

Dalam hal kutipan akta pencataian =ipil dikelvarkan oleh negara lin,
diterbitcan  surat  keterangan  pelaporan perubahan  status
kewarganegaraan sebaga pangganti catatan pinggér.
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c. Formulir Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Bagi Anak

Ha=zil Perkawinan Campuran
Fencatatan bagi anak yang lahir dari parkawinan campuran, yang telah
memilih menjadi WHNI atau warga negara asing terdiri dan:
1) Fomnulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wiayah NKR| dangan
kode F-2.01.
2y Fomulir hasil pelayanan pancatatan bagi ansk yang tahr dan perkawinan
campuran, sebagai badkul:
a) Catatan pinggir anak barkewarnganegaraan ganda terbatas yang telah
mandapatkan sertifikal bukii pendafiaran, dengan kode CP.12
b) Catatan pinggr anak berkewarganegaraan ganda yang talah manmilin
kewarganegaraan (WHNI atsu warga negara asing), dengan kode
CP.13
¢) Catatan pinggir anak berkewarganegaraan ganda yang tidak memilih
kewarganegasaan, dengan kode CF. 14

d. Penjelasan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Bagi Anak

Hasil Parkawinan Campuran

1) Pencatatan anak yang lahir dari perkawinan campuran dapat dicatatkan di
dalam Wilayah NKR| melalul Dinas Dukcapil dan di luar Wilayah NKRI
melalul Perwakilan Republik Indonesia di Luar MNegen dengan cara
pemohon mengiai F-201 atau F-2.02 sampai tersedia formal isian

pencalatan ABG yang akan disisipkan pada Format F-2.01 atau F-2.02,

2) Pencatatan anak yang lahir dari perkawinan campuran:

a} Setelah Undang-Undang MNomeor 12 Tahun 2006 fenfang
Kewarganegaraan diterbitkan, anak lersebul, dapal difaporkan
langsung kepada Dinas Dukcapll untuk memperolen NIE dan kalau
belurn mempunyai akta kelahiran diterbitkan juga akia kelahirannya
dengan stalus kewarganagaraan sebagal WHIL

b} Sebelum Undang-Undang Nomar 12 Tahun 2008 diterbékan, harus
jolas terlebih dahulu states anak tersebut (ABG ataw WHA) karana
berdazarkan Pasal 41 Undang-Lindang Momor 12 Tehun 2008 yang
menyatakan babwa anak hasil dan perkawinan campuran memperoleh
Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang Undang ini
dengan mendsftarkan dif kepada Merkumham meklul Pejabal atau
FPerwakilan Republik Indonesia di lear neger paling lambat 4 (empal)
tehun setelah Undang-Undang ini diundang. Uniuk ifu diperiukan perlu
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adanya surat keterangan dari Kemenkumhbam tentang stalus
kewarganagaraannya apakah WNI atau WNA, selanjutnya dilaporkan
kepada Dinas Dukcapl atau Perwakilan Republi Indonesia di bar
negeri untuk dibuatkan catatan pingglr sebagal ABG pada akia
pencatatan sipil atau swat keterangan sebagal pengganti catatan
pnggir apabila aktanya terbitan luar negerl.

2) Dalam hal Perwakian Republk Indonesia belum dapat mancalatkan anak
hasil dari perkawinan campuran maka Disdukcapll Kasbupaten/Kola dapat
mencatatkannya dan memberikan catatan pinggir pada akta pencataian
Sipil (CP.11) atau sural keterangan pelaporan  perubshan  status
kewarganeqaraan sebagai pengganii catatan pinggir pada akia pencatatan
sipll yang diterbitkan negara lain.

4. Pencatatan Perubahan Status kewarganegaraan WNI menjadi WNA di Luar
Wilayah NKRI
a Persyaratan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WHNI

menjadl WNA di Luar Wilayah NKRI

Perubahan status kewarganegaraan W menjadi WNA di luar wilayah
NKRI diaporkan cleh Penduduk yang bersangkutan kepada Parwaklan
Republit Indonesia df luar neger. Pencatatan perubahan status
kewarganegaraan WHI menjadi warga negara asing di luar NKRI dengan
memenuhi persyaratan berups;

1. Folckopi petikan keputusan menter yang menyelenggarakan urnusan
pemerintahan  di  bideng hukum  tentang perubahan  stalus
kewarganegaraan,

2. Kutipan akta pencatatan sipil yvang dimilikl; dan

3. Fotokopl dokumen parjalanan republik Indonesia.

Tata Cara Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI menjadi
WHNA di Luar Wilayah NKRI
Pencatatan perubahen ststus kewarganegaraan WHNI menjadi warga
negara Indonesia di luar wilayah NKRI dilakukan pada Perwakilan Republic
Indonesia di luar negeri dengan fata cara sebagai benkut:
1) Pemohon mergisl dan menyerahkan formulir pelaporan dengan kode
F-2.02 dan manyerahkan pessyaratan;
2) Petugas pada Perwakian Republik Indonesia di luar negeri malakukan
verifikasi dan validasl terhadap formulir petaparan dan persyaratan;

i z v | N, Wi, W
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3}

4}

5]

i)

7)

Calatan

Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan unusan pemerintahan
di bidang hukwm tentang perubahan status kewargansgaraan berups
folokepi bukan aslinya (ashi hanya diperlihatan) dan dokumen Perjalanan
Republik Indonasis berupa folokopi bukan ash (asli kanya dipedihatkany;
Petugas pada Perwakian Republik Indonesa yang dapat mengaksas
basis data kependudukan melakukan perekaman data pefaporan ke dalam
basis data kependudukan;

Pejabal pancatatan sipil pada Perwakifan Republik Indonesia diluar negeri
manerbitkan surat keterangan palepasan kewarganegaraan Indonesia dan
mencatal perubahan status kewsrganegaraan dan membuat calatan
pinggir pada kutipan akia pencatatan sipil;

Pejabat pencatatan sipll pada Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri
mengirim data perubshan status kewarganegaraan kepada menian yang
menyalenggarakan urugan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi
manusia tentang perubahan status kewarganegaraan untuk diteruskan
kapada mantari melalui direktur jenderal kependudukan dan pencatatan
sigil,

henterl meneruskan kepada Disdukcapil Kabupaten/®ota dan UPT
Disdukcapil Rabupaten/Kota yang menarbitkan akta pencatatan sipil;
Pejabat pencatatan sipll pada Disdukcapll Kabupateniola dan UPT
Disdukcapll Kabupaten®ola membuat catatan pinggir pada register akia
pencatatan sipil.

. Formulir Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WHNI menjadi
WHNA di Luar Wilayah NKRI

Fencatatan perubahan status kewarganegaraan WHNI menjad warga

negara asing o luar wilayah MNegara Kesaluan Republk Indonesia
menggunakan formulir yang tevdisl dari;
1} Formulir Pelaporen Pencatatan Sipl di Luar Wilayah NKRI, dengan kode F-

2.02.

2| Formulir hasil pelayanan pencatatan perubshan status kewarganegaraan

WHI memgadi wama negasa asing, Swat keterangan pelepasan
kewarganegaraan dengan kode F-2.28.
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d. Penjelasen Pencatatan Perubahan Stalus HKewarganegaraan WHNI
menjadi WNA di Luar Wilayah NKRI
1} Dalam hal Dinas Dukcapil mengetahui atau mendapat laporan dari

2]

TERNIS, SECRATA,

Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negen atau Kantor Imigras yang
menyatakan bahwa ada WHI yang mempunyai paspor atau ldentitas
kependudukan negara lain yang masih berlaku, maka WHI tersebut tidak
otomatis dapat mencatatkan perubahan status WHKI menjadi WA, tetapi
dapat dinonaktifhan sementasa data kependudukanrya dakam SIAK
sambil menunggu diterbitkan dar Kementeran Hukum dan Hak Asasi
Manusia tentang pelepasan sebagai WNI, setelah itu ban biss dicatalkan
parchahan statusnya dari WHI menjadi VWA,

Pancatatan Perubshan status WNI menjad WNA diakukan oleh
Perwakilan Republik Indonesia di bear negeri, dalam hal Perwakilan
Republik Indonesia belum dapat mencatatkan perubahan status
kawarganegaraan WNI meniad WNA, maka Disdukcapil Kabupaten/Kota
dapal mencatatkan perubahan stalus kewarganegaraan lersebut dan
memberikan catatan pingglr pada akta pencatatan sipil (CP.11) atau
Surat Katerangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan
sebagai penggantl catatan pinggir pada akia pencatatan sipil yang
diterbitkan negara |in,

T
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85 Lampiran Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan Perubahan

Status Kewarganegaraan

a. Formulir pelaparan pencatatan sipd di dalam wiayah NERI, dengan kode
F-201 (Terlampir pada halaman 24 - 27, BAB lll Poin A Angka 4 Huruf &
Buku Petunjuk Teknis Inf).

b. Formulir pelaporan pencatatan sipd di luar wilayah MKRI, dengan kode F-2.02
(Terlampir pada halaman 35 - 37, BAB Il Poin & Angka 4 Huruf f Buku
Petunjuk Teknis ini).

¢ Formulir hasl petayvanan pencatatan perubahan status kewarganegaraan di
dalam wilayah Negara Kesaluan Republik Indonesia, sabaga berikul
1] Catatan pingair parubehan status kewarganagaraan dan WHRA manjadi WHI

dgengan kade CP.10
|
CATATAN PINGGIR
PERUBAHAN STATLIS KEWARGANEGARAAN t
DART WRA MEMIADI WHI
Berdasarkan Keputusan... ... Homer. T =1 | —— |
budan ... R . 1Tl | GO dan Berita Acara Sumpab/Pemyataan Jang
Tt I Lo R (.|, || SR . ¥ |~ | [[—
L3 1371 ORI . S e R S T . telah berubsh status
kewerganegarsan dorl Wargs MNegara .. ... menjadi Wargs Negars
Indonesia.
Pejatat Pencatatan Sipil ...
MEP

Formulir 37 - Catatan Pinggir Perebahan Status Kewarganegargan oan
WA maniacd VWY dsnman koede B2 10

——
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2) Catatan pinggir perubahan stahus kewarganegaraan darl YWhI rrenjadi
WHNA, dengan kode CP.11

CATATAN PINGGIR
PERUBAHAM STATUS KEWARGANEGARMLAN
DUART WM MERIADY WA

Berdasarkan Eeputusan Merteri e Homor ...——. o
1| - ——— Bulan e 1y | B e D
[V AR telah umhm status KEwaTERREEarasn
dari Warga Hﬂam Indonesia menjadi Warga Negam ... eeoeeeeeiisiinen

Err A 20._.

Pejabat Pencatatan Sipil ........— o

P o

Formulir 38 - Catatan Pinggir Perubahan Status Kaw-aruanegmaan dan
Wi manjadi WNA, dengan kode CF-2.71

3) Catatan pinggir anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang telah

mendapatkan sertifikat buktl pendaftaran, dengan kode CP.12

CATATAN PINGGIR
ANAK BERKEWARGANIGARAAMGANDA TERBATAS YANG
TELAH MENDAPATKAN SERTIFIKAT BUKTI PENDAFTARAN

Berdasarkan Sertifikat Bukti Pendaftaran dari..........comm e

[ 1o o] R tanggal........ budan. _..._.._hhurl_. BRSNS
bahwa ... berstatus Warga Negara Indonesia :Iun Warga
MEEOML. e sampai berusia 21 tahur.
.................... 20
P:ﬂlu!ﬂﬂllm - - PR
|- | T N

Formulr 39 - Catatan Pinggir Anak Berkewargansgaraan Ganda
Terbatas yang Telah Mendapatkan Sertifikal Bukti Pendaftaran, dengan

FIETLII'IJLI"I TERMNIS F'ELFI':I i




4) Catatan pinggir anak berkewarganegaraan ganda yang tedah mermilih

kewarganegaraan (WMl atau warga negara asing), dengan kode
CP.13

CATATAN PINGGIR
AMAK BERKEWARGANEGARAAN ~—
GANDA YANG TELAH MEMILIH KEWARGANEGARAAN

Berdnsarkan Kepuibosan _...... o targgad .. =
b oo mhm bafivia, telah
miemih menjadi WaepaNegara ..
....... i e =
Fejabat Pencatatan Jpl ...,
[ a =

Formulir 40 - Calatan pinggir anak berkewarganegaraar ganda yang lelah memids
kewarganegaraan {WhI atau warga negars asing), dengan kods CP-2.13

&) Catatan pinggir anak berkewarganegaraan ganda yang tidak memilib
kewarganegaraan, dengan kode CP.14

CATATAN PNGEIR
ANAK BERFEWARGANEGARAAN GANDA ..
YANG TIDAK MEMILIH KEWARGANEGARAAN
Bordasarkan Keputisan ... MO oo LT Ertan
........ T — | ——— ]
T N.. p
Paabat Pencataten Spil ...
| B R L

Formulir #1 - Catalan pinggé anak berkawarganegaraan ganda yang =
Hdak memiih kewarganegeraan, dengan kode CF. 14
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L d. Formulir Permohonan Pelepasan Kewarganegaraan, sabagal berikut

SUIRAT PERRDHOMAN FELEFASAN KEWARGANEGARAAN
. Hal : Pelepasen Kewarganegarasn H | Eepada Fik
Lamgiran Penberi {yang memb-darg
kewargaregarann] melabui Eepabs
Ferviakiian Bepublik iIrdonesia
b e
Dengan Hormat,
Say 8 yang bertenda tan gan dibowat in
IE-L 1. Mérma
2, MK /NIT
5 TempatTellakic
4 . Jenls Kelamen
.I"‘" 5 . Alamat
. Momaor Bokumsn Berpalanas Bi
T, Mo Akta K alahiran
||.‘_ 8 . o Akta Perkawsinan
2 Mama Suami s e
16 MiK IT SuamifBsiern
1 1. Alsmat terakiir di indonesia
I"*— Démgan i mengajuken per mobonen melepasken wewargansgarasn B 1 menjach
WArganegars ... . berdmsarian  ceratfoespuican Pairmior
AR E AL L] R N LR I T e
I:I.. Dermikian Sural permshonan vl dibuat uniuk dapat diproses lebin inegut
PSS TTTT s L OF r, i
Permnabas
b Farmuliy 42 - Surat parmohongn pelepasan Kawaareg s
LY
N
L
L
0
LS
L'

TEEN\\\ =



@. Formulir hasil pelayanan pencatatan perubahan status kewargaregaraan di

luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Derupa sural keterangan
pelepasan kewarganegaraan dangan kode F-2.28. sebagai berikut

EGF P HWAKR AN i

SURAT EETEMANGAN FELEFASAN KEWARGANEGARAAN
REPUELIE INDONESLA DI LUAR WILAYAN NICR] -
NOMOF .cocmmnam e

Pada hari ik .. tamgeal ... HBlan IR, - | | | R . Saym =
Pojabat Pencatatan

B i i iy . BEM  TRERETETE  WpOED
prlepasan kewargenegarsan Republik indonesis mamnjaxdi Warge Megess .. ...

rlaerd: =
Muma

MIE

rioraof Doiou meen Perjalanan Rl

Tempat tanpgei kehir

Jerig kelammin

Pekerjaan

Agarma

Eeperceysan Terhaden Tuban YRAE
flmmal Baru

Moo Fespor baru

M Akta Kelah iran ™

Mo akte Parkainan ¥ =
Mamas Susivaistr™ H
MK Sieamiflyiri® £
Almmast terakhir o iIndoness ©

Mo, Paspor Repubiik Indone sia =

Formulr 43 - Sural keferangan pelepasan kewarganagaraah dengan kods F-2.28

e
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M. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

- Pencatatan peristiwa penting lainnya antara lain perubahan |enis kelamin
dilakukan cleh pejabat pencatstan sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan
o aatalah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, dengan memenuhi persyaratan, tata cara dan formulir yang digunakan dalam
b pencatatan parstivwa penting lainnya.
1. Dasar Hukum Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
e a. Pasal 56 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Th 2006 dan
Undang-Undang Nomor 24 Tabun 2013
Y b, Pasal 102 Peraturan Prasiden Momor 96 Tehun 2018
& Pasal 58 ayat {1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019
k. d. Pasal 85 ayal (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2018
2. Pencatatan Perigtiwa Panting Lainnya
\ a. Persyaratan Pencatatan Peristiwa Panting Lalnnya

Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan dengan  mearmenuhl

L persyaratan berups;
1) Fotokopi salinan penstapan pengadilan negeri tentang peristiva panting
talnnya;
. 21 Kutipan akta pencatatan sipil, dan
) Faotokopi Kartu Keluarga,
~ b. Tata Cara Pencatatan Perlsthwa Penting Lainnya
Pencatatan perisliwa penting lainnya dilakukan pada Disdukcapi
L Kabupaten®ota dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, dengan tata cara
sebagai Derkut:
\ 1) Pamaohan mengisi dan menandatangani formulic palaporan dengan kode F-

2.01 serta menyerahkan persyaratan;

W 2) Pelugas pelayanan melakukan verfikas: dan validasi terhadap formulir
pelaporan dan persyaratan pencaiatan.
L Catatan:

Fotokepl Kartu Keluarga diperdukan untuk verfikasi data yang tercamtum
| datamn fommulir F-2.01, Dinas tdak menarik salnan penetapan pangadilan
= asli dan tidak perlu KTP-al saksl, ayah atau fbu atau wali (bagi anak yang
L dibawah umur) karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.

3) Petugas pada Disdukcapl KabupstenMaote atau UPT Disdukcapl
Kabupaten/ota melakukan perekaman daia ke dalam  basis data
. kepandudukan;

v T A
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4} Pejabat pencatatan sipil pada disdukcapil Kabupatenfota atau UPT
Dizdukcapil Kabupaten™ota membuat catatan pinggir pada register akta
pencatatan sipl dan kulipan akia pencatatan sipil; dan

5] Kulipan akia pencatatan eipd yang telah dibenkan catetan pinggs
disampaikan kepada Pemahon.

¢. Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

FPencatatan peristiwa penting leinnya dilakukan dengan menggunakan
formiulir yang terdin dari:
1) Formulir palaporan pencatatan sipil di datam wilayah NKRI, dengan kode
F2.01.
2y Formislr hasil pelayanan pencatatan perlstiwa penting lainnya berupa
calatan pingglr mengenal peristiwa penting ‘ainnya pada akla pencatatan
sipil dengan kode CP.15.
3. Lampiran Formulir Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
g, Formuliir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah MERI, dengan kode
F-2.01 (Terampir pada halaman 24 - 27 , BAB Il Poin A Angka 4 Huruf a
Buku Petunjuk Teknis ini). >
b. Catatan pinggir mengenai peristiwa penting lainnyva pada akia pencalatan sipil
dengan kode CPAS, sebagal berkut;

CATATAN PINGGER
PERLIEAHAN PERISTIWA PENTING LAINNYA

Berdasarkan Penetapan PEngadilan Megem ..o e e s

=" (L F] | EO— SIS G, - bahwa nama. e e e
Akta Helahiran NOMOET e tanmal RN 17 = |, TSP,

Formulir 44 - Calstan Finggir Perubahan Penstiwa Fenling Lainnya, dengan kode CF-2.15
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N. Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pembetulan akta pencstatan sipll hanya dapal dilakukan unfuk akta yang

mangalami kesalahan tulie redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/aau
angka, dalam perkembangannya juga dapat dilakukan pencatatan pembetulan nama
pada akta pencatatan sipil tanpa mekalul penetapan pengadilan/asas Confranius Actus,
penjelasan terksit Confranius Actus dibahas dalam BAB IV Buku Petunjuk Teknis
Pelayanan Pencatatan Sipil mi. Pembetulan akta pencatatan sipll tarpa melalul
penetapan pengadian diakukan atas permintaan orang lan atau subyek akia, dengan
atagan terdapat kesalshan atau kefidaksesusian penulisan nama pada akia
pencatatan sipil dengan dokumen identitas lainnya, misainya §azah, buku nikah dan
RS PO

1. Dasar Hukum Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 71 ayst (1), (2) dan ayat {3) Undang-Undang Nomor 23 Th
2006/ Undang-Undang Nomaor 24 Tahun 2013

Pasal 102 Peraturan Presiden Momor 86 Tahun 2018

Pagal 50 ayat (1) dan ayal (2) Parmendagri Momor 108 Tahun 2019

Paeal BB, Pasal 87 ayat [1) dan ayat (2), Pasal 88 Permendagr Nomor 103
Tahun 2018

Z. Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan 3ipil

b,

Persyaratan Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil
Pencatatan pembetulan akla pencatatan sipll dengan permobonan dan
subjek akia dilaksanakan pada Disdukcapll Kabupaten/fola atau UPT
Disdukeapil Kabupaten®ofta atau Perwakilan Republik Indonesis di ternpal
penduduk berdomisilii. Pencatatan pembetulan akla pencatatan sipil dengan
permohonan dari subjek akla ditakukan dengan memenuhi persyaratan barupa:
1) Fotokopi dokumen autertik yang menjad| persyaraten pembuatan akia
pencaiatan sipd; dan
2} Kutipan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional
Tata Cara Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil
Pencatatan pambetulan akta pencataten sipl dengan permohonan dari
subjek akta tanpa penetapan pengadilan (asas Condranus Acfus) dilakukan pada
Disdukcapd Kabupatenota atau UFT Disdukcapd Kabupaten'Kota di tempat
penduduk berdomishi atau Perwakilan Republik Indonesia di luar neger dengan
tata cara sebagai benkut
1) Pamahon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan kode
F-2.01 atau F-2.02 serta menyerabkan persyaratan;

PETUNLIN,TEKNIS, AECRUANAN AENCATATAN SIBIL “\\\
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Z) Pelugas pelayanan malakukan verifikasi dan validasi terhadap formulic

palaporan dan persyaratan;

Calatan:

Folokopl Karty Keluarga diperiukan untuk verifikasi data yang tercantum
dalam formulic F-2.01, tidak menark dokuman awentik yamg menjadi
persyaratan pembuatan akta pancatatan sipil asl, tidak pedu KTP-al saksi
dan avah, bu atau wall (bagi anak yang dibawah umur), karena identitas saksi
dan ayah, ibu alau wal sudah lercantum dalam formulie F-2,01,

3} Petugas pada Disdukcapll Kabupaten'ota atau UPT  Disdukcapil
Kabupaten®ota atau Perwakitan Repubulik Indonesia di  uar neger
melakukan perekaman data kedalam basis data kependudukan,

4} Pejabat pencatatan sipll pada Disdukcapl KabupstenMota atau UPT
Disdukcapil Kabupaten/Mota atau Perwakilan Republlk Indonesla di luar
nagan meambuat cataten pinggir pada register akta pencatatan spil mengenai
pambeatulan akia;

5) Pejabatl pencatatan sipil menerbitkan kembali kufipan akia pencatatan sipil
dan mancabut kutipan akta pencatatan sipil darni subjek akia; dan

€) Kubipan akia pencalatan sipil yang ielah dibeiulkan diserahkan kKepada
Pemohon,

. Formulir Yang Digunakan Dalam Pencatatan Pembetulan Pencatatan Sipil

Pencafalan pembetulan akta pencatatan sipll dengan permohonan dari
sublek akta dilakulkan dengan menggunakan formulir yang terdin dari:
1) Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI dengan kode F-
2.0 stau Formulr Pelaporan Pencatatan Sigdl di Luar Wilayah MKRI F-2.02,
2) Formufir hasil pelayanan pencatatan pambetulan akta pencatatan sipil,
dangan koda CP 18,

PETUIN UK TERNIS PELASANAN PENCATATAN SIPIL
e -, Wy




3. Lampiran Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan Fembetulan Akta
Pancatatan Sipil

Formullr peleporan pencataten sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode
F-2.01 (Terlampir pada halaman 24 - 27, BAB Il Poin A Angka 4 Huruf a
Buku Petunjuk Teknis ini].

Formulir pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI, dengan kode F-2.02
(Terlampir pada halaman 35 - 37, BAB Il Poin A Angks 4 Hiruf a Buku
Petunjuk Teknis ini).

Formulir hasil pelayanan pencatatan pambetulan akia pencatatan sipl dengan
kode CP. 16, sobagal barikut

CATATAN PINGGIR
PEMBETULAN AKTA PENCATATAN SIPIL

Berdasarkan dokumen persyaratan danfatauw permohonan

penduduk, telsh dilakukan pembetulan = e

BT e s i s st am s s e 4 S8 s 0 =

(=1 g ] 1, | T e e e L L i

LT e R R SR LR T T T — ”
NI S P 20...
Pejabat Pencatatan Sipil......
| | | NS

Formulir 45 - Calalan Pinggir Pembetulan Akfa Pencatatan Sipll, dengan kode CP-2. 168

b
FETIJI;IJHE TERNIS, RELAYA

AN PENCATATAN SIAL
K

L
AN RENCAT

INRN LY

12%



130

Q. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pencatatan pembatalan akia pencatalan sigil merupakan salah satu subsistem
pencatatan sipil di Indonesia. Pengaturan mengenai pencatatan pembatalan akta
pencatatan sipll dilaksanakan berdasarkan penalapan pengadilan diatur dakam
Undang Undang Momor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang
tedah diubah dengan Undang Undang Momor 24 Tabun 2013 tentang Perubahan Alas
Undang Undang Momer 23 Tahun 2006 tenlang Administrasi Kependudukan

Pencatatan pembatalan akla pencatatan sipll juga dapat diiakukan tanpa melalul
penetapan pengadilan'Contranus Astus diatur dalam Pasal 89 avat (2) dan ayat (4)
Paraturan Menteri Dalam Neger Nomor 108 Taehun 2019 fentang Peraturan
Pealaksanaan Peraturan Presiden Momor 86 Tahun 2018 teniang Persyaratan dan
Tala Cara Pendaflaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Penjelasan terkait Condrarius
Acius dibahas dalam BAB IV Buku Pelunjuk Teknis Pelavanan Pancatatan Sipil inl
1. Dasar Hukum Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

a Pasal 72 ayat (1), dan ayvat {2} Undang-Undang MNomor 23 Takun

2006/Undang-Undang Momor 24 Tahun 2013

b, Pasal 102 Peraturan Presiden Momor 36 Tahun 2018

c. Pasal 60 ayat {1} danayat (2) Permendagn Nomor 108 Tahen 2019

d. Pazal 89 ayat (1).02),03) dan ayal (4) Permendagn Momor 109 Tahun 2018

Z. Pencatatan Pembeatalan Akta Pencatatan Sipil Berdasarkan Penetapan
Pengadilan
4. Persyaratan Pencatatan Pambatalan Akta Pencatatan Sipll
Fencataian pembsatalan akta pencatatan sipil berdasarkan penglapan

pengadidan dilaksanaken oieh Disdukcapll Kabupaten'Koela atau WUPT

Disdukcapdl Kabupaten'ola di tempat penduduk berdomisili. Pencatatan

pembatalan skta pencatztan sipl dilsksanakan berdasakan penstapan

pengadilan, dengan memenuhi persyaratan bengpa:

1} Fotokopi salinan putusan pengadilan yang tefah mempunyal kekuatan hukum

tetap,

2} Kulipan akta pencalatan sipd yang dibatakan;

3} Fatokepl Kary Keluarga

A ™ .
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b, Tata Cara Pencatatan Pembatalan Pencatatan Sipil
Pencatatan pambatalan akta pencatatan sipil dilaksanakan berdasarkan
penetapan pengadiian diakukan pada Disdukcapil Kebupaten/Kota atau UPT

Disdukcapil Kabupalenola di tempat penduduk berdomislli dengan tata cara

sebagai barikut:

1) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir palaporan kode F-2.01sera
menyerahkan persyaratan;

2} Pelugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir
pelaporan dan pergyaratan.
Catatan:
Folokop Kanu Kelusrga diperlukan uniuk verifikasi data yang tercantum
dalam formulir F-2.01, tidak menarik salinan putusan pengadilan asli, tidak
perlu KTP-gl saksi, ayah atau Ibu atau wali (bagi anak yang dibawah umur]
karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01

%) Petugas pada Disdukcapll Habupatenota atay UPT  Disdukcapil
Kabupaienota melakukan pereksman data ke dalam basis data
Eepandudukan,

4) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapll HabupatenMaota atau UPT
Disdukcapd Kabupaten/Mola membual calatan pinggir pada register axia
pencatalan sipil;

5) Pejabal pencatatan sipil pada Disdukcapll Kabupatenota atau UPT
Disdukcapil Kabupaten/Kaota mencabut kutipan akla pencatatan sipil

) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukeapll Kabupaten®ota atau UPT
Disdukcapll KabupaternyKola menerbitkan register akta pencatatan sipil dan
kitipan akta pencatatan sipll sasual dengan putusan pangadilan.

. Fermulir yang Digunakan dalam Pencatatan Pembatalan Pencatatan Sipil
Pencatstan pembatalan akta pencatatan sipil diaksanakan berdasarkan
panetapan pengadilan dengan menggunakan formulr yang terdid dari:

1) Formulir Pelaporan Pancatatan Sipll di Dalam Wilayah NKRI, dengan kode F-
2.01.

2) Formulir hasdl pelayanan pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil
berdasarkan penetapan pengadilan, dengan kode CP.17,
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3. Pencatatan Pembatalan fkta Pencatatan Sipil Tanpa Penetapan Pengadilan
(Contrarius Actus)
Selain melalyl penetapan pengadilan pambatalan dapat dilakukan dangan

cafgd  confradus eclus yailu dengan tata carma pomohon mengisi  dan
menancdatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan. Penjelasan
terkait Condrarius Actus lebih lanjul dibahas dalam BAB IV Buku Petumjul Teknis
Pelayanan Pencatatan Sipll ini
a. Persyaratan Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipll Tanpa
Penetapan Pengadilan
Fersyaraian dalam pembatalan tenpa penetapen pengadilan dapal memeanuhi
persyaratarn:
1) Kutipan akta pancatatan sipil yang akan dibatalkan:
2} Dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan;
3) Kartu Keluarga;
4) KTP-al: atau
o) Sural parmyatasn tanggung jewab mutlak.
b. Tata Cara Pencatatan Pembatalan Pencatatan Sipil Tanpa Penetapan
Pengadilan
Pencalalan pembatalan akta pencatalan sipll sebegaimana dimaksud
dilakukan dengan caras membust catalan pingglr pada register akta
pencatatan sipil; mencabut kutipan akia Pencatatan Sipd; menerbitkan register
akla pencatatan sipd dan kutipan akia pencatatan slpl sesuai dengan putusan
pengaditan,

= c
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4. Lampiran Formulir Yang Digunakan Dalam Pencatatan Pembatalan Akta
Pancatatan Sipil
a. Formulir pelaporan pencalatan sipll di dalam wilayah NKRI, dengan kode
F-2.01 (Terlampir pada halaman 24 - 27, BAB lll Poin A Angka 4 Huruf a
Buku Petunjuk Teknis ini).
b. Formulir hasil pelayanan pencatatan pembalaian akta pencatatan sipl
bardasarkan panetapan pengadian, dengan kode CP.17T, sebagai berikuft:

CATATAN PINGGIR
PEMCATATAN PEMBATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL
BERDASARKAN PENETAPAN/PUTUSAN PENGADILAN

Berdasarkan penetapan/putusan pengadilan....c. e
1o, SR S ./ F——— wy telah
dilakukan Pembatalan &kta.... .o (1 (" pe—— i
11| F R e
S e o Wi
Pejabat Pencatatan Sipil...—....

| | PR -

Formulir 46 - Catatan Fingoir Pencatatan Pembatalan Akia Pencafatan Siph
Berdasarkan Penetapan/Putusan Pengacian, dengan kode CP-2.17
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P. Pencatatan Perjanjian Perkawinan

Pencatatan perjanjian perkawinan dibual pada waklu atau  sebeum

dilangsungkan perkawinan, perfanjian perkawnan dibuat selama dalam ikastan
perkawinan, pedanjian perkawinan dibual o wilayah Negarma Kesatuan Republik
indonesia danfatau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta
perubahan atau pencabulan perjanjlan parkawinan dapat dilskukan pada Disdukcapi
Kabupaten¥ota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempal penducuk berdomisiiL
1., Dasar Hukum Pencatatan Perjanjian Perkawinan

a.
b.

C.

Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presidan Nomor 36 Tahun 2018
Pacal 88, Pasal 89 ayat (1) dan ayai (2) Permendage Nomor 108 Tahun 20139
Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pesal 6 ayal (1) dan ayal {3}, Pasal T ayal {2}
Parmendagri Nomeor 109 Tahun 2019

2. Pencatatan Perjanjian Perkawinan

b.

Vi 44/

Persyaratan Pencatatan Perjanjian Perkawinan

Pencatatan Pencatatan perjanjian perkawinan dibuat pada wakiu atau
sebelum dilsngsungkan perkawinan, perfanfian perkawinan dibuat di wilayah
MKRI danfstau di luar wilayah perjanjan perkawinan difakukan dengan
memenuhi parsyaratan benspa:

1} Fotokopi akia peranjian perkawinan yang dibuat dengan akia nofaris yang
berkedudukan di witeyah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2 Kutipan akla perkawinan suami dan isteri atau nama lain yang diterbitkan aleh
magara ki,

J) KTP-at dan

4} Fotokopi Kartu Keluarga.

Tata Cara Pencatatan Perjanjian Perkawinan

Pencalatan Pencatatan perjanjian perkawinan dibual pada wakiu atau
sabalum dilangsungkan perkawinan, perfanjian perkawinan dibuat di wilaysh
MKRI danfatau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sena
persbahan atau pencabutan padanjian perkawinan dilakukan pada Disdukecapil
Kabupaten®ota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Mota tempal penduduk
bardomizili, dengan tala cara sebagai berikul:

1} Petapor mengisi dan menandatangani formuli  pelaporan serta
menyerahkan parsyaratan,

2) Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir
pelaporan dan persyaratan;




3) Petugas pada disdukcapll KabupaternsKola atew upt  disdukcapl
KabupatenKota melakukan perekaman data formulir pelaporan ke datam
basis data kependudukan;

Pejabat pencataten sipil pada disdukcapil Kabupaten/Wota ataw upl
disdukeapd Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir dalam register akia
parkawinan dan kufipan parkawinan ataw menerbitkan surat keterangan
|ika pancatatan perkawinannya dilakukan di negara lain; dan

5] Kutipan akia perkawinan yang letah dibuatkan catatan pingglr atau surat
keterangan diberikan kegada masing-masing suarni dan/atau isten.

4)

¢. Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Perjanjian Perkawinan

1) Formulir pengajuan pelayanan pencatatan perjanjlan perkawinan o witayah
Negara Kesatuan Republk Indonesia, dengan kode F-2.01, terlampir.
Formulir hasil pelayanan pencatatan perjanjian perkawinan di wilayah
Megara Kesatuan Republik Indonasia, tardiri dar:

2}

a

o)

€

d)

Surat kelerangan pelaporan peranjian perkawinan, dangan kode
F-2.07.

Surat keterangan perubahan'pencabutan perjanjan  perkawinan,
dengan kode F-2.08 sebagai besikut:

Catalan pinggir perjanjian perkawinan yang Dibuat Sebetum dan Pada
Saat Dicatatken Perkawinan Pada Register dan Kutipan Akta
Perkawinan, dengan kode F-2,19 sebagal berkut:

Catatan pinggir perjanjian perkawinan selama dalam &atan perkawinan
pads regist +r dan kutipan akta perkawinan, dengan kode F-2.20 sebagasi
ket

Catatan pinggir perubahan/pencebutan perjanjian perkawinan pada
register dan kutipan akta perkawinan, dengan kode F-221 sebagai
berikut:

135



3. Lampiran Formulir Yang Digunakan Dsalam Pencatatan Perjanjian

Perkawinan

a. Formulr pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah MNKRI, dengan s 4]
F.2.01 [Terlampir pada halaman 24 - 27, BAB Ill Poin A Angka 4 Huruf a
Buku Petunjuk Teknis ini).

b, Formulir hasil pelayanan pencaiatan parjanjian perkawinan di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, terdini dari:
1) Surat keterangan pelaporan peranjian  perkawinan, dengan kode

F-2.07 sabagal barkut

WOR CRMAS EEPERDUDRICAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATENAIOTA

SURAT KETERAMGAN PELAPORAN PORJARIAN FPERKAWANAN

Pads hai ™ ... tanggal Bishas ... Exhum Sy "
Pejabal  Pencatalan - Sapil : I:H.'l1 mesnErrnaE  laporan ﬂcﬂlnlan
p::mmmmmmmm pirkawin sy nama lain yamng dilerbitan
oty PlEpara Y [ iy X fanggal ... ...
Erilar |

e (Lak-laki)

BN

Mt Dholismmesn Fraqalaen B
Tampal langial kb

Pebaifaan

AgamaPengheyal Kepsicayaan
Elwmat

Harna Lyah
Hama FEou

:-nu {PifRanplian §

1

Wamosr Dokrman. Panalshan B |
Tempal tanggal laher

Pekangaan

AgamaPenghog Al KegusCiyaan
Alansal

AEn

Mama Ay ak

Hiama lou :

Wpniuk pada ida pevargsn pefkissinan RO m 'ﬂug dibaiat
dihgdapan Notarys ... ¥ arg huu:hxh.lhmdl pades

Pelaperan penanjian parkrsingn il dsertakan pota dengan Wﬂm
Pelapoan Pescaladan Pamasdian Wil dlusr YWilsyah MERT nesne.
tsngmal

Fegaba? Peacaiatan Sipe

HIF

Fomnulir 47 - Sumt Keterangan Pelaporan Paganjian Perkawinan,
deraan koda F-2.0F

"TERNiS ELAUATAN PENCATATAN SAIL
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2) Swral keterangan perubahanipencabutan perjanjian perkawinan, dengan
kode F-2,08 sebagal berkut:

FMOP DS HOPTHDUCEEGAN AN PEMRGATATAMN GEPL
EABUPATENAOTA '

SUIRAT KETERAMOAN PEALIBAFARM f

FEMCAELIT AN FERLE AN PERA Y THEN

Pada hark & .., iamagal . IpupiEn P17 T— _Bava ..

Pejabal J‘-'urr-;-umm Sl ... el ah FIHEET T FApOTEN
perun@anipencabuian  pegengan  perkdsinan untuk disertakan dalam akia
perkawinan mams L yamg ditermdikam oleh Negars F

tiarma (Lski-lak)
B

Homor Doloamean Padjalanan R
Tampat tanggal ba hir
Pedarjaan

AgamarPenghayal Repacayaan
Fularmad

EET
MHama Ayah
P [

Flamia [PErermpudan i

2119

Moemsr Dolkuman Pagalanam i i
Teappnt {acwipal Laber

Pakerjaan

A ATz at Keoars pyaan
Aalgmat

Fawrarg anac{anraan
Marma Ayah
bhwrma fenr

pada akla piq.lnl-l'n pErkawin s momar tamggal ... yang diteat
dinsdepan Boloks . ... yEng herkssdudulkan di

PiEaporE  pERibEhsUpencabilan  penangan  poibavenan @i disarisioan puls

ml'-lﬂ%m‘ Sural Kelnrangen Pelaporan Pencataian Perkssiran Wil diuar Wilayah
oG, amggal.. ...

raF
= ) pilihan

Formulir 48 - Surat Keferangan Perubahan/Pancabufan Pedanjian Parkawinan,
dengan kode F-2.08
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31 Catatan pinggir perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum dan pada saat
dicatatkan perkawinan pada register dan kulipan akta perkawinan, dengan
kode CP.19 sebagai berikut:

J T |
CATATARNM PR GOIR
FERIARNILAM PERKAWIRRAR Wordo
CFIFLLAT SEBELU R DDA PADG S80T
DICATATEARMN FEREAWSIRMNAM PADS

HECISTEM EFAT KLFTITFAR AT A
(o] SRR AN NN N

Lampirar Perjonitan Perkswwinan
PMlariage Agre=ment Attschment

5 mo o | L s P L S LI L SOl R
Pdesbary

U g g e 1 o dasedey

Pl sy b

R T e e

Llam Tar

Formedir 43 - Cotadan Pinggir Pedaniion Perkawinan yang
D¥birat Sebsium dan Pade Saal Dicatalvan Parkawinan Pada
Register dan Kutipan Akta Perkawinan, dengan kede CP. 19

4) Calatan pinggh perjanjan perkawingn selama dalam katan perkawinan
pada register dan kutipan akia perkawinan, dengan kode CP.20 sebagsi
berikut

CPr-2.20

CATATAMN FMMOGIR
FERJANILAN PERMAWIMAMN SELARNMA DALARN
IHATAN PERKAVWIMNAN PADA REGISTER [LARN

HKUTIFAN AKTA PERMAWIRLAM

Berdasarkan akta perjanjian perkawinan
o L~ L tarnemel i
baslamm i inaeae tabiwm ..., I T
dibuat dihadapan Notaris 3 3 ix
yvang berkeduukan di i

telah mengadakan ke.-.enak.&t.un I:-er:l..um.a
atas perjanjian perkawinan sebagai
lampiran dalam akta perkawinan.

eyl e i~ At
Pejabat Pencatatan Sl

Formulir 50 - Catatan Pinggir Perfanian Perfawinan Selama
Datam ikalan Perkawinan Pada Register dan Kolipan Akla
Parkawinan, dengan sode GF.20
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5) Calatan pinggir perubananpencabutan perjanjian  perkawinan pada
register dan kutipan akta perkawinan, dengan kode CF. 21 sebagai berikut:

L= s

CATATAN PINGGIR
PEAUBAAHAN/PENCABUTAMN *) PFERIANILARMN
FERFAWIMNARN PADA REGISTER DAMN
ELFTEIFARN AKTA PEREAWINARN

Berdazarkan akta porjanjian perkawinan

Flarmar e e, S ) tanggal
- g bulamn ... tahun
...................... Wang dibuat dihadapan

FMIOEEFS o nricnrrene. Wang berkeduukan di
........................... telah dilakukan

perubahan/pencabutan™®) atas akta
parjanjian perkavwinan P P fiEE

tanggal....... bulamn ... tebun ... VENE
dibunat dihadapan MNMoetares ........... Ya§NE

berkadiicubleam ol oo
A A e L P, € S
Pejabat Pencatatan Sipil

Formulir 51 - Catatan Pinggir Perubahan/Pencabulan Paranian
Perkawinan Fada Register dan Kulipan Akta Perkawinan, dengan

kode CP.21

el

TERNIS, FELASANA PENCRTATAN SISL
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Q. Pencatatan Peristiwa Penting Bagi Orang Asing yang Tidak Memiliki Dokumen
Keimlgrasian

1.

Dasar Hukum Pencatatan Peristiwa Penting Bagi Orang Asing yang Tidak
Memiliki Dokumen Keimigrasian

a. Pasal 77 Peraluran Presiden Nomar 36 Tahun 2018

b. Pasal 35, Pasal 96 Permendagri Momor 108 Tahun 2013

. Pasal B, Pasal 7 Permandagri Momes 109 Tahun 2019

. Pencatatan Peristiwa Penting Bagi Orang Asing yang Tidak Memiliki

Dakumean Ketmigrasian

a. Persyaratan Pencatatan Peristiwa Penting Bagi Orang Asing yang Tidak

Memiliki Dokumen Keimigrasian

Peristiwa penting yang dialami oleh orang ssing yang fidak merniliki
dokumen keimigrasian dalam wilayah Megara Kesatuan Republik Indonesia
dapat disporkan kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil
Kabupatan/Kota dl tempat erjadinya penstiwa penting. Pencatatan peristiwa
panting yang dialami oleh orang asing yang fidak memiliki dokumen
keimigrasian dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa bukti peristhea
penting yang dkeluarkan oleh pihak yang berwenang yang menyatakan

termdinya peristiwa penting.

b. Tata Cara Pencatatan Peristiwa Penting Bagl Orang Asing yang Tidak

Memiliki Dokumen Keimigrasian

Pancatatan peristiwa penting yang dialami obeh orang asing yang tikdak
memiliki dokumen keimigrasian dilakuken pada Disdukcapil Kabupaten¥ota
atau UPT Disdukcapi Kabupaten/Kota di tempat teqadinya paristiwa penfing,

dengan tata cara sebagal berkut:

1] Pemaohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.01 serta

menyarahkan persyaratan

2) Petugas pelayanan melakukan verifikas| dan validasi termadap formulr

palaporan dan persyasatan,
Catatan:

Bukli peristiwa penting yang dikeluarkan oleh pihak yang bersenang
yang menyalakan lerjadinya peristiva penting barupa fotokopi, azli hanya
diperfhatkan dan Dinas tidak mengambil bukti peristiwa penting yang

asll,

3] Petugas pelayanan melakukan perekaman dala ke dalam basis data

kependudukan dan pencelskan dokumar;




|
b

4) Pejabat pencatatan sipil pada Digdukeapil Kabupatenota di tempat
terjadinya peristiwa penting menerbitkan sural kelerangan peristiva

penting; dan
8) Surat keterangan peristiwa penting diserabkan kepada Pemahon.

c. Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Peristiwa Penting Bagi Orang
Asing yang Tidak Memiliki Dokumen Keimigrasian
Pencatatan peristiwa penting yang diakami oleh orang asing yang tidak
memiliki dokumen keimigrasian dilakukan dengan menggunakan farmullr yang
terdiri dan:
1) Formulir Pelaporan Pencatatan Sipll di Dalam Wilayah NEKRI, dengan
kede F-2.01,
2) Fermulir hasil pelayanan pencaiatan peristwa penting yang dialamy olah
orang asing yang lidak memiiki dokumen keimigrasian di wilayah NKRI,
berupa surat keterangan, dengan kode CP13,

PETLIJUK :Ems.lmnﬂn'h;;ﬁ*gzgnlmﬁw SPIL \\\\\
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3, Lampiran Formulir Yang Digunakan Dalam Pencatatan Peristiwa Penting
Bagi Orang Asing yang Tidak Memiliki Dokumen Keimigrasian
a Fommulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI|, dengan kode
F-2.01 [Terlampir pada halaman 24 - 27, BAB Il Poin A Angka 4 Huruf a
Buku Petunjuk Teknis ini).
b, Surat keterangan pencalatan sipi bagi orang asing vang tidak memiliki
dokumen keimigrasian, dengan kode formular CP.13, sebagai berikut:

[HNA S KEFENDUDURAK DN PENCATATAN SIFIL KABUPATENEOTA ...

SURAT HETERANGANFENCATATAN SIFIL BAGHRANG ASING
VARG TIDAK MEMILIKI DOELMEN KERMIGRA SAN
11 T T - ——

Berdasardsn lagoran dari

Targyal labihame

Hewaganegaraan
Alamat 4 Indonesia
Bahwa pada
Han
| 'I!'I'lgpi_ P s

Telak Eejadi grem i PRI
Wema :
Tanggal mhirhmmur

L TR TR
Alpmat di lndonesia

dengan:7)
Hama
Tanggal ahirhmmr

Aamat d Indenesia

! | umhuk peristiva perkesinen

Fommuwliv 52 - Suraf Kelerangan Pencatatan Sipl Bagi Orang Azing yang
Tidak Memiifa Dokumen Kefmigrasian, dengan kode CP-2.73
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R. Pencatatan Pelaporan Peristiwa Penting darl Luar Negeri
Peristiwa penting dad luar wiayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
telah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat balum diaparkan
kopada Perwakilan Republik Indonesa di luar neger, dilaporkan kepada Disdukcapil
Kabupaien/Kota atau UPT Disdukcapll Kabupaten/Wota di tempat Penduduk
berdomisiki

1.

2.

Dasar Hukum Pencatatan Peristiwa Penting darl Luar Negeri
a, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 64,Pasal 78 Paraturan Presiden Momor 96 Tahun

2018

b, Pasal 7, Pasal 85 ayat (3}, Pasal 37 Permendagri Noemor 108 Tahun 2019
c. Pasal B, Pasal 7 Permendagri Momor 108 Tahun 2018

Pencatatan Pelaporan Peristiwa Penting dari Luar Negerl

a. Persyaratan Pencatatan Pelaporan Peristiwa Penting dari Luar Negeri

Pencalatan perstiwa penting dari luar wilayah Megara Kesatuan
Republik Indonesia yang telah dicatatkan pada nstansi yang berwenang di
negara selsmpal namun belumn dilsporkan kepada Perwakilan Republik
Indonesia & luar negen dilakukan dengan mameanuhl persyaratan bemnupa:

1) Folokopl bukli pencetatan peristiwa penting yang ditegemahkan olah
penenemah tersumpah, atau

2) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak

3) Folokopi Kartu Keluarga

. Tata Cara Pencatatan Pelaporan Peristiwa Penting darl Luar Negeri

Pencatatan penstiva perting dar luar wilayash MNegara Kesaluan
Republik Indon:  a yvang telah dicatatkan pada insiansl yang bersenang di
negara setempat belum dilaporkan kepada Perwakilan Republk indonaesia di
bear neger dilakukan Disdukcapil Kabupaten/ota atau UFT Disdukcapd
Kabupatenota di tempat Penduduk berdomisili, dengan tata cara sabagai
beribout:

1) Pemochon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan serta menyarahkan
persyaratan.

2) Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi ferhadap formul
pelaporan dan persyaralan,

3) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Mota atau UPT Disdukcapil
Kabupatenota melakukan perekaman pelaporan dalam basis data

kependudukan,

mmﬁﬁ;@' ..'Eag.nﬁi EL “\\\
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4) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten®ocia atau UPT
Disrdukicapil KatupalienKota menerbitkan surat kelerangan pelaporan

. Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Pelaporan Peristiwa Penting

dari Luar Negeri
Pencatatan paoristiwa penting dari luar wilayah Magara Kesatuan

Republik Indonesia, dilaporkan pada Disdukcapil Kabupaten/®ota atau UPT

Disdukcapil Kabupaten®ota di tempat penduduk bardomish untuk metakusan

pencatatan dengan menggunakan farmulic yang terdin dar

1} Farmulir Pelaparan Pencatatan Sipll di Dalam Wilayah NKRI, dengan kode
F-2.01,

2) Formulir hasil pelayanan pelaporan peristiwa penting dari luar witayah
Megara Kesatuan Republik Indonesia pada Disdukcapil Kabupaten/Haota
atau UPT Disdukcapil KabupatenWola di tempat penduduk berdamisli,
berupa sural keterangan pelaporan pencatatan sipil dari luarwilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dengan kode F-2.12.




3. Lampiran Formulir Yang Digunakan Dalam Pencatatan Pelaporan Peristiwa

Penting dari Luar Negeri
a. Formulir pelaporan pencalatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode

F-2.01 (Terlampir pada halaman 24 - 27, BAB Il Poin A Angka 4 Huruf a
Buku Petunjuk Teknis Ini].

b, Swal keterangan pelaporan pencalatan sipll dar Juar wilayah Megara
Kesatuan Republik Indonesia, dengan kede F-2.12 sebagal besikut:

F-Z1&

KOP DINAS KEPEMDUDUKAN DAN PERCATATAN SIPTL
HABUPATEN KOTRA .osiimssiisas
B e = ———

SURAT KETERAMGAM PELAPOWAN PENCATATAN SIPIL
DART LUAR WILAYAH NKKI

Dengan  ini munng:m telah menerima pelaporan penctatan  penistvwa
.......... ~d luar wihayah NKRI, atas nama:

Hama
NIK
Alamar
diterbetian oleh, .. ... .. .. .dan teiah diaporkan ke Kantor Perwakian
Republk Indonesm ... shagaimana Surat Keterangan
Pmm Pencaasan srq:ﬂ :i mr wlﬂi'l T
f=npgal.... "
Surgt Keterangan il L 57 merupakan Sa pencattan sipl
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PEIABAT PENCATATAMN SIFIL

Formulir 53 - Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil, dengan kode F-2.12
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BAB IV
PENYELESAIAN MASALAH PENCATATAN SIPIL

A Asas Hukum Contrarius Acius,
i

Peangertian
Asas Contrarius Acfus adalah asas yang menyatakan babwa badan atau pejabat
tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dapat beraénang
membatalkan atau memperbalki secara langsung tanpa harus menunggu pihak lain
keberatan atau mengajukan gugatan.
Diagar Hukusm
Undang-Undang Momor 30 Tahun 2014 tentang Adminisirasi Pemerinlahan
pembatalan akta pencatatan sipi dapat melalul pejabat pemerintahan yang menstapkan
keputusan atau atasan pajabat yang menetapkan keputusan dalam instansl inl adalah
Kepala Disdukcapil Kabupaten®ota setempat dan Pasal B2 ayal (Z) dan ayat (4)
Peraturan Menteri Dslam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomos 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,
Prinsip dasar
a. Confrarius Actus melekat pada Jabatan bukan pada pejabat, sehingga Contranus
Actus dapat dilakukan pada jabatan dalam kurun waktu masa jabatan pejabat lain,
b. Tidak menunda pelaksansan keputusan pejabat TUN sampai pengadilan
membukikan seoaiknya.
¢. Batasan Untuk Penggunaan Contrarius Actus
Ketetapan mengenai Batasan pembatalan tercantum pada pasal 66 ayat (4)
Undang-Undang Momor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerntahan, yaiu:
‘Heputusan pembataizn yang diakukan oleh pejabat pemerintahan dan atasan
pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling
lama § (lima) har kerja sejak ditemukannys alasan pembatalan sebagaimana
dimaksud dalam ayal (1) dan beraku sejak tanggal ditetapkan keputusan
pembatalan.”
Conioh Penerspan Kasus di Disdukcapll Kabupaten Wanogir
Sejak tshun 2020 Disdukcapll Kabupaten Wonogiri telah menyelesaikan kasus
pambalalan akia pencatatan sipil tanpa melalui pengadilan'Conirarius Actus sebanyak
28 kasus. Uraksn data kuantitas kasus tersabut meliputic
a. Tahun 2020 terdapat 4 kasus, dengan 1 kasus pembatalan akta kelahiran dan 3
kasus pembatalan akia kematian.

C—
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b, Tahun 2021 terdapat 13 kasus, dengan 2 kasus pembatalan akia kelakiran dan 11
kasue pambatalan akia kematan,

g. Tahun 2022 kingga bulan April terdapal 11 kasus, dengan 4 kasus pembatalan skta
kelahiran dan 7 kasus pembatalan akta kematian

Sampel kasus:

A, Kifipan akta kematian dengan nama yang teriuks MISND tidak sah dikarenakan

yang bersangkutan masi hidup. terdapal kesalahan petaporan kematian dari pihak
perangkat desa sasdara Ferry Irawan, sehingga MISNQ vang masih hidup justru
dilaporkan meninggal, maka daf v akta kematian dengan nomor 3312-KM-
28072021-0066 dengan terulis nama MISNG lidak sah dan dibatalkan

Kutipan akta kalahiran dengan Nomaor akta 3312-LT-25042013-0064 terfulis nama
AMIN MUDIN tersebut digunakan untuk kepenfingan pendaftaran kepala desa,
namun tidak sesual dengan ljazah yang tertulis AMIN KHUDOR! lalu setalah selesai
proses pendafieran kepala desa dan tidak terpilih saudara AMIN KHUDOR! ingin
mengembalikan akia kelahirannya ke nama semula sesual dengan ijazah yang i@
miliki yaitu AMIN KHUDORI, maka akta kelahiran dengan MNomor akta 3312-LT-
2504201 3-0054 atas nama AMIN NUDIN dibatalkan. Hal inl mumi karana kelataian
pihak pelapor uniuk mendapatkan akia kelahiran yang fidak sssuai dangan

data yang sebenarnya.




Diskresi

1.

Pengertian
Berdasarkan Undang-Undang Momaor 11 Tahun 2020 lentang Clpta Kerja, digkres]

adalah keputusan danfatau tindakan yang ditetapkan danfataw diakukan oleh pejabal
pamarinlahan  untuk  menpatasi  persoalan  konkret  vang  dbadapl  dalam
penyelenggaraen pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang
memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau fidak jelas, dan atau adamya
stagnasi pemarintahan.

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Momor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;

k. Undang-Undang Momor 11 Tahun 2020 tentang Cipla Kerja.

Prinsip dasar

Prinsip dasar dalam penggunaan diskresl yvang harus dipenehi oleh pejabat pemerintah
adatah.
Sesual dengan tujuan diskresi;
Eeasuai dengan asas-asas umurm pamarintahan yang baik (AUPE);
Berdasarkan alasan-alasan yang abjekiif;
Tidak menimbulkan konfik kepentingan; dan
Ditzkikan berdasarkan Hikaed yang baik

o fp o opow

Syarat tembahan yang wajib dipenuhi terkalt penggunaan diskreai, wakni
penggunaan diskresl yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib mempsarchh
persetujuan dari atasan pejabat sesuai dengan ketenluan perundang-undangan
Parsslujuan tersebut dilakukan apabila penggunaan diskresl menimbulkan akibat
hukum yang berpotensi membedani keuangan negara.

Setiap penggunaan diskrasi oleh pejabal pemenntaban erdu memiliki tujuan
tersendiri, diantaranya adalah Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, Mengisi
kekosongan  hukum, membedkan kepasfian hukum dan  Mengatasi slagnasi
pemearinizhan dalam keadaan terteniu guna kemanfaatan dan kepentingan umum,
Adapun  yang dimaksud dengen stagnesl  pemerintahan  edalah  tidak dapat
dilaksanakannyva skiivitas pemernintahan sebagai akibal kebunivan atau disfungsi dalam
panyelenggaraan pamerintahan, contohnya seperti kesdaan bencana alam atau gajolak
politik.
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4, Conioh Penerapan Diskresi

Dalam hal ini sebagal contoh penerapan diskresi adalah penggunaan Surat
Parnyataan Tanggung Jawab Mutlak, SPTJM adalah Surat FPemyataan Tanggung
Jawab Mutlak yang dibuat oleh yang bersanghutan atau wal atau pemohon sebagal
kebanaran dengan tanggung jewsb penuh yang dikelahui 2 {dua) orang saksi. SPTIM
Kebenaran Data Kelahiren, adalah pernyataan yang dibuat oleh oranglua
kandungfwalilpemahon dengan tanggung jawab penish atas kebenaran data kelahiran
gasaorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi, SFTJM Hebenaran sebagal
Pasangan Suami |ein, adalsh pemyataan yang dibust oleh oranghua
kandungiwalipemchon  dengan langgung jewsb penuh atas stalus  hubungan
perkawinan seseorang yang di dalam Kartu Kelvarga sudah tercantum sebaga
Pasangan Suami Istri dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.

Dalam pengurusan akia kelahiran, selama ini penduduk sering merasakan
kesulitan melengkapl persyaratan surat keterangan lahir dar Dokter/Bidan/Penalong
Kelahiran terlebih bagl yang mengurus akta kelahiran setelah berusia dewasa. Hal iri
disebabkan surat ketarangan lahir tersebut tidak ada, hilang atau fidak disimpan baik-
baik oleh oranglugnya karena sudah terialu lama, Apabila fidak memiliki sural
keterangan lshir maka persyaratan menjadi tidak lengkap, skhirnya ldak bisa
mengurus akta kelahiran. Dengan latar belakang tersebut pemerintah menerbitaan
SPTJM sebagai solusi sementara.

SPT.BA mulai diberdakukan aleh pemerntah ssiak Merter Dalam Meges Bl
menerbitkan Paraturan Menies Datam Neger Republik Indonesia Nomaor 9 Tahun 2016
tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelshiran, Permandagri
ini diterbitkan dengan perimbangan babhwa kepemilikan akta kelahiran sebagai wujud
pengakuan negara atas identitas anak masih rendah.

Praktik diskresi dalam palaksanaan pencatatan sipil edalah Dinas Kependudukan
dan Pencaiatan Sipil yang mengakomodir penenmaan barkas belum lengkap untuk
ietap diproses dengan diengkapi selama proses berjalan. Dengan begitu apabila terjad
parsyaratan yang belum terpenuhi maka permohonan akan tetap ditenma dan diproses
sembarl masyarakat tersebut melengkapi persyaratan.




“ €. Penggunaan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 teniang Administrasi

Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Momer 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan

Pengaturan pencatatan perkawinan beda agama di indonesia =aat inl berdasarkan
Pasal 35 huruf a dan Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2008 tentang
Administrasi Kependudukan ssbagaimana telah diubah dengan Lindang-Undang Nomar 24
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kepandudukan. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administras) Kependudukan
menyatakan bahwa pencalatan perkawinan yang distur datam Pasal a4 Undang-Undang
Adminietrasi Kependudukan berlaku juga bagl perkawinan yang diletapkan oleh Pengadian.
Sedangkan yang dimaksud dengan “perkewinan yang ditetapkan oleh pengadilan” dapat
dilihat dalam penjelasan Pasal 35 hurul a Undang-Undang Adminduk, yaitu perkawinan
yang dilakukan antar-umal yang berbeda agama

Conioh implementasi adalsh putusan Pengadilan Negerl Surabaya Momaor:
916/Pdt P/2022/PN.Sby. yang telah mengabulkan perkawinan beda agama dari pemahon,
kemudian memerntahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatalan Sipll Kota
Surabaya uniuk mencatatkan perkawinan tersebut.

Ty

!

S
PETUNIUR TERNIS, FECAYAN?

ENCATATAN SIRIL

- 7




BAB V
PENUTUP

Demikian petunjuk teknis pelayanan pancatatan sipil ini dibuat, untuk menjadi
panduan agar lercapal kesamaan pengertian dan tindakan dalam melaksanakan
pelayanan pencatatan sipll dan memberikan pedoman pelaksanaan dalam hal
pengawasan dan pemerisaan terhadap proses palayanan pencatatan sipll khususnya
dalam pelayanan pancatatan sipil kepada masyarakat balk di wilayah NKR| maupun
di luar wilayah NKRI. Harapan dengan terbitnya Buku Petunjuk ini dapat meningkatnya
kualitas, efisiensi dan efexiivitas pelaksanaan tugas dan tanggung Ewalb daam
petayanan pencatatan sipf dan Mambarikan standar yang sama dan lerukur hagl
petugas di Dinas Dukcapil Kabupaten®ota, UPT Dinas Dukcapil Kabupaten/iota dan
pefugas pada kanior Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dalam pelayanan
pencatatan sipil dengan berpedoman Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan yang telah diubgh dengan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Perubahan Afas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, Peraturan Prasiden Momor 86 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Peraturan
Menteri Dalam MNegerl Momor 108 Tahun 2018 tentang Peraluran Pelaksanaan
Peraturan Presiden Momor 96 Tahun 2018 fentapg Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Mentarl Datam Negeri Nomor
109 Tahun 2019 fentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administras!
Kependudukan dan Furat Edaran Direkiur Jenderal Kependudukan Nomor
470/13287Dukcagil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan dan
Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipll.

151



— 5 = E r - £
i i

L. Fta'fa F"a'-'-ar Mlnﬁgu HIM 19 Jaiu arta S'Llﬂtdﬂ
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12072
“ Phone!: (021) 79194075 _
Fax . (021) 7980655, 7949770




